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Penghargaan: siapa yang membuat HeRWAI dan mengapa

HeRWAI dikembangkan oleh AIM FOR HUMAN RIGHTS dalakerja sama dengan

organisasi-organisasi dari berbagai bagian dunia:

* Naripokkho di Bangladesh, diwakili oleh Shireen Huq

* Federasi Perempuan Pengacara — Kenya (FIDA - Kerdmjgkili oleh Enid
Muthoni Ndiga.

e Servicio Integral para la Mujer (Si Mujer) di Nikegua, diwakili oleh Ana Maria
Pizarro.

* International Women’s Rights Action Watch — Asiaci#la (IWRAW-AP) di
Malaysia, diwakili oleh Maria Herminia Graterol, ng berkontribusi banyak untuk
Bab 3.

* Wemos di Belanda, diwakili oleh Marjan Stoffers.

Organisasi-organisasi ini memiliki kepedulian beraatentang hubungan antara proses

global dan proses lokal dan kemungkinan konsektl@msekuensinya untuk hak-hak

kesehatan perempuan. Mereka merasa penting untokkare pemerintah dan aktor-
aktor lain untuk meningkatkan hak-hak kesehataremppuan. Selama periode dari

November 2002 sampai Februari 2004, orang-orang yhAsebutkan diatas dan para

perwakilan AIM FOR HUMAN RIGHTS bertemu tiga kalelama seminggu untuk

diskusi-diskusi yang intens yang akan menentukaratdtujuan dan bentuk HeRWAI.

Ahli-ahli lain yang tertarik memberikan masukan etex di berbagai kesempatan. AIM

FOR HUMAN RIGHTS mengumpulkan ide-ide dari sumbember yang berbeda ini

untuk mengembangkan tulisan setelahnya. Empat tpeseaigang turut mendukung

proses tersebut: Kristin Janssens, Inge de Kohiogneke Simons dan Nelleke Groen.

NCDO (National Commission for Internasional Coopiera and Sustainable

Development), Hivos, Kementerian Luar Negeri Bekaddn PSO berkontribusi secara

financial untuk penyusunan HeRWAI.

Pada tahun 2005, versi rancangan HeRWAI diuji o®ka Das dari Naripokkho

(Bangladesh), Dr Raana Zaaid dari World Populatimundation (Pakistan), Joke
Leeuwenburg dan Marianne Bruins dari Johannes Wmundation (Belanda) dan
Immaculate Njenge Kassait dari Fida-Kenya, masiaging dibantu oleh rekan-rekan
dari organisasi-organisasi mereka. Berdasarkangb@mgn mereka, AIM FOR HUMAN

RIGHTS memperbaiki HeRWAI dan memperkayanya derggamoh-contoh. AIM FOR

HUMAN RIGHTS mengambil tanggung jawab atas isi kéra dan kekurangan-
kekurangan lain dari dokumen ini.

AIM FOR HUMAN RIGHTS sangat berterima kasih kepau@&reka yang membagi
pengalaman, antusiasme dan waktu mereka yang berhartuk berkontribusi pada
instrumen ini. Kami berharap bahwa upaya kami lmasakan berkontribusi pada
kebijakan-kebijakan yang lebih sehat untuk hak{meiempuan.

Nopember 2005
Saskia Bakker dan Hansje Plagman
Humanist Committee on Human Rights



1. Tentang HeRWAI

Apakah HeRWAI?

Instrumen Kajian Hak-Hak Kesehatan Perempuétealth Rights of Women Assessment
Instrument(HeRWAI) adalah suatu alat strategis untuk menitigia kegiatan-kegiatan
lobi demi pelaksanaan hak-hak kesehatan perempanag kebih baik. Suatu analisa
HeRWAI menghubungkan apa yang sebenarnya terjauljaste apa yang seharusnya
terjadi menurut kewajiban-kewajiban hak-hak azaanuosia suatu negara. Analisa
HeRWAI memeriksa pengaruh-pengaruh lokal, nasioeh internasional. Analisa
HeRWAI terdiri dari enam langkah, yang menganalisaatu kebijakan yang
mempengaruhi hak-hak kesehatan perempuan. Setigkala terdiri dari informasi dan
pertanyaan-pertanyaan untuk memandu analisa térdebenjelasan, contoh-contoh dan
daftar periksa menfasilitasi terjawabnya pertanyaemanyaan tersebut. Analisa tersebut
menghasilkan seperangkat rekomendasi untuk merkegkadampak kebijakan, serta
suatu rencana aksi untuk melobi penggunaan rekcesenekomendasi tersebut dan

meningkatkan kesadaran tentang temuan-temuanrddisa tersebut.

Analisa HeRWAI menggunakan pendekatan hak azazusi@nNaskahnya didasarkan
pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimiteabadap Perempuan —
Convention on the Elimination of All Forms of Discnation against Women
(CEDAW), yang menguraikan hak-hak azazi manusiarkperempuan, dan Konvensi
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dadd&a -International Covenant on
Economic, Social and Cultural Righ{$CESCR), yang memberikan informasi yang
komprehensif tentang hak-hak kesehatan. Suatu ketaate hak-hak azazi manusia
memiliki banyak tawaran sehubungan dengan advakdsk reformasi kebijakan. Hak-
hak azazi manusia bersifat universal; hak-hak axeriusia bukan milik suatu wilayah
atau kelompok politik tertentu. Kebanyakan pemahnmemiliki komitmen-komitmen
hak-hak azazi manusia yang mengikat, yang timbulgde meratifikasi perjanjian-
perjanjian hak-hak azazi manusia seperti CEDAW KEBSCR. Anda dapat membuat



pemerintah Anda bertanggung jawab dan memintaragegka melakukan segala sesuatu
yang dapat mereka lakukan untuk mewujudkan hakgemkmpuan. Suatu pendekatan
hak-hak azazi manusia tidak tergantung pada skasstatu penyimpangan hak-hak azazi
manusia merupakan suatu pelanggaran, tanpa mengpjuaieh orang yang terkena
dampaknya. HeRWAI Dbertitik berat pada hak-hak keteh perempuan, tetapi

pendekatan yang serupa dapat berguna bagi hakzhakmaanusia yang lain juga.

Siapa yang dapat menggunakan HeRWAI dan untuk tujua apa?

HeRWAI dirancang untuk LSM, terutama organisasiaoigasi perempuan, organisasi-
organisasi kesehatan dan organisasi-organisashdialezazi manusia. Dalam dokumen
ini, organisasi-organisasi ini secara bersamaann adlssebut sebagai organisasi

perempuan dan LSM.

Tujuan kajian dampak HeRWAI adalah untuk menghasillkrgumentasi-argumentasi

yang dapat digunakan untuk melobi kebijakan-kebijakang meningkatkan pelaksanaan

hak-hak kesehatan perempuan. Menggunakan HeRWAlKkuntenganalisa suatu

kebijakan seharusnya membantu untuk:

* membuat keterkaitan langsung antara kebijakan slaisu hak-hak azazi manusia
yang terkait;

* memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sterasi;

« membuat kajian dampak hak-hak azazi manusia ddbijakan tersebut, baik
sekarang dan di masa depan;

« membentuk suatu kesimpulan tentang apa yang selyaruslilakukan oleh
pemerintah dan apa yang akan dilakukan oleh orasini&nda untuk menekan

pemerintah untuk bertindak.

Hasil dari suatu analisa HeRWAI juga dapat digunaltatuk melobi lembaga-lembaga
internasional seperti Bank Dunia, WTO dan badaraba@BB (UNFP(A), UNDP, dll),

atau di pertemuan-pertemuan dan komite-komiteifpatiternasional (Konferensi Dunia,



Komisi tentang Status Perempuan, Sidang PBB, pedefpertemuan yang terkait
dengan Tujuan-Tujuan Pembangunan Mileniumilennium Development Goalslll).
Hal ini dapat berupa kegiatan lobi secara langsatag melalui pemerintah. Hasil dari
suatu analisa HeRWAI juga memberikan informasi ydagat digunakan untuk&poran
bayangah yang diserahkan ke Komite-Komite yang memantaakseinaan CEDAW
dan ICESCR.

Isu-isu atau kebijakan-kebijakan seperti apa yang dpat dianalisa dengan
menggunakan HeRWAI?

HeRWAI dapat digunakan sebagai suatu alat untuk garadisa serangkaian luas
kebijakan Hal ini bisa berupa kebijakan kesehatan, tetagajmencakup kebijakan-
kebijakan yang tidak langsung menanggapi isu-issetkatan, tetapi memiliki dampak
pada kesehatan. HeRWAI pada khususnya relevan dkésus-kasus dimana para
pembuat kebijakan mungkin tidak mengindahkan hak#esehatan perempuan. Anda
dapat menggunakan instrumen ini untuk menganaéibgadkan yang ada, serta meninjau
ulang dampak yang diharapkan dari suatu kebijakangymasih dalam tahap
pengembangan. Jika suatu pemerintah tidak melakafgarapa untuk menanggapi suatu
permasalahan, Anda dapat menggunakan HeRWAI untrganalisa apa yang terjadi
karena tidak adanya kebijakan. Kebijakan luar riegga mungkin dianalisa dengan
menggunakan HeRWAI, terutama kebijakan-kebijakan ngeeai kerja sama

internasional.

Analisa HeRWAI terfokus pada kebijakan, bukan masaHal ini karena kebijakan-

kebijakan (dan pendanaannya) merupakan alat utam@ gigunakan oleh pemerintah
untuk membuat perubahan, dan masyarakat sipil dapatbuat pemerintah bertanggung
jawab atas apa yang mereka lakukan atau justrk mdgeka lakukan sama sekali. Dalam
kasus-kasus dimana kekhawatiran utamanya meruaidn masalah khusus, HeRWAI

akan meminta Anda untuk mempertimbangkan kebijdaijakan pemerintah yang

! kata-kata yanditerangididefinisikan dalam daftar istilah
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mana yang dapat atau seharusnya memiliki pengaada gpermasalahan tersebut.
Sebagai konsekuensinya, kebijakan yang memilikeqpgtyang terbaik untuk membuat
perubahan harus dipilih: kebijakan dengan kesempgag terbaik untuk sukses dalam
menanggapi permasalahan tersebut. Ini akan mekgdujiakan yang harus difokuskan

dalam analisa HeRWAI.

Fokus pada tanggung jawab pemerintah

Fokus utama HeRWAI adalabemerintah karena pemerintah-pemerintah nasional
memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakak-Hak azazi manusia. Istilah

‘pemerintah’ dalam HeRWAI berlaku bagi pemerintamerintah di negara berkembang
serta di negara maju. Biasanya, fokus Anda akdeta&rpada suatu bagian khusus dari
pemerintah: suatu kementerian atau departemen,otbaitas daerah yang bertanggung
jawab atas pengembangan atau pelaksanaan sugak&abiTanggung jawab pemerintah
juga berarti bahwa pemerintah harus mengarahkamag¢sangsang aktor-aktor lain yang
terlibat dalam melaksanakan hak-hak kesehatan.oBatdri aktor-aktor tersebut adalah

industri farmasi, klinik pribadi dan individu.

Struktur HeRWAI

HeRWAI disusun sebagai berikut:

Bab 1 dan 2nemberikan pemahaman tentang tujuan dan struledB\WAI dan konsep-
konsep utama yang menjadi dasarnya.

Bab 3mengajukan isu-isu hak-hak azazi manusia yangaitepada mereka yang belum
familiar dengan pendekatan hak-hak azazi manusia Anda memiliki banyak
pengalaman dengan isu-isu hak-hak azazi manusdg Aapat melewati bab ini.
MembacaBab 4dan menjawab pertanyaan-pertany@anck Scarakan membantu Anda
untuk memutuskan jika dan untuk tujuan apa organikada akan mengadakan analisa
HeRWAL.
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Bab 5 adalah jantung HeRWAI; Bab 5 menyediakan pertarysatanyaan dan
informasi untuk analisa Anda. Proses pengumpulan atalisa data dibagi menjadi 6

langkah:

- picture -

1 = KEBIJAKAN

2 = KOMITMEN PEMERINTAH

3 = KAPASITAS UNTUK MELAKSANAKAN
4 = DAMPAK KEBIJAKAN

5 = KEWAJIBAN NEGARA

6 = REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI

Kami sangat menyarankan agar Anda membaca insttGletielum Anda mulai’, di awal
bab 5, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaatierse

Bab 6 meminta Anda untuk menginformasikan AIM FOR HUMANGRHTS [in full]
tentang pengalaman-pengalaman Anda dengan HeRWAdaapaknya pada kegiatan-
kegiatan Anda.

Pengalaman Anda mungkin berharga dalam memperbamkirumen ini atau
menginspirasi yang lain untuk melobi hak-hak ketshperempuan.

Lampiran-lampiran memberikan informasi tambahargyagrguna.

Daftar Singkatan dan Daftar Istilah menjelaskamlsatan-singkatan dan kata-kata yang
diterangi dalam tulisan HeRWAI. Rencana Kerja memkbe saran-saran untuk
merencanakan analisa HeRWAI dan Lembar Fakta mekabeformat-format untuk
menyusun temuan-temuan Anda. Daftar Sumber danrAterdiri dari situs-situs web

dan dokumen-dokumen yang mengandung data tent&Agahkakesehatan perempuan.

Berapa banyak waktu yang digunakan untuk suatu anasa HeRWAI?

Suatu analisa HeRWAI yang penuh mungkin memakanusdtu sampai tiga bulan dan

memberikan argumentasi-argumentasi yang komprghangtik melobi hak-hak azazi
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manusia. Pengumpulan data merupakan bagian pr@ses paling memakan waktu.
Argumentasi yang kuat untuk melobi perlu didasarkada fakta dan tidak semua
informasi yang diperlukan akan siap tersedia. Dal@andan rincian informasi yang
dibutuhkan berbeda dari satu situasi ke situasy yain. Anda dapat membatasi investasi
waktu Anda dengan memilih pertanyaan-pertanyaaigy yaing relevan dengan situasi
Anda. Daripada analisa HeRWAI penuh, Anda dapatggenakanPanduan Diskusi
HeRWA] disediakan di Lampiran VII, untuk membuat analiggpat tentang dampak
suatu kebijakan hak-hak kesehatan perempuan terteial ini akan memakan waktu
setengah hari sampai dua hari dan memberikan kiesdang isu-isu hak-hak azazi

manusia utama yang terlibat.
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2 Konsep dan definisi

Pengantar
Bab ini mendiskusikan sejumlah konsep yang mengldiar bagi analisa HeRWAIL.
Bagian ini menjelaskan pilihan-pilihan dimana pengangan instrumen ini didasarkan.

Mengapa terfokus pada perempuan (saja)?

Diluar dari advokasi untuk kesempatan yang samakupérempuan, diskriminasi yang
luas terhadap perempuan terus ada. Diskriminass tetenerus terhadap perempuan
adalah alasan Persatuan Bangsa-Bangsa mengembarigiavensi Perempuan
(CEDAW). Diskriminasi terhadap perempuan mempenrgakesehatan, dan kesehatan
yang buruk dapat semakin menegaskan diskrimingseci8l Rapporteur Persatuan
Bangsa-Bangsa tentang Kesehatan menyatakan: “Dislasi yang sistematik yang
didasarkan pada jender menghambat akses perempraddp kesehatan dan
menghambat kemampuan mereka untuk menanggapi kesskonsekuensi dari
kesehatan yang buruk bagi diri mereka sendiri deluakga mereka’ Diskriminasi
menambah dampak keterpinggiran karena kemiskingia, latar belakang kesukuan,
agama, dan lain-lain. Bahkan meskipun faktor-faktojuga berdampak pada laki-laki,
perempuan menghadapi hambatan-hambatan tambaham da¢ngakses hak mereka
atas kesehatan.

Apakah hak untuk kesehatan?

HeRWAI terfokus pada kesehatan perempuan, dan l&bisusnya, hak seluruh
perempuan untuk menikmati standar kesehatan tgrtyagng dapat diperoleh. HeRWAI
menggunakan interpretasi yang luas berikut inatlegthak kesehatan:

KESEHATAN

Kesehatan adalah kondisi fisik, mental dan kesejahh sosial yang lengkap dan bukan
hanya sekedar ketiadaan penyakit atau kelemahdnnHiadak terbatas pada layanan
kesehatan, tetapi mencakup faktor-faktor sosio-ekondan meluas ke faktor-faktor
dasar yang menentukan kesehatan, seperti distgbusber daya, jender, makanan dan
nutrisi, perumahan, akses air yang dapat diminumasaan dan sanitasi yang memadai,
kondisi kerja yang aman dan sehat dan lingkungag gehat

Hak kesehatan mencakup ketersediaan, kemampuanmengakses, kemampuan untuk
menerima dan kualitas layanan kesehatan dan fékttor penentu kesehatan. Kesehatan
merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua asbigkupgan. Oleh karena itu, hak
kesehatan terkait erat dengan hak-hak azazi magasi lain. Orang-orang yang sakit

% Hunt, P., 2003, halaman 16
® Diadaptasi dari rekomendasi umum 14 ICESCR, pafagdan 20
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tidak dapat menikmati hak atas pendidikan atauigj@asi mereka sepenuhnya,
sementara kurangnya makanan dan perumahan, misamgebuat hidup dalam
kesehatan yang baik menjadi sulit. Oleh karenap&nting untuk melihat kesehatan
secara luas.

Meskipun HeRWAI terfokus pada hak-hak kesehatataktiberarti bahwa hak-hak ini

dianggap lebih penting dibandingkan dengan hakyaalg lain. Kesehatan adalah suatu
pendekatan; semua hak sama pentingnya. ldealny@WA¢& dapat berguna sebagai

suatu model untuk mengembangkan instrumen-instruom@ak mengukur dampak

kebijakan pada hak-hak lain, seperti pendidikan pekerjaan.

Kesehatan perempuan lebih dari sekedar kesehatan peoduksi

Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan kesehattenta yang terkait dengan fungsi
seksual dan reproduksi mereka. Sistem reproduksngmian dapat mengakibatkan
masalah-masalah kesehatan, bahkan sebelum merédiaberiungsi (remaja putri) dan
ketika mereka berhenti berfungsi (perempuan yabg léua). Selain itu, perempuan
menderita penyakit-penyakit yang sama dari sistetera tubuh yang lain yang
mempengaruhi laki-laki. Meskipun demikian, polagplenyakit perempuan sering kali
berbeda karena susunan genetika mereka, pengambrhdan pola-pola peran berbasis
jender. Yang terakhir tetapi tidak kalah pentingngaran jender membuat perempuan
lebih rentan terhadap kondisi-kondisi tertentu yamgmpengaruhi kesehatan: misalnya,
kekerasan dalam rumah tangga dan mutilasi alatmielgerempuah Sehubungan
dengan hal itu, kebebasan untuk mengendalikan tubelupakan suatu unsur yang
penting bagi hak perempuan atas kesehatan. Haljugg menunjukkan bahwa
meningkatkan hak-hak kesehatan perempuan merupakanyang penting untuk
mengurangi ketidaksetaraan jender.

Prinsip non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi adalah landasan prinsipggp hak-hak azazi manusia.
Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakadahsaatu dasar diskriminasi yang
dilarang. Dalam HeRWAI, diskriminasi merupakan suatu unsemting dari fokus pada
hak-hak kesehatan perempuan.

DISKRIMINASI

Diskriminasi berarti ‘berbagai pembedaan, penguacitau pembatasan yang dibuat atas
dasar jenis kelamin yang memiliki akibat atau maksotuk merusak atau meniadakan
pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh pessmpanpa memandang status
perkawinan mereka, berdasarkan kesetaraan antarlakadan perempuan, hak-hak
azazi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar wij lpiditik, ekonomi, sosial, budayga,

* Cook, 2003

® Universal Declaration of Human Rights, pasal 2D8RV pasal 1 dan 2; ICESCR pasal 2 dan 3,
komentar umum 16

® CEDAW pasal 1
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kewarganegaraan atau di bidang-bidang fain.’

Perempuan dan laki-laki harus memiliki akses lagakesehatan yang setara. Meskipun
demikian, hal ini tidak hanya berarti memperlakuks@mua orang secara sama.
Pendekatan seperti itu mengabaikan perbedaan-menbebiologis dan sosial antara
perempuan dan laki-laki dan kekurangan-kekurangangydihadapi perempuan sebagai
hasil dari diskriminasi di masa lampau. Oleh kargnahak atas non-diskriminasi juga
memerlukan penanganan masalah-masalah yang besbedi signifikan dengan cara-
cara yang cukup menghargai perbedaan-perbedaarbuérsPerempuan mungkin
memerlukan perlakuan yang berbeda dari laki-lakretka faktor-faktor biologis
(misalnya siklus menstruasi dan menopause padampee), faktor-faktor sosio-
ekonomi (misalnya remaja putri yang rentan terhakiagerasan seksual) dan faktor-
faktor psikososial (misalnya depresi dan gangguakam seperti anorexia dan bulimfa).

Negara-negara memiliki kewajiban-kewajiban yang tipgn sehubungan dengan

diskriminasi:

* menghapuskan bukan hanya praktek-praktek diskrgnimareka sendiri, tetapi juga
praktek-praktek diskriminasi yang dilakukan olelngpangan.

* menangani diskriminasi langsung maupun diskrimintdak langsung. Contoh
diskriminasi langsung adalah suatu undang-undang yaengharuskan perempuan
yang sudah menikah untuk mendapatkan persetujuamisuntuk memperoleh
pengobatan medis, tetapi hal yang sama tidak hertegi laki-laki. Contoh dari
suatu undang-undang yang merupakan diskriminaak tidngsung adalah undang-
undang yang mengharuskan semua orang membayahjyang sama untuk layanan
kesehatan, meskipun biayanya tidak terjangkau bssgeka yang tidak memiliki
pekerjaan yang dibayar, seperti janda-janda tua.

* mengimplementasikan langkah-langkah khusus yangifaersementara (dimana
diperlukan) untuk memutarbalikkan akibat-akibati @hskriminasi di masa lampau
terhadap kelompok-kelompok tertentu. Contohnya adgrogram pelatihan dan
rekrutmen, khususnya bagi staf medis perempuankunemastikan keseimbangan
jender yang lebih seimbang di tingkat manajemetosdlesehatan.

* mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwanmeuan dan laki-laki dapat
dan memang berpartisipasi dalam masyarakat bek@dasdesetaraan, antara lain
dengan memindahkan hambatan-hambatan yang dihadiapi perempuan untuk
memperoleh akses atas hak-hak mereka.

HAMBATAN

Hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalanpenel®h akses atas fasilitas-
fasilitas kesehatan mencakup biaya yang tinggilulatyanan perawatan kesehatan, jarak
yang jauh menuju fasilitas kesehatan dan ketiattaasportasi publik yang nyaman dan
terjangkatf
Budaya dan agama juga dapat menciptakan hambatalpaten terhadap hak-hak

" ICESCR, komentar umum 24, paragraf 12
8 ICESCR, komentar umum 14, paragraf 21 dan 22; OBDrekomendasi umum 24, paragraf 21.
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kesehatan perempuan, misalnya, dalam kasus muélasikelamin perempuan atau
kebiasaan-kebiasaan yang mengharuskan perempudamakan belakangan. CEDAW
dan ICESCR menekankan pentingnya hak-hak budaya stemial, tetapi tidal
memungkinkan hak-hak ini digunakan untuk melandpg&rhak perempuan.

Negara-negara yang meratifikasi kebijakan-kebijakan memiliki kewajiban untuk
melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan, termigstika hak-hak ini dibatasi atau
tidak diakui oleh sikap-sikap dan praktik-praktikdaya atau sosial yang diskriminatif.

/N

Partisipasi

Prinsip hak-hak azazi manusia yang penting lairadaah partisipasi.

PARTISIPASI

Partisipasi adalah proses dimana didalamnya parampgku kepentingan (individu dan
organisasi) mempengaruhi dan berbagi kendali dglametapan prioritas, pembuatan
kebijakan, alokasi sumber daya dan akses atas tigskumum dan layanan umurh.

Partisipasi penduduk dalam semua pembuatan kepuyase terkait dengan kesehatan
di tingkat komunitas, nasional dan internasionalupakan aspek yang penting dalam
membentuk hak atas kesehatan. Individu dan kelorhpaks dilibatkan dalam membuat
keputusan sehubungan dengan kebijakan dengan tojeanapai kesehatan yang lebih
baik'® Mereka harus memiliki kesempatan untuk mengajukeinhan tentang akibat
negatif dari hukum dan kebijakan. Terdapat sejundata-cara dimana individu dan
organisasi dapat berpartisipasi: dengan membeskana dalam pemilihan umum dan
referenda, melalui konsultasi dalam tahap pembaagulan evaluasi kebijakan, dalam
komite-komite yang memantau implementasi layangaran, dil. Karena peran jender
tradisional, perempuan cenderung kurang berpaassigibandingkan dengan laki-laki
dalam politik dan kehidupan publtk.Oleh karena itu, melibatkan perempuan dalam
pengambilan keputusan membutuhkan perhatian kidasupemerintah.

Kebijakan dan tahapan-tahapannya

° Bank Dunia di
http://Inweb18.worldbank.org/ESSD/scdvect.nsf/66BgName/ParticipationalProject/ProgramPolicyLeve
|

19|CESR, komentar umum 14, paragraf 54, lihat jugagraf 11 dan 17.

1 James Anderson dalam Howlet dan Ramesh, 1995nhal4.
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KEBIJAKAN

Suatu kebijakan adalah sebuah arah tindakan yangilikietujuan diikuti dengan
seorang atau sekumpulan aktor dalam menangani szesalah atau kepedulidh.

Kebijakan-kebijakan bisa cukup beragam dalam cakoym Istilah ‘kebijakan’ bisa

mengacu pada strategi kesehatan nasional lima tataunkeputusan yang cakupannya

lebih terbatas, seperti pengurangan dana untuk sbangtuk ibu di distrik-distrik

tertentu. Aktor-aktor bida berupa pemerintah-pentah, organisasi-organisasi,

perusahaan-perusahaan, atau individu-individurgjk&t lokal atau nasional, HeRWAI

kebanyakan berkonsentrasi pada pemerintah sebegai Broses kebijakan pemerintah

mengikuti sejumlah tahapan (setidaknya dalam teori)

* Penetapan agendaproses dimana pilihak-pilihan kebijakan dirumuskaleh
pemerintah,

* Perumusan kebijakanproses dimana pilihan-pilihan kebijakan dirumuskaleh
pemerintah,

* Pembuatan keputusamroses dimana pemerintah mengadopsi arah tindékan
tidak adanya tindakan) tertentu,

* Implementasi kebijakamproses dimana pemerintah menjalankan kebijakan,

e Evaluasi kebijakan proses dimana hasil-hasil kebijakan dimonitor kbaleh
pemerintah dan masyarakat sipil dan yang dapat anahgke seperangkat tahapan
yang baru.

Analisa HeRWAI dapat memainkan peran dalam setiapdan ini. Meskipun demikian,
kemungkinan bagi organisasi-organisasi perempuan.8M-LSM untuk mempengaruhi
prosesnya beragam. Selama penetapan agenda, parurdas evaluasi kebijakan,
organisasi-organisasi perempuan dan LSM-LSM mungiemiliki peran yang kuat pada
khususnya. Dalam tahap lain, ini mungkin lebih tsflenting untuk disadari bahwa
tahap-tahap yang berbeda dalam siklus kebijakamang#adang bisa tumpang tindih
atau dilewati seluruhnya.

Reformasi kesehatan, PRSPs, MDGs dan pengaruh-penga lain pada kebijakan-
kebijakan kesehatan

Banyak negara diseluruh dunia yang telah mempelik@maeformasi sektor kesehatan
untuk mengendalikan biaya layanan-layanan keseh@&formasi-reformasi ini mungkin
memiliki implikasi yang serius terhadap hak atasekatan. Tren yang banyak
diperdebatkan adalah privatisasi layanan-layanag yerkait dengan kesehatan, dimana
pemerintah memungkinkan dan bahkan sering kali mgseng sektor swasta untuk
mengambil alih ketentuan layanan-layanan tertenantOhnya di klinik-klinik sektor
swasta) atau barang-barang tertentu (contohnyaibdist kontrasepsi). Di beberapa
negara, reformasi sektor kesehatan adalah hasilR#arcana Strategi Pengurangan
Kemiskinan — Poverty Reduction Strategy Plans (PRSP)® dimana pemerintah menulis

12 James Anderson in Howlet dan Ramesh, 1995, hal&man
B verheul 2001

18



agar layak untuk mendapatkan pinjaman lunak daif,I®ank Dunia dan dana dari
donor. PRSPs menentukan arah kebijakan sektoramiggaran-anggaran mereka. PRSP
menentukan arah kebijakan sektoral dan anggaragaeay mereka, termasuk di bidang
kesehatanTujuan-tujuan Pembangunan Milenium — Millennium Development Goals
(MDGs) mungkin juga memiliki pengaruh yang cukup besaraphdk-hak kesehatan.
Pengaruh ini mungkin positif karena MDGs membuam@eéntah-pemerintah untuk
mengambil tindakan mengenai banyak isu yang tederigan kesehatan. Tetapi MDGs
juga mungkin memiliki akibat yang negatif jika patian dan sumber daya-sumber daya
ditarik dari hak-hak seksual dan reproduksi, yadgkt memiliki posisi yang penting
dalam MDGs. Terdapat pula diskusi-diskusi serupagerai akibaGeneral Agreement
on Trade in ServicefGATS) danAgreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Right{TRIPS), yang mempengaruhi harga layanan keselatambat-obatan.
Analisa HeRWAI dapat menunjukkan implikasi-implikaga untuk hak-hak kesehatan
kelompok-kelompok perempuan tertentu. Di sisi l&poran kemajuan yang dibuat oleh
negara-negara untuk PRSPs, MDGs, dll memberikaornrdsi yang berguna untuk
analisa HeRWAI.

Globalisasi dan tanggung jawab-tanggung jawab interasional untuk hak kesehatan
Tanggung jawab utama pemerintah mengenai hak kiesebarada di tingkat nasional.
Tetapi dalam dunia yang terglobalisasi, pemeripmmerintah memiliki tanggung jawab
yang terus bertumbuh di tingkat internasional. &ed-tama, tindakan-tindakan suatu
negara sering kali memiliki dampak diluar batasbahegara. Polusi udara dan air
merupakan contoh-contoh yang jelas dari pengaryferseitu. Kedua, pemerintah-
pemerintah membantu satu sama lain secara bilateaaltara hal-hal lain, melalui kerja
sama pembangunan. Menurut perjanjian-perjanjiaarnasional, pemerintah-pemerintah
memiliki kewajiban-kewajiban untuk mendorong sauma lain dalam melaksanakan
hak-hak kesehatan. Cara ketiga dimana pemerintaleq@ah memiliki pengaruh
internasional adalah melalui lembaga-lembaga rmatetill. Lembaga-lembaga
internasional yang berpengaruh seperti Bank Dummliki oleh pemerintah-pemerintah
negara-negara anggota, yang memiliki kekuasaanauttatam membuat keputusan di
dalam organisasi mengenai semua hal. Setidaknyaenrgah-pemerintah memantau
satu sama lain melalui perjanjian-perjanjian indésfanal. Perjanjian-perjanjian ini bisa
bersifat bilateral atau multilateral, mengikat sacdaukum, seperti CEDAW dan
perjanjian-perjanjian hak-hak azazi manusia lain@yau mengikat secara moral, seperti
Millenium Development Goaldelas bahwa dalam dunia yang terglobalisasi, tkspo-
keputusan di tingkat lokal, nasional dan intern@agiomempengaruhi satu sama lain.
HeRWAI bertujuan untuk membantu para penggunanyakumemeriksa keterkaitan-
keterkaitan ini.
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3 Memperkenalkan Hak-Hak Azazi Manusia

Pengantar

HeRWAI didasarkan pada pendekatan hak-hak azazusreanBab ini menjelaskan arti
hak-hak azazi manusia yang paling dasar dan apa ry@mgikuti pendekatan hak-hak
azazi manusia. Hal itu berarti memberikan wawasagi mereka yang tidak familiar
dengan hak-hak azazi manusia. Hal ini juga merkatasnengapa menerapkan hak-hak
azazi manusia merupakan hal yang berguna padanssafanalisa dan mempromosikan
hak-hak kesehatan perempdan.

Apakah hak-hak azazi manusia?

Hak-hak azazi manusiaadalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang, &éssdkan

kemanusiaan mereka yang bersifat umum, untuk hildlgam kehidupan yang bebas dan

bermartabat. Dokumen yang pertama dan paling bggpeh yang mencerminkan hak-
hak azazi manusia adal@eklarasi Hak-Hak Azazi Manusia Universal —Universal

Declaration of Human Rights tahun 1948. Dokumen tersebut merupakan pendahulu

perjanjian-perjanjian hak-hak azazi manusia yaramat Deklarasi tersebut mengakui

martabat dan kesetaraan yang melekat bagi semud oraausia sebuah gagasan yang
terletak di jantung hati semua hak-hak azazi manuBeberapa fitur hak-hak azazi
manusia lain disebutkan dibawah ini:

» Hak-hak azazi manusia bersifat mendasar, karemadneindividu membutuhkannya
untuk bertahan hidup, mengembangkan dan berkosirgada masyarakat. Hak-hak
azazi manusia merupakan cara yang utama bagi seiag untuk mengembangkan
potensi penuh mereka.

» Hak-hak azazi manusia tidak dihibahkan oleh pertarimtau hukum internasional.
Setiap individu memiliki hak-hak azazi manusia dserhak atas seluruh hak-hak
azazi manusianya berdasarkan keberadaan merelgasetanusia.

* Hak-hak azazi manusia tidak dapat dicabut. Hak-ba&zi manusia tidak dapat
diambil dari seseorang atau sepenuhnya tidak #déerikepada seseorang oleh
Negara, apa pun kondisi atau situasinya.

* Hak-hak azazi manusia bersifat universal. Hal iarabti bahwa setiap manusia
berhak atas hak-hak azazi manusia, tanpa meman@sadgr, ras, usia, suku,
kewarganegaraan, agama, cacat dan status lain.

* Hak-hak azazi manusiidak dapat dibagi; hak-hak azazi manusia terkait erat.
Perwujudan hak kesehatan, misalnya, terkait enagate perwujudan hak-hak azazi
manusia yang lain, seperti hak atas pendidikanamek dan standar kehidupan yang
memadai.

Pasal 1Universal Declaration of Human Rightsenyatakan:

4 Bab ini didasarkan pada masukan dari Maria Hear@Brtaterol dan ‘Building Capacity for Change: A
Training Manual on the UN Convention on the Elintioa of All Forms of Discrimination Against
Women’, IWRAW-Asia Pacific, 2004.
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‘Semua orang dilahirkan bebas dan setara dalanabartlan hak-haknya’.

Hak-hak perempuan adalah hak-hak azazi manusia

Meskipun semua perjanjian hak-hak azazi manusiag yanum, sepertiCCPR dan
ICESCR, mencakup sebuah ketentuan mengenai kesetaradakiatan perempuan, hal
ini belum terbukti cukup untuk menghapuskan diskramsi terhadap perempuan.
Disamping pengesahd@CPR danICESCR pada pertengahan tahun 1960an, bentuk-
bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang besasihmterus ada di seluruh
dunia.Oleh karena ituCEDAW dikembangkan, untuk terfokus pada penghapusan
diskriminasi perempuan secara luas. Dengan menkmsaberjanjian ini pada tahun
1979, Negara-Negara mengakui bahwa perhatian kinpeshis diberikan untuk hak-hak
azazi manusia perempuan. CEDAW jelas-jelas mendidam apa arti diskriminasi
terhadap perempuan dan apa yang harus dilakukarN&lgara-Negara untuk mencegah
diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun hari Iebih dari 25 tahun setelah
pengesahannya — masih terdapat kesenjangan amaghgsmatan terhadap hak-hak
perempuan diatas kertas dan dalam prakteknya, CED#&Wyediakan suatu dasar untuk
mengklaim keadilan dan kesetaraan bagi perempsafudih dunia.

Mengapa pendekatan hak-hak azazi manusia?

Perjanjian-perjanjian hak-hak azazi manusia merapatasar bagi suafgpendekatan

berbasis hak-hak azazi manusia Negara-negara memiliki kewajiban untuk

menghargai, melindungi dan memenuhhak-hak azazi manusia yang dinyatakan dalam
perjanjian-perjanjian yang telah mereka tanda taingan ratifikasi. Ketika hal ini
diterapkan untuk hak perempuan atas kesehatanjnhdderarti bahwa pemerintah-
pemerintah tidak dibolehkan mencampuri atau membhtk-hak kesehatan perempuan

(kewajiban untuk menghargai) dan bahwa mereka harembatasi yang lainnya —

perusahaan misalnya — dari mencampuri hak-hak &&melperempuan (kewajiban untuk

melindungi). Selanjutnya, pemerintah seharusnyaka&hn semua yang dapat mereka
lakukan untuk memastikan bahwa perempuan menstgradar kesehatan tertinggi yang
dapat diraih (kewajiban untuk memenuhi). Dengan kata lain, lketierbicara tentang
hak-hak azazi manusia, kita tidak hanya sekedabide@a tentang aspirasi-aspirasi

Negara atau kebutuhan mereka yang mengklaim hakyteakka, melainkan tanggung

jawab pemerintah. Mengingat hal ini, dapat dikatalkahwa:

* Suatu pendekatan berbasis hak-hak azazi manusiaadidhn pada ide bahwa setiap
manusia memiliki hak-hak azazi manusia. Negarafepartanggung jawab atas
perwujudan hak-hak azazi manusia ini. Hal ini deraahwa warga negara dapat
membuat Negara bertanggung gugat atas kewajibarumyk menghargai,
melindungi dan memenuhi hak-hak azazi manusia.

» Dasar pendekatan hak-hak azazi manusia adalah bslmta pelanggaran hak-hak
azazi manusia perlu ditangani, bahkan ketika jurol@mg yang terlibat itu kecil atau
tidak diketahui secara tepat. Dengan kata lainaggbelanggaran hak-hak azazi
manusia berdiri sendiri dan harus diperlakukan reesarius. Pengurangan jumlah
jenis pelanggaran hak-hak azazi manusia tertentwpakan perkembangan yang

21



positif, tetapi tidak memungkiri bahwa pelanggapstanggaran lain masih
berlangsung.

e Suatu pendekatan hak-hak azazi manusia terhadsghdtas perempuan berarti
memantau cara perempuan menikmati, melaksanakan naargklaim hak-hak
kesehatan mereka dan sampai sejauh mana hak-bBakuediakui oleh orang lain.

Mengapa menggunakan perjanjian hak-hak azazi manusiinternasional?
Suatuperjanjian (atau kovenan ataukonvensi) adalah sebuah dokumen tertulis yang
mengikat Negara-Negara dibawah hukum internasi@ehua negara yang telah setuju
untuk terikat pada perjanjian-perjanjian hak-hakzaznanusia melaluiatifikasi atau
pengesaharmemiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan hak-thak prinsip-prinsip
ini di tingkat nasionat®

Perjanjian-perjanjian hak-hak azazi manusia int@omal yang utama adalah:

« CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Diseination against
Women(Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimimssatiap Perempuan);

* ICESCR - International Covenant on Economic, Social and @ualt Rights
(Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekondosial dan Budaya);

* ICCPR - International Covenant on Civil and Political Right(Perjanjian
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

e CERD - Convention on the Elimination of Racial Discrimiiggt (Konvensi
Penghapusan Diskriminasi Berdasarkan Ras);

» CAT —Convention Against Torturgonvensi Melawan Penyiksaan);

* CRC —Convention on the Rights of the ChiKbnvensi tentang Hak-Hak Anak);

« CMW - Convention on the Protection of the Rights of MigraVorkers ang
Members of their FamilieKonvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerjariig
dan Anggota-Anggota Keluarga Mereka).

Perjanjian-perjanjian hak-hak azazi manusia mekatakprinsip-prinsip yang penting.
CEDAW, contohnya, menyatakan bahwa perempuan dasald harus memiliki hak-
hak yang setara sehubungan dengan layanan kesehddanpada waktu yang bersamaan
— bahwa pemerintah harus memeriksa kebutuhan-Kedutkesehatan perempuan yang
spesifik. Komite-komite ahli-ahli independemaflan-badan pemantau perjanjiar)
memantau implementasi suatu perjanjian tertentuekée mempelajari laporan-laporan
tentang implementasi perjanjian yang harus disemah&leh Negara-Negara secara
reguler. Organisasi-organisasi perempuan dan LSM-ldapat memberikan masukan
yang penting kedalam proses ini melalui apa yasghdit sebagdaporan bayangan
Beberapa perjanjian menawarkan kemungkinan bagiichdindividu untuk mengajukan
keluhan ke badan pemantau perjanjian. Dalam kaBE¥AWV, hal ini dilakukan melalui
suatuProtokol Opsional, yang harus diratifikasi Negara secara terpisamgiran V

!5 Ini adalah perbedaan utama dengan dokumen-dokkoresensus, seperti dokumen-dokumen dari
konferensi-konferensi dunia dan resolusi-resoliga®y Umum PBB, yang mengakibatkan kewajiban
moral, bukan hokum, untuk melaksanakannya.
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Sumber Daya memberikan acuan ke perjanjian-peajamiternasional dan regional yang
paling relevan.

Hak-Hak Azazi Manusia dan Tanggung Jawab-Tanggungawab Internasional

Hak-hak azazi manusia umumnya diasosiasikan derigamjiban-kewajiban dan

kebijakan-kebijakan nasional. Namun, penting umognyadari bahwa hak-hak azazi

manusia juga mencakup kewajiban-kewajiban inteomasi dan banyak keputusan-
keputusan internasional yang dibuat oleh negararaegang berdampak pada hak-hak
azazi manusia. Contohnya:

* Menjadi pihak suatperjanjian hak-hak azazi manustalak hanya berarti bahwa
pemerintah harus mengambil tindakan didalam beattessbnegara mereka sendiri,
tetapi juga berarti bahwa mereka harus membantepetah-pemerintah lain dengan
sepenuhnya menyadari hak-hak azazi manusia yaapadigan dalam perjanjian.
Kerja sama pembangunan, baik yang bersifat keuangarpun teknis, merupakan
cara yang penting untuk memberikan bantuan tersebut

e Sebaga suatu aturan umum, pemerintah-pemerintats maemastikan bahwa tidak
ada perjanjian internasionalyang mereka tanda tangani ataupun kebijakan yang
mereka buat yang memiliki dampak negatif terhadaptak azazi manusia. Hal ini
juga mencakup perjanjian-perjanjian dagang.

* Negara juga dapat menyetuperjanjian-perjanjian politik Perjanjian-perjanjian ini
tidak mengikat secara hukum, tetapi mengikat seocavsal dan memiliki status
internasional yang penting. Tujuan-Tujuan PembaaguMilenium — Millenium
Development Goalsnerupakan contoh penting dari perjanjian-perjangamacam
itu.

* Tindakan nasionaljuga bisa menimbulkan akibat diluar batas suatuarseg
Menetapkan standar-standar untuk polusi udara mladalah contoh yang jelas dari
pengaruh seperti itu.

* Keputusan-keputusan yang dibuat olédmbaga-lembaga internasional yang
berpengaruhseperti Bank Dunia, dapat memiliki dampak yangtipg pada hak-hak
azazi manusia. Penting untuk disadari bahwa lemleghaga yang sama dimiliki
oleh pemerintah-pemerintah di negara-negara anggtda bahwa pemerintah-
pemerintah tersebut pada umumnya memiliki kekuasegmggi untuk membuat
keputusan didalam organisasi tersebut mengenaissbaiu

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa dalam dumg j@rglobalisir, keputusan-keputusan
di tingkat lokal, nasional dan internasional salingempengaruhi satu sama lain.
HeRWAI bertujuan membantu para penggunanya untukmerm&sa keterkaitan-
keterkaitan ini.
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4 Pengamatan Cepat

Tujuan

Pengamatan cepat memiliki tujuan tiga kali lipat:

* Mengaitkan masalah dengan kebijakan;

e Memilih kebijakan;

* Mengetahui apakah penggunaan HeRWAI relevan unerghkaji kebijakan ini.

Pengamatan cepat memberikan suatu format untukapantujuan-tujuan diatas. Anda
dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berdesat&ta yang siap tersedia dan
pengalaman Anda sendiri. Beberapa pertanyaan @aggmatan cepat akan muncul
kembali dalam analisa, dimana pertanyaan-pertany@aebut akan memerlukan data
yang lebih rinci.

Silahkan hubungi HOM untuk mengetahui apakah kaapiatl membantu memilih suatu
kebijakan, melakukan pengamatan singkat atau fasd analisa: atau
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PERTANYAAN 1 Apakah kehawatiran pertama Anda?|

¥

)

kekhawatiran pertama Anda adalah suatu masalah

kekhawatiran pertama Anda adalah suatu kebijakan

A 4

PERTANYAAN 2 Kebijakan pemerintah yang mana

yang memiliki pengaruh yang besar terhadap
permasalahan tersebut?

A 4

Apabila Anda tidak dapat
mengidentifikasi kebijakan apapun,
LIHAT PILIHAN B

PERTANYAAN 32 Kebijakan yang mana yang
memiliki potensi perubahan terbesar, dengan hasil
dampak yang lebih baik terhadap masalah? Kebijakar
ini akan menjadi fokus analisa Anda

PERTANYAAN 3 b Apakah ini adalah kebijakan yang
memiliki potensi perubahan terbesar? Atau apakah
terdapat kebijakan terkait yang memiliki potensigya
lebih besar untuk mengubah?

A 4

PERTANYAAN 4 Apakah analisa HeRWAI relevan untwdbiakan ini?

Jika Anda menjawab TIDAK

« Apakah kebijakan tersebut memiliki kemungkinan dakngrhadap hak
kesehatan?

* Mungkinkah kebijakan ini memiliki dampak yang bezhderhadap
perempuan dibandingkan dengan laki-laki?

Mungkinkah kebijakan ini memiliki dampak yang bedbd¢erhadap kelompok

perempuan vana berbe:

Ya v

PERTANYAAN 5 Apakah organisasi Anda akan dapat gadsses informasi
yang lebih rinci untuk menganalisa kebijakan daleaktu yang memadai?

Ya Tidak

PERTANYAAN 6 Apakah organisasi Anda dapat berhigamdengan
organisasi lain untuk menguatkan kegiatan anatisaelabi Anda?

[~
A\ 4 /

\ 4

untuk semua pertanyaan ini,
LIHAT PILIHAN B

Jika Anda menjawab TIDAK
untuk Pertanyaan 5 dan 6
LIHAT PILIHAN B

Ya v
PERTANYAAN 7 Apakah membuat analisa mnerupakaa gang terbaik » LIHAT PILIHAN B
untuk berkontribusi untuk melobi perbaikan kebijaka
Tidak

Ya v

PERTANYAAN 8 Silahkan rumuskan dengan jelas kédaijayang akan menjadi fokus analisa HeRWAI.

A 4

PERTANYAAN 9 Berada di tahap yang mana kebijaleasebut?

y

\ 4 \ 4 \ 4
Penetapan atau Perumusan kebijakan Implementasi
perumusan agenda kebijakan

Evaluasi kebijakan

\ 4 A 4

Y Y

PILIHAN Al PILIHAN A2

HeRWAI dapat menarik perhatian
terhadap masalah-masalah yang
terkait dengan situasi yang ada dan
menunjukkan kebutuhan akan
kebijakan (yang lebih bai

HeRWAI dapat menganalisa dampak
kebijakan dalam pembangunan dan
membuat rekomendasi-rekomendagi
untuk mencapai dampai yang lebih
baik

PILIHAN A3

HeRWAI dapat menganalisa dampd
yang sebenarnya dari suatu
kebijakan dan membuat
rekomendasi-rekomendasi untuk
mencapai dampak yang lebih &

~

25



PILIHAN B

Meskipun HeRWAI tidak dirancang untuk situasi Angeng khusus, Anda tetap dapat
menggunakan bagian-bagian dari instrumen ini untob&nganalisa masalah atau
kebijakan Anda. Berikut ini adalah beberapa sardokumelakukannya:

» Jika Diperlukan Tindakan Segera

Dalam hal ini, ‘Panduan Diskusi’ (lihat Lampiranl)/ldapat membantu Anda melakukan

analisa singkat mengenai permasalahan hak-hak mzazisia yang ada.

» Jika Tidak Terdapat Kebijakan

Dalam beberapa situasi, tidak terdapat kebijakankumengatasi permasalahan tersebut

sama sekali. Anda dapat menggunakan HeRWAI untukgarealisa dampak ketiadaan

kebijakan tersebut. Meskipun demikian, hal ini berdbahwa Anda akan perlu

menginterpretasi/mengadaptasi beberapa pertangesebtit. Misalnya, Anda akan harus

membaca ‘ketiadaan kebijakan’ ketika pertanyaamngayatakan ‘kebijakan’.

» Jika Anda Khawatir Tentang Kebijakan Aktor-Aktor La in

Fokus HeRWAI terdapat pada kebijakan-kebijakan perah. Meskipun demikian,

Anda mungkin dihadapkan dengan kebijakan aktor, lagperti organisasi-organisasi

non-pemerintah atau perusahan. Dalam hal ini, Addpat memutuskan melalui

pertanyaan 2 dan 3a, kebijakan yang mana yang dajusakan oleh pemerintah untuk

mempengaruhi tindakan-tindakan aktor-aktor lainsiHagkhir dari analisa HeRWAI akan

berupa rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintatk uméuimastikan dampak yang lebih

baik dari tindakan-tindakannya terhadap aktor-aklain. Selain itu, Anda bisa

memutuskan untuk menganalisa kebijakan aktor-aktor. Dalam hal ini, beberapa

pertanyaan HeRWAI tidak berlaku, karena fokusny@aganggung jawab pemerintah.

* Hak-Hak Lain

HeRWAI didasarkan pada hak kesehatan; meskipun kiemi Anda dapat

memberlakukan logika HeRWAI (keenam langkah HeRWAljuk menganalisa dampak

kebijakan pemerintah terhadap hak-hak yang lain.

» Jika Kebijakan Tidak Diharapkan Untuk Memiliki Damp ak Yang Berbeda
Pada Perempuan Dibandingkan Dengan Laki-Laki

HeRWAI sangat didasarkan pada prinsip non-diskrasiiterhadap perempuan. Maka,

HeRWAI mungkin bukan instrumen yang terbaik untuknganalisa kebijakan jika

kebijakan tersebut memiliki dampak yang setaraatdsp perempuan dan laki-laki.

Namun, HeRWAI masih dapat berfungsi untuk mengaaabuatu kebijakan yang

menurut Anda mengandung dampak diskriminasi tefhda@dompok orang yang lain,

seperti kelompok suku atau agama tertentu, penygndacat, atau orang dengan

penyakit seperti HIV AIDS.

TENTANG PENGAMATAN CEPAT

Pertanyaan 1 Pengamatan Cepat:

Apakah kekhawatiran utama Anda merupakan suatu maskh atau kebijakan?
PENJELASAN Anda mungkin waswas baik karena suaasaiah yang disinyalir oleh
organisasi Anda atau oleh su&gbijakan pemerintah. Pada saat Anda khawatir tentang
suatumasalahtertentu, penting untuk mempertimbangkan hal-hakbeini: pemerintah
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tidak dapat disalahkan atas masalah kesehatania@padividu. Bagaimana pun juga,
hak kesehatan tidak berarti bahwa setiap orangakeuntuk menjadi sehat. Namun,
Anda dapat membuat pemerintah bertanggung jawabagia yang dilakukannya untuk
mencegah atau mengurangi masalah kesehatan. Otehak#&u, dalam kasus-kasus
dimana kekhawatiran utamanya berupa suatu mashlau& HeRWAI meminta Anda
untuk menghubungkannya dengan kebijakan pemeriggady terkait. Suatu contoh
masalah sebagai permulaan adalah tingginya tirigkattian ibu di Bangladiseh, yang
menjadi kekhawatiran organisasi-organisasi perempua

Sehubungan dengan kebijakan, penting untuk didehtva HeERWAI menggunakan
istilah kebijakan untuk mengacu pada berbagai j¢éamigkah pemerintah. Kebijakan
dapat berbentuk undang-undang, strategi kesehatsional, keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya, dll.

Contoh-contoh kebijakan yang merupakan kekhawatitama adalah Strategi Nasional
Bangladesh untuk Kesehatan Ibu atau keputusan PeafmeBelanda untuk mencabut
alat kontrasepsi yang paling populer, yaitu pilyi danggungan asuransi kesehatan
publik. Apabila Anda dihadapkan pada kebijakanjeddain aktor-aktor lain, kami
sarankan agar Anda mengacu ke pilihan B.

Pertanyaan 2 Pengamatan Cepat:

Kebijakan pemerintah yang mana yang memiliki pengauh yang besar terhadap
permasalahan tersebut?

PENJELASAN Kebijakan (dan pendanaannya) merupakainutama bagi pemerintah
untuk mengatasi permasalahan. Dalam hal dimanaakediran utamanya merupakan
suatu masalah, Anda perlu mempertimbangkan kelnjgleanerintah yang mana yang
dapat atau harus mempengaruhi permasalahan ter€iasanya, suatu kombinasi
kebijakan mempengaruhi suatu permasalahan. Kardak mungkin semua kebijakan
tersebut ditangani pada saat yang bersamaan, Aaaiaharus memilih suatu kebijakan.
Kebijakan ini akan menjadi fokus analisa Anda. Humn antara kebijakan dan
permasalahan mungkin bersifat negatif (kebijakamgakibatkan atau menguatkan
permasalahan), netral (tidak berakibat), atau pdsiengurangi masalah). Menganalisa
suatu kebijakan yang bersifat ‘netral’ atau ‘pdsiétap relevan jika Anda mengharapkan
bahwa perubahan terhadap kebijakan tersebut akaghasilkan dampak yang lebih
baik terhadap permasalahan tersebut. Dalam coatdhrg Bangladesh diatas, berbagai
kebijakan turut mempengaruhi masalah kematian #kuwikulum pelatihan tenaga
pembantu kelahiran, sistem bonus yang mendoronggaetkesehatan untuk terfokus
pada kontrasepsi daripada proses melahirkan yaran,asistem rujukan yang harus
memastikan bahwa perempuan yang memiliki komplikasnhcapai fasilitas kesehatan
khusus tepat pada waktunya, dll.

Pertanyaan 3a Pengamatan Cepat:

Kebijakan yang mana yang memiliki potensi perubahanterbesar, dengan dampak
yang lebih baik terhadap permasalahan tersebut?

PENJELASAN Mohon dicatat, 3a hanya dijawab jikakHewatiran utama Anda
merupakan suatu permasalahan dan Anda tidak perhjamab pertanyaan 3b. Anda
perlu memilih kebijakan yang memiliki potensi pembln terbesar, dan yang paling
mungkin berhasil dalam mengatasi permasalahanakan menjadi kebijakan yang
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menjadi fokus Anda dalam analisa HeRWAI. Dalam chriBangladesh, suatu organisasi
perempuan mungkin memilih sistem bonus untuk mengadlisa HeRWAI, karena
organisasi tersebut telah mengamati bahwa bonussltensebut sangat memotovasi para
petugas kesehatan yang berpenghasilan rendah damaksistem tersebut akan direvisi
dalam waktu dekat. Sementara memahami bahwa sixiaos yang lebih diinginkan itu
sendiri tidak akan cukup dapat menghilangkan mhgadacegahan kematian ibu, hal ini
dapat memainkan peran dalam mengurangi masalah.

Pertanyaan 3b Pengamatan Cepat:

Apakah kebijakan ini memiliki potensi perubahan terbesar? Atau apakah terdapat
kebijakan terkait yang memiliki potensi perubahan lkebih besar?

PENJELASAN Tolong dicatat, 3b hanya dijawab jikeklkawatiran utama Anda
merupakan suatu kebijakan dan oleh karenanya Addk perlu menjawab pertanyaan
3a. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengehijikan-kebijakan lain, dan oleh
karena itu kebijakan yang Anda khawatirkan jug&aierdengan kebijakan-kebijakan
lain. Penting untuk mempertimbangkan kebijakan kamg mana yang sangat terkait
dengan kebijakan ini dan mengkaji apakah kebijakamy Anda khawatirkan memiliki
potensi perubahan terbesar atau apakah Anda hanggeser fokus Anda ke kebijakan
yang lain.

Pertanyaan 4 Pengamatan Cepat:

Apakah analisa HeRWAI relevan untuk kebijakan ini?

» Apakah kebijakan tersebut memiliki dampak pada sk kesehatan?
PENJELASAN Kebijakan yang Anda pilih harus meniildampak pada hak-hak
kesehatan perempuan. HeRWAI dapat membantu mergmrkabijakan-kebijakan
kesehatan serta kebijakan-kebijakan non-kesehateny ynemiliki dampak pada
kesehatan perempuan. Misalnya, kurangnya cuti hatalam undang-undang
perburuhan suatu negara dapat berdampak besak@selaatan perempuan.

* Mungkinkah kebijakan tersebut memiliki dampak ydmgbeda terhadap perempuan
dibandingkan dengan laki-laki?
PENJELASAN Karena HeRWAI dirancang untuk memerikizanpak kebijakan
pada kesehatan perempuan, HeRWAI paling tepatAiida mengharapkan dampak
yang berbeda pada perempuan dibandingkan dengdakak

e Mungkinkah bahwa kebijakan tersebut memiliki dampgéng berbeda pada
kelompok-kelompok perempuan yang berbeda-beda?
PENJELASAN Jika tampaknya dampak kebijakan tefrsshma pada perempuan
dan laki-laki, tetap penting untuk mempertimbangkapmakah suatu kelompok
perempuan tertentu — yang rentan — lebih terkenapdlk kebijakan tersebut.
Dampaknya mungkin berbeda pada berbagai kelompolempeian, seperti
perempuan dengan latar belakang yang berbeda atey berada di tahapan yang
berbeda dalamsiklus hidup perempuan Misalnya, perempuan miskin, perempuan
di pedesaan, perempuan lanjut usia, atau peremgeagan latar belakang suku
tertentu mungkin lebih terkena dampak kebijakarsetent dibandingkan dengan
perempuan muda, kaya, di perkotaan.

Pertanyaan 5 Pengamatan Cepat:
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Apakah organisasi Anda akan dapat mengakses infornsa yang lebih rinci untuk
menganalisa kebijakan dalam waktu yang memadai?

PENJELASAN ‘Memadai’ tergantung baik pada waktuingaharus diluangkan oleh
organisasi Anda dan tenggat waktu yang harus dipenntuk dapat mempengarubhi
pemerintah.

Pertanyaan 6 Pengamatan Cepat:

Apakah organisasi Anda dapat berhubungan dengan omnisasi-organisasi lain
untuk keperluan ini?

PENJELASAN Hubungan dengan organisasi lain dapamibantu mengumpulkan
informasi yang diperlukan, serta menguatkan kegiakabi dan advokasi Anda.
Hubungan antara organisasi-organisasi perempuaah&tan dan hak-hak azazi manusia
mungkin sangat berguna.

Pertanyaan 7 Pengamatan Cepat:

Apakah membuat analisa merupakan cara yang terbaikuntuk melobi perbaikan
kebijakan?

PENJELASAN Suatu analisa HeRWAI akan membantu Andeumuskan argumentasi-
argumentasi yang kuat yang dapat Anda gunakan dalafobi perbaikan kebijakan,
yang ditujukan pada pemerintah atau aktor-aktor. lainda juga dapat menggunakan
hasil analisa HeRWAI untuk keperluan lain, misaloyduk menerbitkannya dalam suatu
laporan atau untuk mengintegrasikannya kedalamra@pdanyangan untuk Komite
CEDAW. Namun, dalam beberapa kasus, analisa HeRiM#&igkin bukan merupakan
strategi yang terbaik. Misalnya, di Kenya diputuskentuk tidak memilih RUU Tindak
Pidana Seksual untuk dianalisa, karena isunya ssdalgat sensitif dan pemerintah
sedang akan mengesahkan suatu undang-undang. Dallam analisa tersebut mungkin
bersifat kontra-produktif dan argumentasi untukbpédean naskahnya mungkin malah
mengakibatkan tidak akan disahkannya undang-unigasgbut.

Pertanyaan 8 Pengamatan Cepat:

Silahkan rumuskan dengan jelas kebijakan yang akanmenjadi fokus analisa
HeRWAI Anda.

PENJELASAN Penting untuk merumuskan kebijakan danglas, sehingga jelas bagi
semuanya apa yang menjadi fokus analisa terselkd. mungkin, Anda dapat
menggunakan rumusan yang digunakan oleh pemerintah sendiri untuk
mendeskripsikan kebijakan tersebut. Jika Anda tid@kniliki informasi tersebut, cukup
untuk menyebutkan nama dan unsur-unsur pilihan slaatu kebijakan yang ada, atau
dengan mendeskripsikan kebijakan tersebut dalaerkatt kunci. Penting juga untuk
mempertimbangkan apakah Anda harus menyempitkars fAkda, sehingga Anda dapat
menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konktiitkupemerintah Anda di akhir
analisa tersebut. Misalnya, Johannes Wier SocietBalanda pertama-tama ingin
menganalisa prostitusi di jalan-jalan di Belandatika mereka menyadari bahwa setiap
daerah memiliki kebijakannya sendiri, mereka memskdan untuk menyempitkan fokus
analisa mereka ke dua kota besar. Anda juga dapaiutoskan untuk membatasi fokus
Anda didalam kerangka kebijakan yang lebih luasB&ugladesh, misalnya, Naripokkho
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memutuskan untuk menganalisa bagian-bagian yakgitelengan Eclampsia saja dalam
kebijakan kesehatan ibu.

Pertanyaan 9 Pengamatan Cepat:
Di tahap mana kebijakan tersebut berada?

PENJELASAN Proses kebijakan di pemerintah tedhr sejumlah tahapan (setidaknya

dalam teori):

* Penetapan agenda; proses dimana masalah menjadiigempemerintah,

e Perumusan kebijakan: proses dimana pilihan-pilitkebijakan dirumuskan oleh
pemerintah,

* Pembuatan kebijakan: proses dimana pemerintah mekaut untuk melakukan suatu
tindakan (atau tidak bertindak),

* Implementasi kebijakan: proses dimana pemerintahlmedakukan kebijakan,

» Evaluasi kebijakan: proses dimana hasil kebijakpardau, baik oleh pemerintah dan
oleh masyarakat sipil, dan mungkin akan mengargtukaran tahap-tahap yang baru.

Dalam setiap tahapan ini, analisa HeRWAI dapat mehaa suatu peran. Namun,

kemungkinan untuk mempengaruhi prosesnya berbedia-bagi organisasi perempuan

dan LSM. Selama penetapan agenda, perumusan daragvkebijakan, organisasi-

organisasi perempuan dan LSM dapat memiliki per@mgysangat kuat. Di tahap lain,

mungkin lebih sulit. Penting untuk menyadari baldaéam praktiknya, tahapan-tahapan

yang berbeda dalam siklus kebijakan dapat tumpadintatau terlongkap.
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5 HeRWAI, analisa dalam 6 langkah

Pengantar

Bab 5 adalah jantung hati HeRWAI karena Bab ini gagrdung pertanyaan-pertanyaan
dan informasi yang akan memandu analisa Anda. Prnesegumpulan dan analisa data
dibagi menjadi 6 langkah.

Instrumen Kajian Hak-Hak Kesehatan Perempuan

HeRWAI memberikan suatu kerangka kerja untuk mekagai hak-hak kesehatan dan
hak-hak azazi manusia dan menganalisa hubungamaak&bijakan nasional dan

internasional. Tujuan analisa ini adalah untuk meana dampak suatu kebijakan, serta
sebab-sebab dan solusi-solusi permasalahan yangkmutimbul sehubungan dengan
hak-hak kesehatan perempuan.

HeRWAI, langkah demi langkah

- gambar -
1 — Kebijakan> 2 — Komitmen Pemerintat» 3 — Kapasitas untuk Melaksanakan 4
— Dampak Kebijakar> 5 — Kewajiban Negar® 6 — Rekomendasi dan Rencana Aksi

LANGKAH 1 bertujuan untuk mendeskripsikan kebijak&elompok perempuan yang
terkena dampaknya, dan hak-hak yang terkait.

LANGKAH 2 bertujuan untuk mencari tahun perjanjia@qanjian, kesepakatan-
kesepakatan, kebijakan-kebijakan dan hukum nasidaal internasional mana yang
relevan di negara tersebut dan kebijakan yang gedianalisa.

LANGKAH 3 bertujuan untuk mendeskripsikan sumbeyalgang dimiliki pemerintah
untuk melaksanakan kebijakan dan faktor-faktor a&@ga yang membatasi atau
memperluas kapasitas untuk melaksanakan.

LANGKAH 4 bertujuan untuk mendeskripsikan akibatkait (jangka pendek dan jangka
panjang) kebijakan pada hak-hak kesehatan perempuan

LANGKAH 5 bertujuan untuk menetapkan kewajiban maggang terkait sehubungan
dengan dampak kebijakan.

LANGKAH 6 bertujuan untuk mengembangkan rekomendalsbmendasi dan strategi-
strategi untuk meningkatkan perolehan hak-hak lketaalperempuan.

Setiap langkah terdiri dari penjelasan singkatategtisu-isu hak-hak azazi manusia
utama yang terkait dengan langkah tersebut, diitetigan sejumlah pertanyaan untuk
memandu pengumpulan dan analisa data. Pertanysi@mysannya sangat terkait
dengan naskah perjanjian-perjanjian internasidahjelasan, contoh-contoh dan daftar-
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daftar membantu Anda menjawab pertanyaan. Setiagkddn berakhir dengan suatu
kesimpulan, dimana Anda merangkum temuan-temuarg y@aling penting untuk
langkah tersebut.

Bagaimana cara melakukannya

Langkah-langkah ini memberikan struktur untuk esssalHeRWAI. Langkah 1 sampai 5
memandu Anda dalam pengumpulan dan analisa dat@nBkah keenam dan langkah
terakhir, Anda akan mengumpulkan informasi sedeanikupa sehingga dapat digunakan
untuk melobi perbaikan dalam hal kebijakan dan naakan rencana aksi Anda. Sambil
bekerja, Anda dapat bolak-balik dalam langkah-lamgktersebut. Jika mungkin,
kumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif yamgnunjukkan dampak kebijakan.
Data yang kualitatif dan kuantitatif mendukung angutasi Anda. Namun, tolong
disadari bahwa kuantitas tidak menentukan apakgadiepelanggaran hak-hak azazi
manusia. Jika terjadi diskriminasi, ini adalah peglgaran hak-hak azazi manusia, tanpa
memandang jumlah orang yang didiskriminasi.

Sebelum Anda mulai

Ingatlah hal-hal berikut ini ketika Anda membuaalsa HeRWAI:

FOKUS Pengumpulan data merupakan aspek yang petetapi memakan waktu, dari
analisa ini. Oleh karenanya kami menganjurkan afyada fokus pada data yang
memiliki relevansi dengan kebijakan.

SELEKTIF Anda hanya perlu menjawab pertanyaanapggan yang menurut Anda
relevan dengan kebijakan yang Anda analisa. Peatampertanyaan yang tidak begitu
relevan atau tidak relevan sama sekali denganssifirada dapat dilewatkan. Anda juga
dapat bersikap selektif di tingkat rincian. Andarnya perlu terinci jika Anda
mengharapkan informasi ini diperlukan untuk anaditsau lobi Anda. Di suatu titik, Anda
mungkin ingin menambahkan pertanyaan yang khususk situasi Anda.

MENYUSUN RENCANA KERJA Kami menganjurkan agara Anchembaca langkah-
langkahnya sebelum menjawab pertanyaan, untuk nrerepebayangan mengenai
informasi seperti apa yang perlu Anda kumpulkandarakan perlu mengumpulkan
orang-orang dari dalam dan luar organisasi Andaukurpengumpulan data dan
mendiskusikan temuan-temuan. Menyusun rencana kakan membantu untuk
merencanakan proses iiampiran Il Rencana kerjanemberikan saran-saran untuk
rencana kerja yang dimaksud.
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LANGKAH 1
Mengidentifikasi kebijakan

Tujuan

Dalam langkah ini Anda akan mennentukan fokus saanda. Anda dapat melakukan
hal ini dengan cara mendeskripsikan permasalaharkelaijakan yang telah Anda pilih
untuk dianalisa, kelompok-kelompok perempuan yamgena dampaknya, dan hak-hak
yang terlibat. Beberapa pertanyaan telah didislamsikebelumnya ketika membuat
pengamatan cepa@Qqick scar). Disini Anda mencatat jawaban-jawaban dengan cara
yang membuatnya menjadi suatu dasar analisa lehijutl Anda juga dapat
menggunakan informasi ini untuk memberikan klaafkbagi orang lain mengenai apa
saja yang termasuk dalam analisa ini dan apa ydak t

Aspek hak azazi manusia dari kebijakan-kebijakan penerintah.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian hak-hak azaziusian pemerintah memiliki tanggung
jawab untuk melakukan apapun yang mampu merekakdakwntuk memastikan
terwujudnya hak kesehatan. Mereka harus mengambgkhh-langkah yang matang,
konkrit, dan bersasaran untuk memastikan bahwa seimdividu dapat menikmati
standar kesehatan tertinggi yang dapat diperolemefntah juga harus mengambil
tindakan-tindakan yang sesuai untuk menghapuskskrimiinasi terhadap perempuan
oleh individu, organisasi atau perusahaan dan meémagpengembangan dan kemajuan
perempuan secara penuh. Hal ini berarti bahwa damj tidak boleh memiliki dampak
diskriminatif terhadap hak-hak kesehatan peremptian.

Kelompok-kelompok yang paling terkena dampaknya.

Ketika menyusun kebijakan, penting untuk mendeskgn siapa yang akan paling
terkena dampak kebijakan tersebut. Kelompok-keldomyeng paling terkena dampak
kebijakan tersebut adalah kelompok-kelompok yangihanda jadikan fokus dalam
langkah-langkah berikut ini. Kelompok yang terketempaknya mungkin sama atau
berbeda dengan kelompok-kelompok yang ingin dijangkleh kebijakan pemerintah
tersebut. Penting juga untuk mempertimbangkan dpakia sub-kelompok perempuan
tertentu yang mungkin lebih terkena dampaknya dilvegkan dengan yang lainnya.
Kelompok-kelompok perempuan tertentu berada digpgang lebih rentan dibandingkan
dengan yang lain sehubungan dengan hak atas kasgels#perti anak perempuan,
perempuan yang tinggal di dareah pedesaan, dampea® yang hidup dengan
HIV/AIDS. ‘Kelompok-kelompok yang paling terkenardpaknya’ juga mengacu pada
perempuan yang berada di berbagai tahap kehidypamdékatan siklus kehidupan.
Selain itu, Anda juga perlu memeriksa apakah adark®ok perempuan tertentu yang
tidak mendapatkan manfaat yang mungkin timbul damtu kebijakan. Contohnya,
seringkali terjadi bahwa metode kontrasepsi tidakeddia bagi perempuan yang belum
menikah. Jika kelompok-kelompok yang berbeda dapdtena dampak kebijakan
tersebut, data yang akan dikumpulkan dalam prosggikajian yang tersisa harus

18 |CESCR, komentar umum 14, ayat 30; CEDAW pasald@an 4.
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dipilah-pilah sesuai dengan kelompok-kelompok imionfoh: pedesaan/perkotaan,
perempuan minoritas, anak perempuan dan peremangir Usia).

Hak-hak yang terkena dampaknya

Analisa HeRWAI fokus pada hak-hak kesehatan. Nardigalam atau sehubungan
dengan hak-hak kesehatan, sejumlah hak-hak yaiigkbbsus dapat terena dampaknya
dan hal ini dapat mempengaruhi jenis informasi yamgla perlukan untuk langkah-
langkah berikut ini. Contohnya, kurangnya cuti Habagi perempuan yang sedang
mengandung di sektor swasta di Kenya tidak hanyapeagaruhi hak perempuan atas
kesehatan tetapi juga mempengaruhi hak mereka belk&rja. Di Langkah 1, Anda
membuat kajian kasar pertama mengenai hak-hak yerigat di dalam kebijakan.
Masalah mengenai hak-hak yang terpengaruh akahatbdabih lanjut di Langkah 4 dan
pada saat itu, Anda mungkin ingin menambah ataugoieh hak-hak yang Anda
masukkan ke dalam daftar untuk pertama kalinya.

Pertanyaan-pertanyaan kunci

(Masalah dan) kebijakan (yang terkait) yang mamayyakan dianalisa? (halaman 20)
Kelompok yang mana yang terkena dampak kebijakaeheat? (halaman 21)
Hak-hak yang mana yang terkena dampak kebijakarliat? (halaman 22)

Dimana informasi dapat ditemukan

Anda dapat menemukan informasi yang relevan unteRjamvab pertanyaan-pertanyaan
berikut ini dalam:

» Dokumen/situs kebijakan pemerintah,

» Situs organisasi-organisasi hak-hak asasi maniifsé Lampiran V Sumber),

» Artikel dan penelitian yang mendeskripsikan kekajakersebut,

* Wawancara dengan perempuan yang terkena dampaélerbyang bersangkutan

e Laporan-laporan pemerintah dan laporan LSM untwlahébadan PBB,

* Lembaga/ Komisi Hak-Hak Azazi Manusia Nasional, @smen Nasional.

Pertanyaan dan penjelasan
(Masalah dan) kebijakan (yang terkait) yang mana yag akan dianalisa?

S1/Q1 (Apabila titik awalnya adalah suatu masalah) deskgsikan masalah
tersebut paling banyak dalam 1 halaman.
PENJELASAN: Anda dapat melewatkan pertanyaan irabda titik awal
Anda adalah suatu kebijakan.

S1/Q2 Kebijakan ‘utama’ yang mana yang akan menjadi fokusdalam analisa

HeRWAI? Mengapa kebijakan ini dipilih?
PENJELASAN: Jika Anda memutuskan untuk fokus padtu kebijakan
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S1/Q3

S1/Q4

S1/Q5
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tertentu (dipilih dari berbagai kebijakan), Andarlpemenjelaskan mengapa
Anda membuat pilihan tersebut. Deskripsikan kelialgang terpilih ini saja
secara mendalam, sementara merujuk pada kebijakanlgin secara singkat.

Siapakah aktor utama yang melaksanakan kebijakan tesebut?
PENJELASAN: Aktor utama dalam pelaksanaan kebijakarsebut tidak
boleh dicampuradukkan dengan siapa yang bertanggamwgb atas
pengembangan atau pengawasan kebijakan tersebotohfiga, sementara
pemerintah mungkin bertanggung jawab atas pengeagabadan persetujuan
resmi atas suatu kurikulum pelatihan bagi pekeggekatan, lembaga-lembaga
pelatihan merupakan aktor utama yang melaksanakandika kebijakan
tersebut tidak mengidentifikasi secara jelas a&tdor yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut, hakudah dapat dijadikan
kesimpulan dengan sendirinya. Namun, Anda masihatdapenghubungi
kementerian yang bertanggung jawab, untuk melilpaikah mereka dapat
memberikan informasi ini kepada Anda.

Daftar aktor (tidak terbatas)

* Pemerintah (kementerian, » Aktor-aktor internasional, seperti
departemen, distrik, atau lembaga « pemerintah negara tetangga atau
pemerintah yang mana, seperti negara lainnya,
rumah sakit pemerintah; lokal, « perusahaan multinasional atau
regional, atau nasional), transnasional,

» Sektor swasta; contoh, klinik, « Lembaga Swadaya Masyarakat
industri farmasi, internasional,

* Lembaga Swadaya Masyarakat, « Lembaga pemberi dana,

* Asosiasi profesi di bidang « Lembaga keuangan internasional,
kesehatan + Aktor-aktor lain yang relevan.

* Lembaga pelatihan,
» Lembaga penelitian,

Apakah yang hendak dicapai pemerintah dengan kebijgan ini?
PENJELASAN: hal ini merujuk pada sasaran yang daken secara resmi
(contoh, meningkatkan kesehatan perempuan dengamyegtiakan
kontrasepsi), yang mungkin berbeda dari apa yahgnsgnya ingin capai
pemerintah (contoh, pengendalian pertumbuhan petgud

Apakah dampak aktual dari kebijakan mengenai keseh&n perempuan?
PENJELASAN: Mungkin terdapat perbedaan antara ap# yingin dicapai
oleh pemerintah atau apa yang dinyatakan inginpdicdan dampak yang
dimiliki oleh suatu kebijakan pada prakteknya. Mkingsaja bahwa suatu
kebijakan akan memiliki dampak yang berbeda daaiyamg diperkirakan atau
tidak memiliki dampak sama sekali. Contohnya, leMaip kesehatan ibu dapat
berambisi memastikan kehamilan dan persalinan yamgn bagi semua
perempuan yang mengandung, namun mungkin tidaktdapacapai hak



S1/Q6

S1/Q7

tersebut karena kurangnya sumber daya manusiafadditas fisik. Dalam
menjawab pertanyaan, Anda dapat membatasi diri padgamatan umum.
Anda akan membuat analisa yang lebih mendalam dkamak kebijakan
terhadap kesehatan perempuan di Langkah 4.

Apakah ada program khusus untuk melaksanakan kebij&an tersebut?
Siapa yang bertanggung jawab atas program-programersebut?
PENJELASAN: Seringkali program-program khusus ‘taldari’ suatu
kebijakan; program-program ini menjelaskan seca@ bagaimana kebijakan
ini harus dilaksanakan dan sumber daya manusissudater daya keuangan
apa saja yang digunakan.

Apakah ada protokol dan peraturan untuk memandu peaksanaan
kebijakan? Apakah deskripsi pengecualiannya termaskididalamnya?
PENJELASAN: Sebagai contoh, jika suatu protokol gerai metode aborsi
yang aman menyatakan bahwa durasi maksimum kehamdalah sepuluh
minggu, apakah hal ini memperbolehkan adanya pema@ian dalam kasus-
kasus pemerkosaan atau ketika nyawa perempuansgang mengandung
ini berada dalam bahaya?

Kelompok yang mana yang terkena dampak oleh kebija&n tersebut?

S1/Q8

S1/Q9
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Kelompok yang mana yang ingin dijangkau oleh pementah (atau aktor
utama lainnya) dengan kebijakan tersebut?

PENJELASAN: Pada umumnya suatu kebijakan memil&dokpok sasaran
khusus. Contohnya, dalam kasus kebijakan menjadi yang aman di
Bangladesh, pemerintah bertujuan untuk menjang&ewa perempuan dalam
usia siap mengandung dan perempuan yang sedan@mnaemg).

Kelompok yang mana yang benar-benar terkena dampakkebijakan
(secara positif atau negatif)?
 Identifikasikan dan deskripsikan sub-kelompok pgream atau tahapan-
tahapan dalam kehidupan perempuan dimana kebijakanmemiliki
dampak yang berbeda dibandingkan dengan yang kinny
» Apakah kelompok-kelompok ini saling berhubungan gden kelompok
sasaran yang dimaksud dalam pertanyaan 8?
PENJELASAN: Kelompok-kelompok yang terkena dampakbijakan
mungkin sama atau berbeda dari kelompok-kelompsetraa yang dimaksud
dalam pertanyaan 8. Penting juga untuk mempertighsn dampaknya
terhadap kelompok-kelompok perempuan yang berbkdeena kebijakan
yang sama dapat mempengaruhi kelompok-kelompokngeran tertentu
dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan gamy#. Pertimbangkan
pula dampaknya bagi mereka yang bisa dibil&efjompok rentan atau
terpinggirkan yang lebih mungkin menghadapi dampak-dampak riegtat
terkecualikan dari dampak positif. Mereka juga ninkesempatan yang
lebih sedikit untuk menuntut hak-hak mereka. Sebagatoh, sentralisasi



S1/Q10

layanan dapat bermanfaat bagi mereka yang hidugkoth, sementara
berdampak negatif bagi perempuan yang hidup diattapedesaan dimana
layanan-layanan tersebut telah ditutup. Baik jugatuki menyadari
pengecualian yang disengaja ataupun tidak disengajperti memberikan
perhatian hanya kepada perempuan usia dalam usiaduksi dan tidak
kepada perempuan lanjut usia atau anak perempuan.

Harap dicatat Dampak-dampaknya itu sendiri akan dideskripsikiaiam
Langkah 4.

Daftar kelompok-kelompok yang rentan atau terpiriggi:

* Anak perempuan dan perempuan Pengungsi;

muda,; « Kaum etnis minoritas dan
* Perempuan belum menikanyang penduduk asli;

aktif secara seksual, » Perempuan penyandang cacat fisik
* Perempuan dalam hubungan yangatau mental,

penuh kekerasan; * Perempuan yang hidup dengan
» Perempuan pekerja seks; HIV/AIDS;
» Perempuan diatas usia mengandumgKelompok-kelompok lain yang
* Perempuan desa; relevan.

BERDASARKAN PADA : Komentar Umum CEDAW 24, paragfa

Apakah persepsi kelompok-kelompok yang terkena damaknya
sehubungan dengan permasalahan dan kebijakan yangrkait?
PENJELASAN: Daripada hanya membicarakan orang, slamg berbicara
dengan mereka, jika memungkinkan, dan mencari fznmdangan mereka
merupakan ide yang baik. Apakah kelompok-kelompakngy terkena
dampaknya mendapatkan informasi yang memadai mangkebijakan
tersebut? Apakah mereka menyadari kemungkinan dargpaerhadap hak-
hak kesehatan mereka? Dampak apa yang paling ldahasenurut mereka?
Apa yang mereka harapkan dari pemerintah sehubudgagan hak-hak
kesehatan mereka? Jika Anda tidak memiliki wakau aumber daya untuk
menghubungi kelompok-kelompok yang terkena dampakmnda dapat
mempertimbangkan untuk menghubungi organisasi-@sgsin akar rumput
yang berhubungan langsung dengan kelompok-kelompakg terkena
dampaknya untuk mendapatkan informasi. Atau Angmtemewawancarai 1
atau 2 orang yang terkena dampaknya dan menggunakarancara ini
sebagai suatu kasus atau contoh dalam laporan Anda.

Hak-hak yang mana yang terkena dampak kebijakan tesebut?

S1/Q11
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Hak-hak azazi manusia yang mana yang mungkin terkesndampaknya?
PENJELASAN: Hak atas kesehatan erat kaitannya demiga bergantung
pada pelaksanaan hak-hak azazi manusia yang lakthbk dan kebebasan-
kebebasan ini menanggapi komponen-komponen yarsifdieintegral dari
hak atas kesehatan. Di Pakistan contohnya, WorlgulBtion Foundation



melihat adanya kemungkinan untuk mengikutsertaleatipan keterampilan
hidup di dalam kurikulum sekolah. Pelatihan ketgyédam hidup menanggapi
isu-isu yang terkait dengan seksualitas dan hak-tegdcoduksi melalui
pendidikan. Dengan kata lain, hak atas pendidikangat erat kaitannya
dengan hak atas kesehatan, terutama sehubungamndekges layanan
kesehatan dan informasi mengenai kesehatan dahakakesehatan.

Daftar hak-hak lain yang terkena dampaknya:

* hak atas makanan, » larangan atas penyiksaan,

* hak atas tempat tinggal, * hak atas privasi,

* hak atas pekerjaan, * hak untuk mengakses informasi,

» hak atas pendidikan, » kebebasan berserikat, berkumpul,
» hak atas martabat manusia, dan bergerak,

* hak untuk hidup, * hak atas integritas jasmani,

* hak atas non-diskriminasi, * hak-hak lain yang relevan.

* hak atas kesetaraan,

BERDASARKAN PADA: Komentar Umum ICESCR 14, pardg8adan 8

KESIMPULAN

Untuk menyimpulkan, apakah fokus analisa Anda?

Rumusan singkat mengenai fokus analisa Anda akanbaetu Anda untuk menjaga
fokus Anda di langkah-langkah berikutnya. Anda dapenjadikan hal ini sebagai dasar
bagi jawaban-jawaban Anda terhadap pertanyaannqyada diatas. Anda juga dapat
menggunakan Lembar Fakta di Lampiran IV untuk memhhidasan dari kesimpulan
Anda untuk langkah ini dan langkah-langkah berikatn
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LANGKAH 2
Mempelajari Komitmen Pemerintah

Tujuan

Pertanyaan utama yang akan dijawab dalam langkadah: komitmen-komitmen apa
saja yang telah dibuat oleh pemerintah? Anda akempelajari perjanjian-perjanjian,

kebijakan-kebijakan dan hukum-hukum nasional daarmasional mana yang relevan
terhadap negara dan kebijakan yang sedang diandidani termasuk perjanjian yang

mengikat secara hukum seperti perjanjian hak-ha#ziamanusia dan dokumen

konsensus seperBeijing Platform for Action Anda juga akan melihat prosedur yang
memungkinkan masyarakat sipil untuk dapat berppatss dalam pengambilan keputusan
(mekanisme partisipasi formal). Fokus dalam langRaddalah pada apa yang tertulis,
suatu situasi yang disebut situadie‘juré. Anda akan menggunakan informasi ini
sebagai perbandingan dengan apa yang sebenarjadi, tgang disebut dengan situasi
“de factd, dalam langkah 3 dan 4.

Tujuan menganalisa komitmen pemerintah adalah umtekgetahui standar-standar
mana yang dapat Anda gunakan untuk meminta penizgggvaban pemerintah atas
kemungkinan dampak negatif — atau kurangnya dampakif — dari kebijakan tersebut.
Anda mencari komitmen yang paling spesifik, karéah ini akan memudahkan Anda
dalam merumuskan tuntutan-tuntutan Anda terhadapepetah. Jika negara Anda
belum meratifikasi perjanjian hakhak- azazi manysiag relevan, akan menjadi lebih
sulit untuk mengajukan tuntutan seperti ini. Halrmungkin berarti bahwa Anda perlu
menggeser fokus lobi Anda dari kebijakan yang $ige&e lobi untuk meratifikasi
perjanjian yang relevan.

Aspek Hak-Hak Asasi Manusia dari Komitmen Pemerintdn

Banyak komitmen yang dibuat oleh berbagai negargale meratifikasi perjanjian hak
azazi manusia yang membutuhkan perubahan di tingksibnal. Negara-negara harus
mengakui hak atas kesehatan dalam sistem politikhd&kum mereka’ Negara harus
meninggalkan hukum atau tindakan apapun yang menmdampak diskriminatif.
Memasukkan berbagai ketentuan suatu perjanjianl&edperundang-undangan suatu
negara dapat memudahkan orang untuk menuntut Hakibeeka atas kesehatan. Negara
seharusnya juga mengadopsi suatu kebijakan kesehataonal dengan rencana yang
rinci untuk mewujudkan hak atas kesehatan. Dalatouihgan internasional, seperti
hubungan dagang atau kerja sama pembangunan, fmegga harus menghormati hak-
hak azazi orang-orang yang tinggal di negara-nelgaradan mereka seharusnya saling
mempengaruhi melalui cara-cara hukum dan polititukimendorong kepatuhan dalam
hal hak-hak azazi manusia.

" Komentar Umum ICESCR 14, paragraf 34-36 dan 60.
18 |CESCR pasal 2 (1); Komentar Umum ICESCR parag@adah 63-65.
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Perjanjian

Hampir seluruh negara terikat dengan sejumlah m@&ja internasional untuk
melaksanakan hak-hak perempuan dan hak atas kaseh@elain CEDAW dan
ICESCR, yang menjadi dasar untuk HeRWAI, sejumlah peiganjhak-hak azazi
manusia internasional dan regional lainnya mungkievan. Jika suatu Negara telah
meratifikasi suatu perjanjian, negara tersebut secara hukunikatteruntuk
menerapkannya. Dibawah ini Anda akan mempertimbamgierjanjian-perjanjian
yang telah diratifikasi oleh negara Anda.

Dokumen Konsensus

Dokumen konsensusadalah dokumen-dokumen yang diadopsi melalui dagiar
Meskipun tidak mengikat secara hukum, dokumen-da@mumni penting karena
pemerintah memiliki kewajiban moral untuk mematyhinkarena dokumen-dokumen ini
berlandaskan pada perjanjian politik. Contoh yamdkenal dari dokumen konsensus
adalahBeijing Platform for ActiordanMillennium Development Goals

Harap perhatikan Anda dapat dengan mudah tersesat dalam tumpukgenjan dan
dokumen konsensus yang ada. Karenanya, kami merkgaraagar Anda membatasi
analisa Anda pada perjanjian-perjanjian dan dokudukumen konsensus yang memuat
hak-hak dan pasal-pasal yang paling relevan dekgjaifakan anda.

PERTANYAAN KUNCI
Perjanjian dan dokumen konsensus manakah yang relem? (Halaman 24)

Apa yang dinyatakan perundang-undangan nasional megenai hak perempuan atas
kesehatan? (Halaman 26)

Apakah pemerintah memiliki strategi kesehatan nasinal dan/atau kebijakan yang
relevan lainnya? (Halaman 26)

Bagaimanakah partisipasi masyarakat sipil diselenggrakan?(Halaman 28)
DIMANA INFORMASI DAPAT DITEMUKAN

Anda mungkin dapat menemukan informasi untuk mealppertanyaan di atas di:

» Situs internet dengan informasi mengenai perjaniiternasional dan ratifikasinya:
www.ohchr.org/english/law/index.htm (UNHCHR),
wwwl.umn.edu/humanrts/treaties.htm (perpustakadaHik Azazi Manusia
Universitas Minnesota);

* Lampiran V Sumber-sumber untuk situs internet oiggsi-organisasi regional;

* Lampiran V Sumber-sumber untlikk langsung ke situs internet dengan naskah
perjanjian dan dokumen konsensus yang disebutdamdzertanyaan 1-3;

e Hukum perdata dan dokumen hukum yang terkait;
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Rencana nasional (seperti rencana lima tahun);
Anggaran nasional;

Dokumen dan laporan kebijakan nasional dan intesnak
Situs internet pemerintah daerah dan pusat



PERTANYAAN DAN PENJELASAN

PERJANJIAN DAN DOKUMEN KONSENSUS MANAKAH YANG RELEV AN?

S2/Q1 Perjanjian internasional manakah yang telah diratifikasi oleh negara Anda?

42

Apakah terdapat pengecualian atau pembatasan?

PENJELASAN: Penting untuk memeriksa apakah negaalmatpengecualian
(terkadang disamarkan sebagai pernyataan/deklakasgna hal seperti ini
mungkin dapat membatasi cakupan penerapan hak-haki ananusia yang
bersangkutan. Akan tetapi, pengecualian hanya dikinkan dalam kondisi-
kondisi tertentu. Oleh karenanya, kami menyarankgar Anda memeriksa
apakah pengecualian atau pembatasan yang dibhap@heerintah Anda sah atau
tidak. Sebagai contoh, Mesir telah membuat pendi@acuaimum berkenaan
dengan pasal 2 CEDAW, yang menyatakan bahwa ‘Rip#aldAb Mesir bersedia
mematuhi isi pasal ini, dengan syarat bahwa kepattérsebut tidak berlawanan
dengan Syariah Islam.” Komite CEDAW telah memintasW untuk menarik
kembali pengecualian tersebut, karena hal terdetak sesuai dengavbyek dan
tujuan konvensi. Silahkan merujuk pada daftar istilahulrinformasi mengenai
pengecualian, deklarasi dan pembatasan.

Daftar periksa ¢hecklisy dibawah ini memuat perjanjian-perjanjian dan pasa
pasal yang mungkin relevan berkenaan dengan kesepatempuan. Akan tetapi,
Anda tetap dapat mengkaji perjanjian-perjanjian dan perjanjian-perjanjian
lainnya untuk melihat apakah perjanjian dan passlebut memuat hak-hak dan
ketentuan-ketentudain yang relevan sehubungan dengan kebijakan Anda.

Daftar periksa perjanjian internasional yang refevaagi hak kesehatan

perempuan:

* Konvensi mengenai Penghapusan Seluruh Bentuk Dislasi terhadap
Perempuan (Convention on the Elimination of All ferof Discrimination
against Women (CEDAW))Pasal 12 mengenai kesehatan, Rekomendasi
Umum No. 14 mengenai sunat untuk perempuan; Rekdasetmum No. 19
mengenai kekerasan terhadap perempuan; Rekomendimsim No.24
mengenai kesehatan; lihat juga pasal 5 (b), 10méthgenai pendidikan dan
pekerjaan (keluarga); serta 1, 2 dan 3 mengenkimiasi secara umum.

* Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Ekonor8psial dan Budaya
(International Covenant on Economic, Social andt@all Rights (ICESCR))
Pasal 12; Komentar Umum No. 14 mengenai kesehK@amentar Umum 16
mengenai kesetaraan hak laki-laki dan perempuankumendapatkan hak
ekonomi, sosial dan budaya; Komentar Umum 5 mengeerg/andang cacat;
Komentar Umum No. 6 mengenai manusia lanjut usia.

* Perjanjian internasional lainnya,sepertkonvensi-konvensi ILO yang terkait
dengan keselamatan dan kesehatan kerja; Konvetsnasional mengenai
Penghapusan Seluruh Bentuk Diskrimasi Rasraefnational Convention on
the Elimination of All Forms of RacidDiscrimination (CERD)), Pasal 5;
Konvensi mengenai Hak Anakénvention on the Rights of the Ch{ldRC)),



pasal 24 dan 25; Konvensi mengenai Pekerja Migtamyention on Migrant
Workers(CMW)), Pasal 7.

S2/Q2 Perjanjian regional yang relevan manakah yang telahdiratifikasi oleh
negara Anda?
PENJELASAN: perjanjian regional dapat memainkanapepenting dalam
menerapkan hak kesehatan perempuan. Kebanyakanjerjregional dimonitor
oleh komisi regional dan/atapengadilanyang dapat membuat putusan yang
mengikat secara hukum. Dibawah ini, Anda akan mekem daftar perjanjian
yang berhubungan dengan hak kesehatan peremputapi,TAnda mungkin
memutuskan untuk memasukkan perjanjian, pasal iasttumen regional lain
yang relevan terhadap kebijakan dan konteks regm@a. Lampiran V Sumber-
Sumber memuat daftar nama-nama organisasi regyamg relevan di Afrika,
Amerika Latin dan Eropa.

Daftar perjanjian regional yang terkait dengan kekehatan perempuan (antara

lain):

Afrika:

e African Charter on Human and Peoples’ Rights (19B&sal 16.

* Protocol to the African Charter on Human and PegygReghts on the Rights
of Women in Africa (2003), pasal 14 mengenai hatekatan dan reproduksi.

Asia:

e Belum ada instrumen regional yang relevan samsiisa

Eropa:

e European Convention on Human Rights (1950). Tiddk pasal khusus
mengenai kesehatan, tetapi pasal 14 (non-diskrsiitésa relevan terhadap
semua hak yang termasuk dalam perjanjian, sebagtlt Pasal 8 mengenai
kehidupan keluarga, Pasal 5 mengenai hak atas &eteldan rasa aman
manusia atau pasal 4 mengenai perbudakan danpedesa.

» European Social Charter (1961), pasal 11.

Amerika:

e American Convention on Human Rights (1969). Tidala gasal khusus
mengenai kesehatan tetapi pasal-pasal berikut nmunghkevan: pasal 24
(perlindungan yang setara di hadapan hukum) daal ga@on-diskriminasi)
sehubungan dengan semua hak yang termasuk dalg@njiper, seperti pasal
4, hak akan kehidupan; Pasal 5, hak akan intedig&s mental dan moral;
pasal 6, larangan perbudakan atau penghambaan.

* Protokol Tambahamerican Convention on Human Rights di bidang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1988), pasal 10.

» Inter-American Convention on the Prevention, Pumisht and Eradication of
Violence against Women, ‘Convention of Belem doaP&r994).

S2/Q3Dokumen konsensus manakah yang didukung oleh pematah Anda?
PENJELASAN: Daftar yang ada berisi dokumen-dokunkensensus pilihan
yang paling relevan dengan hak kesehatan perempgan.dapat melihat apakah
pemerintah Anda mendukung suatu dokumen konseAsuls dapat memeriksa
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apakah pemerintah merupakan anggota dari suatunisaga internasional atau
organ yang telah mengadopsinya (sebagai contohyrkghkiman besar pemerintah
Anda adalah anggota PBB, dan jika benar, negara fugh juga termasuk pihak
resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB; aapakah pemerintah Anda
sendiri telah berkomitmen terhadap dokumen konsenmrsebut dengan
menggunakan jalan lain (sebagai contoh, dengan atekgn komitmennya di
hadapan pers).

Daftar dokumen konsensus:

» Beijing Platform for Action, paragraf 89-105, tujustrategis C1-C5.

e United Nations Millennium Declaration, paragraf(2900).

e Millennium Development Goals (MDGs): Tujuan 3: Mempromosikan
kesetaraan jender dan memberdayakan perempuargnibjuMeningkatkan
kesehatan ibu, Tujuan 4: mengurangi kematian ahakijan 6: Memerangi
HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya, jlan 1. Menghapus
kemiskinan dan kelaparan, Tujuan 7: Memastikan tabg@itan lingkungan.
Lihat juga sasaran-sasaran dan indikator-indikgtmmng tercantum dalam
MDGs.

* ICPD Programme of Action (atau: Cairo Programm@dtion), Report of the
International Conference on Population and DevekgriCPD) (1994).

» Declaration of Alma Ata, diadopsi pada InternatioBanference on Primary
Health Carg1978).

» Declaration on the Elimination of Violence agai#émen (1993).

* Declaration of commitment on HIV/AIDS, ‘Global CissGlobal Action’
(2001).

» Declaration on the Right to Development (ViennalBextion and Programme
of Action (1993), pasal 41 mengenai kesehatan paam

* Principles for the Protection of Persons with Meénté#ness and the
Improvement of Mental Health Care (1991).

» Declaration on the Rights of Disabled Persons Gegmessembly Resolution
3447 (xxx) (1975), Pasal 5 (e) (iv).

e Instrumen-instrumen lain yang relevan, seperti gmgign regional atau
perjanjian mengenai subyek tertentu, seperti tiragik

S2/Q4 Apakah pemerintah terikat dengan perjanjian bilateral atau multilateral
yang mungkin mempengaruhi kebijakan? Perjanjian yarg mana?
PENJELASAN: Pengaruh perjanjian internasional tdapakebijakan bisa positif
maupun negatif. Contoh pengaruh positif adalahk&atiegara telah setuju untuk
bekerjasama dalam menyelesaikan masalah terteatuolC pengaruh negatifnya
adalah sistem paten untuk obat, yang membuat @@t giproduksi secara lokal
dan lebih murah sulit dipasarkan.

Daftar perjanjian internasional lainnya:

* perjanjian perdagangan bebas yang memungkinkarsgdeaan internasional
berkompetisi dengan industri lokal,

« perjanjian dengan Organisasi Perdagangan Dunia \WTO
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e perjanjian (persyaratan) yang dikaitkan denganapmain dari IMF, Bank

Dunia atau lembaga pendanaan lainnya, termdRBSPs atau program-
program restrukturisasi,

» kebijakan lingkungan internasional dll,

e perjanjian regional, sebagai contoh, dengan Unp&eiau OSCE,

e perjanjian relevan lainnya.

APA YANG DINYATAKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDAN GAN
NASIONAL MENGENAI HAK KESEHATAN PEREMPUAN?

S2/Q5Apakah yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar @u hukum nasional

lainnya mengenai hak atas kesehatan?
PENJELASAN: Apakah sistem nasional, contohnya, reeeksplisit mengakui
hak azazi manusia atas kesehatan sebagai hal pamegsal?

Daftar undang-undang:

Undang-undang:

* memastikan akses terhadap kesehatan,

* mengenai keluarga berencana,

* memastikan informasi yang cukup mengenai kesehatan,

* memberikan perlindungan terhadap bahaya lingkudganpraktik tradisional
yang berbahaya,

* mengenai kondisi kerja bagi perempuan hamil danheuil dan bersalin,

e undang-undang lain yang relevan.

S2/Q6 Apakah negara memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi

terhadap perempuan?

PENJELASAN: Contoh undang-undang semacam itu adb&pa larangan
umum terhadap diskriminasi berdasarkan jenis keladslam undang-undang
dasar, atau undang-undang tertentu mengenai kaasetaki-laki dan perempuan

S2/Q7 Apa yang dinyatakan dalam undang-undang dasar atathukum nasional
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lainnya mengenai hak-hak lainnya yang terkait denga kebijakan tersebut?
PENJELASAN: hak-hak lainnya yang mungkin relevanngén kebijakan
tersebut termasuk: hak seksual, hak reproduksiatek pengambilan keputusan
yang didasarkan pada informasi, hak penyandand,daaa orang-orang dengan
penyakit mental, hak atas kesetaraan jender, lekrain-diskriminasi, hak atas
air, makanan dan perumahan.

Pertanyaan ini mungkin cukup penting jika kebijakamda bukan merupakan
kebijakan kesehatan. Anda mungkin perlu mengubatampgan tadi menjadi
seperti: apa yang dikatakan dalam undang-undangr d#au undang-undang
lainnya mengenai....(isilah dengan isu yang mengidig Anda).



S2/Q8 Apakah negara memiliki hukum yang menjatuhkan pidara bagi prosedur
medis yang hanya dibutuhkan oleh perempuan dan/atayang menghukum
perempuan yang menjalani prosedur tersebut?

PENJELASAN: Pertanyaan hanya perlu dijawab jikkd#rdengan analisa Anda.
Contoh undang-undang seperti ini adalah larangarmsalBerdasarkan CEDAW
Rekomendasi Umum 24, ayat 14.

S2/Q9 Apakah hukum daerah, adat atau agama mempengaruhi &k kesehatan
perempuan dalam hubungan dengan kebijakan Anda?
PENJELASAN: Hukum-hukum ini mungkin termasuk huktentulis dan tidak
tertulis. Meskipun ’hukum-hukum’ ini tidak secamsmi diakui oleh pemerintah
nasional, hukum-hukum ini mungkin memiliki pengag#mg besar.

APAKAH PEMERINTAH MEMILIKI STRATEGI KESEHATAN NASIO  NAL
DAN KEBIJAKAN LAIN YANG TERKAIT?

S2/Q10Apakah pemerintah memiliki strategi kesehatan nasinal?
« Jika ada, apakah strategi tersebut memiliki pktsigender yang jelas?
PENJELASAN: Strategi nasional yang menyeluruh ssdrara mencakup
intervensi-intervensi yang ditujukan baik pada pgahan maupun pengobatan
terhadap penyakit-penyakit dan kondisi-kondisi yamgmpengaruhi perempuan.
Strategi tersebut seharusnya juga menanggapi rhadadkerasan terhadap
perempuan, dan memastikan akses yang universadigshserangkaian penuh
kesehatan berkualitas tinggi dan terjangkau balgirige perempuan, termasuk
pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Jikia Amemeriksa kebijakan
non-kesehatan, Anda dapat memeriksa bagian-bagiarstdgategi nasional yang
terkait dengan atau relevan bagi kebijakan Andant@g di Pakistan, WPF
umumnya fokus pada pendidikan di sekolah-sekolahgerwai kecakapan hidup
(istilah luas yang meliputi hak seksualitas darrodpksi). Dalam kasus WPF,
baik strategi pendidikan nasional di bidang perdidi maupun bagian-bagian
dari strategi kesehatan nasional yang menyentuldigikan, akses terhadap
informasi dan hak-hak seksual dan reproduksi mengdelan.
Berdasarkan Rekomendasi Umum CEDAW 24 ayat 29.

S2/Q11Apakah pemerintah mengembangkan indikator dan tolakukur (benchmark)
untuk mengukur kemajuannya?

» Apakah pemerintah mengumpulkan dan menyebarkaa glang dipilah
berdasarkan jenis kelamin mengenai sasaran, imptesie dan dampak dari
strategi kesehatan nasional?

» Apakah pemerintah melaporkan pencapaiannyals@#

PENJELASAN: Indikator-indikator dan tolak ukur medalnkan pemantauan
capaian dalam pelaksanaan kebijakan. Jika pemerintambuat laporan
mengenai capaian-capaiannya (dan jika data initddipadalkan), laporan ini
bisa menjadi informasi berguna untuk menjawab pgdan-pertanyaan di
langkah 3 dan 4. Contoh tolak ukur adalah:
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* Mengurangi kematian ibu hamil paling tidak 50%idagkat kematian ibu
hamil di tahun 1990 pada tahun 2000 dan menjaédingahnya lagi di tahun
2015,

* Mengurangi penyakit anaemia kekurangan zat kdandtubuh anak perempuan
dan perempuan sebanyak 1/3 dari tahun 1990 pada 2000 (keduanya dari
Beijing Platform for Action Women and Health,

daw/beijing/platform/health.htm#objectl).
Berdasarkan pada: Komentar Umum ICESCR 14, aydth /8.

S2/Q12 Apa kebijakan nasional lain yang relevan bagi kebgkan yang sedang
dianalisa?
PENJELASAN: kebijakan-kebijakan ini bisa berupaijetan kesehatan maupun
jenis kebijakan lainnya. Mungkin juga Anda telahnjagvab pertanyaan ini pada
saat membahas pertanyaan 2 dan/atau 3 pada b@giek scan Jika memang
demikian, Anda dapat memeriksa apakah Anda tefagnsiapat dengan jawaban
yang Anda berikan pada saat itu.

Daftar kebijakan lain:

* kebijakan non diskriminatif,

« tindakan khusus sementara untuk meningkatkarsjpasi perempuan,
* kebijakan desentralisasi,

* kebijakan kepegawaian pemerintah,

* kebijakan privatisasi,

* kebijakan keuangan yang berpengaruh pada kesehatan.

BAGAIMANAKAH PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL
DISELENGGARAKAN?

S2/Q13Cara resmi apa yang dapat digunakan oleh individuLSM dan kelompok
masyarakat sipil lainnya untuk mempengaruhi pembuaan kebijakan dan
perundang-undangan (mekanisme bagi partisipasi masyakat sipil)?

Daftar partisipasi:

» komite komunitas/desa,

* pemungutan suara dalam pemilihan dan referendaeréh dan nasional),
* asosiasi pasien dan organisasi relawan,

* platform LSM-pemerintah,

* konsultasi dalam tahap pengembangan dan evieidigakan,

» komite yang memonitor implementasi layanan,

* laporan lisan dan tertulis kepada organisasrmaigonal,

* konferensi nasional dan internasional,

* cara-cara lain partisipasi masyarakat sipil.

S2/Ql4Kemanakah orang-orang dapat menyampaikan keluhan (mkanisme untuk
menanggapi keluhan)?
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Apakah mekanisme ini digunakan?

Apakah mekanisme ini menanggapi keluhan secaraiféfek

PENJELASAN:

Daftar mekanisme untuk menanggapi keluhan

* ombudsmen

* asosiasi hak pasien,

» komisi hak azazi manusia nasional,

» prosedur keluhan (di rumah sakit, kementrian,gpéilan tata usaha negara,
dil.),

» sanksi-sanksi terhadap pekerja kesehatan profdsetas pelecehan seksual
terhadap pasien perempuan,

* prosedur lainnya.

Berdasarkan pada: Rekomendasi Umum CEDAW 24 ayat d&n Komentar
Umum ICESCR 14, ayat 59.

KESIMPULAN:

Komitmen-komitmen apa yang paling relevan yang dibat oleh pemerintah
sehubungan dengan kebijakan Anda?

Silahkan rumuskan — secara singkat — jawaban at&@nyaan ini berdasarkan jawaban-
jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan di atasgkah 2 telah memberikan
gambaran atas komitmen yang telah diambil pemérirdahubungan dengan hak
kesehatan perempuan. Beberapa dari komitmen ingkmuagak berbeda dari kenyataan
sehari-hari. Langkah-langkah berikut berfungsi knmengetahui apakah pemerintah
berada dalam posisi untuk berbuat lebih banyak kuntenutupi kesenjangan antara
komitmen dan kenyataan.
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LANGKAH 3
Menggambarkan Kapasitas Implementasi Kebijakan

TUJUAN

Langkah 3 melihat kapasitas pemerintah untuk meplgimentasikarkebijakan yang
dipilih. Anda akan mencari informasi mengenai suntzg/a manusia dan keuangan yang
tersedia untuk implementasinya. Sumber daya petaérirberfluktuasi, sehingga
pertimbangkan juga faktor-faktor yang dapat menggiratau meningkatkan kapasitas
implementasi pemerintah. Hal ini termasuk faktdtda budaya, agama dan sosial.
Terakhir, lihat pengaruh lembaga donor dan hubungtamnasional lainnya. Informasi
ini memberikan konteks untuk memahami dampak kiehijadi langkah 4. Informasi ini
juga akan membantu merumuskan rekomendasi-rekomsiethdia tuntutan-tuntutan yang
realistis di langkah 6.

ASPEK HAK AZAZI MANUSIA DALAM KAPASITAS IMPLEMENTAS |
PEMERINTAH

Suatu negara membutuhkan strategi kesehatan nbsitama rencana aksi untuk
mengimplementasikan kebijakan kesehatannya. Meskigebijakan kesehatan yang
umum seharusnya berdasarkan pada analisis gemalgrogik, dalam banyak kasus ada
gunanya pula untuk memiliki strategi yang spesitiktuk kesehatan perempuan
sepanjangsiklus hidup mereka® Pemerintah harus mengalokasikan anggaran dan
sumber daya yang cukup untuk implementasi strategehatan dan rencana aksi di
bidang kesehatan. Data kesehatan dan sosio-ekoymmgi dipilah berdasarkan jenis
kelamin merupakan dasar yang penting bagi perumsategi dan rencana semacam
itu. Data ini khususnya harus memberikan informagingenai kondisi-kondisi yang
membawa pengaruh berbeda terhadap perempuan dibkadi dengan laki-lakf
Kurangnya kapasitas itu sendiri bukan merupakan bpearan bagi tidak adanya
kebijakan kesehatan atau kebijakan kesehatan yamdg.oPemerintah dapat mengambil
banyak tindakan yang tidak memerlukan sumber dayey \besar, seperti penyebaran
informasi. Meskipun terdapat keterbatasan sumbga gang besar, pemerintah harus
melindungi kelompok-kelompok yang rentan melaluiogsem-program sasarah.
Kurangnya sumber daya terkadang merupakan hasiingaya prioritas, ketika
pemerintah menghabiskan jumlah yang besar untuksislain selain dari kesehatan,
seperti belanja militer.

Pemerintah dapat memperluas kapasitas mereka demggagari bantuan internasiorfal.
Bantuan internasional ini bisa berbentuk bantuanakgan dari negara donor atau

19 Komentar Umum ICESCR 14, ayat 21.

2 Rekomendasi Umum CEDAW 24, ayat 9 dan 10; Konrdutaum ICESCR 14, ayat 20.
2 Komentar Umum ICESCR 14, ayat 18.

= ICESCR pasal 2 dan Komentar Umum 14, ayat 38.
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lembaga internasional, maupun bantuan teknis damh @hli dan melalui pertukaran
informasi. Ada juga faktor-faktor yang membatasp&sitas implementasi pemerintah,
seperti faktor sosial budaya (contoh, tradisi yarenilai rendah kehidupan perempuan),
faktor-faktor agama (misalnya, peran gereja Katdilkam kebijakan hak reproduksi) dan
aspek lingkungan (misalnya, banjir dan polusi uddfaktor-faktor pembatas seperti ini
penting untuk dipertimbangkan, meskipun faktor-dakttersebut harusnya tidak
digunakan sebagai alasan. Jika, sebagai contahsittakal menilai rendah kehidupan
perempuan, pemerintah harus menyelenggarakan &ediagiatan peningkatan

kesadaran untuk mengubah pemikiran-pemikiran saperkKemauan politik merupakan

faktor yang penting, dan dapat meningkatkan ataunlmagasi pemerintah dalam
menggunakan kapasitasnya. Pemerintah mungkin imginjadikan sebuah isu sebagai
prioritas berdasarkan situasi politik pada saat mtisalnya, karena pemilu yang akan
datang atau tekanan internasional.

PERTANYAAN-PERTANYAAN KUNCI

Sumber daya keuangan manakah yang tersedia untuk ipiementasi kebijakan?
(halaman 30)

Sumber daya manusia manakah yang tersedia untuk imipmentasi kebijakan?
(halaman 30)

Faktor-faktor apa yang membatasi atau meningkatkankapasitas implementasi?
(halaman 31)

DIMANA INFORMASI DAPAT DITEMUKAN

Anda dapat menemukan informasi untuk menjawab pgan-pertanyaan di atas dari:
» Anggaran nasional,

* Rencana nasional (seperti rencana lima tahun),

» Poverty Reduction Strategy Papers (http://www.ingf.external/np/prsp/prsp.asp),
« UN Common Country Assessments,

* IMF, Bank Dunia, WTO dan perjanjian multilaterahdailateral lainnya,

e Laporan kemajuan, laporan pemerintah daerabh.

PERTANYAAN DAN PENJELASAN

SUMBER DAYA KEUANGAN MANAKAH YANG TERSEDIA UNTUK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN?

S3/Q1Berapakah anggaran untuk implementasi kebijakan?

PENJELASAN: Hal ini mungkin berguna untuk membuatbandingan dengan
anggaran belanja negara-negara lain dengan tiqgkabangunan yang sama.
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Untuk memberikan indikasi minimum belanja per kapiDrganisasi Kesehatan
Dunia (WHO) memperkirakan bahwa $60 per orang @leurt dibutuhkan untuk
biaya kesehatan yang memadai (tahun 2600).

S3/Q2Apakah anggaran untuk implementasi kebijakan menurun atau meningkat?

PENJELASAN: Peningkatan atau penurunan anggararukurkebijakan,
disebabkan oleh perubahan alokasi di dalam jumfegaran mengindikasikan
perubahan prioritas. Penurunan anggaran pemesetara keseluruhan membuat
peningkatan hak atas kesehatan menjadi menjadi &bit. Akan tetapi, hal ini
tidak langsung membebaskan pemerintah dari tangguawegpbnya untuk
setidaknya melindungi anggota masyarakatnya yamjdn’.

S3/Q3 Apakah alokasi untuk bidang-bidang kesehatan tertetu mengindikasikan

penetapan prioritas pemerintah?

PENJELASAN: Pertimbangkan alokasi bagi masalah-tahskesehatan yang
paling banyak mempengaruhi perempuan dan pembagrggaran antara
layanan kesehatan primer, sekunder dan tertier Alokasi sumber daya yang
tidak tepat dapat menyebabkan diskriminasi. Comntahmadalah anggaran
kesehatan dengan tekanan pada pelayanan kesehaaag Yersifat
menyembuhkan yang mahal yang hanya dapat diaksds s#bagian kecil
populasi yang beruntung, dan bukan pada kesehatamerpyang bersifat
mencegah yang dapat menjangkau bagian populasibgsay dan lebih miskin.
Berdasarkan pada: Komentar Umum ICESCR 14 ayat 19.

S3/Q4 Apakah fasilitas, barang, jasa dan program kesehata masyarakat dan

layanan kesehatan berfungsi dengan baik?

PENJELASAN: Sulit untuk mengimplementasi programng/aberhubungan
dengan kesehatan jika fasilitas kesehatan yang dasmat tidak mencukupi.
Sebagai contoh, program untuk mendistribusikan ab#iretroviral untuk pasien
HIV/AIDS terhalangi oleh kurangnya pusat-pusat kesan yang berfungsi baik
di daerah pedesaan.

SUMBER DAYA MANUSIA MANAKAH YANG TERSEDIA UNTUK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN?

S3/Q5 Staf mana yang terlibat terlibat dalam implementasi kebijakan atau

program-program yang terkait?

PENJELASAN: Implementasi kebijakan membutuhkan gukanyak staf yang
terlatih dengan baik, peka jender dan termotiv@satu contoh sistem motivasi
yang mempengaruhi hak kesehatan perempuan adatsdmsiimbalan di
Bangladesh. Penggajian pekerja kesehatan didaspakinprestasi mereka dalam
mengurangi jumlah kehamilan, bukan berdasarkanglrkélahiran yang selamat.
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S3/Q6 Bagaimanakah staf didistribusikan berdasarkan lokag tingkat, latar

belakang?

PENJELASAN: Distribusi mengindikasikan dimana damuk siapa kebijakan itu

dapat dijalankan.

Daftar distribusi staf:

e Perbedaan dalam hal ketersediaan staf di daerabkdagang berbeda
(khususnya di daerah penduduk asli),

* Perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah gedesa

 Jumlah dan kualitas staf yang tersedia untuk beibbggian dari sistem
kesehatan, misal, sektor swasta atau program Kesehmaproduksi yang
didanai oleh pihak luar negeri,

 Keseimbangan antara staf pria dan perempuan, kiysudalam posisi
pengambilan keputusan,

» Keterwakilan latar belakang suku, agama dan bugapg berbeda diantara
staf,

» Aspek distribusi staf lainnya yang relevan.

S3/Q7Tingkat pemerintah manakah yang bertanggung jawab ecara langsung atas

implementasi kebijakan?

PENJELASAN: Otoritas daerah mungkin memiliki keka@s yang cukup besar
untuk mengambil keputusan. Meskipun demikian, péerter nasional memiliki
tanggung jawab akhir atas dampaknya pada hak keseld Belanda, sebagai
contohnya, tiap pemerintah daerah mengembangkan ndamgimplementasi
kebijakan-kebijakannya sendiri mengenai prostitemerintah nasional hanya
menetapkan standar umum saja.

FAKTOR-FAKTOR MANAKAH YANG MEMBATASI ATAU
MENINGKATKAN KAPASITAS PENERAPAN?

S3/Q8 Faktor-faktor budaya, agama, sosial, lingkungan danfaktor lain apa saja
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yang mempengaruhi implementasi kebijakan?

PENJELASAN: Pertimbangkan pengaruh positif maupuwegatifnya, tetapi
masukkan saja yang relevan dengan implementasijakabi Alih-alih
menggunakan faktor-faktor ini sebagai alasan urkeiiijakan-kebijakan yang
gagal (sebagaimana halnya dilakukan oleh beberapeenntahan), pemerintah
harus mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika gembangkan dan
menerapkan suatu kebijakan. Sebagai contoh, an&sBWAI mengenai
kematian Ibu di Bangladesh menunjukkan bagaimaktarféaktor sosial budaya
mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Untulbdgai macam alasan,
perempuan sulit untuk pergi ke fasilitas kesehatd&erempuan lebih
menginginkan pelatihan dan perawatan kesehatarurdalr, tetapi kebijakan
pemerintah fokus pada perawatan perempuan hamasitiias kesehatan. Sebagai
hasilnya, banyak perempuan yang terlambat tibadllitas kesehatan atau tidak
sama sekali.

Daftar faktor-faktor budaya, agama, sosial, lingkamdan faktor-faktor lainnya:



* Norma budaya yang menilai rendah kehidupan perempua

» Tradisi yang terkait dengan gizi,

» Praktik-praktik agama atau budaya yang tidak meeaiil@n perempuan
berpartisipasi dalam kehidupan publik,

* Penolakan sosial terhadap orang-orang yang menggndacat fisik atau
mental,

e Status sosial yang rendah bagi para perempuan lyarggrai, lanjut usia
ataupun minoritas,

» Para panutan yang melanggar tabu atau menyediakamasi,

* Penerimaan sosial atas kekerasan terhadap perempuan

* Banjir, kekeringan dan bencana lingkungan lainnya,

» Faktor-faktor positif atau negatif lainnya.

S3/Q9 Apakah negara sedang berada dalam proses reformasistrukturisasi atau
krisis yang mempengaruhi implementasi kebijakan?
PENJELASAN: Suatu proses reformasi atau restruddsridi bidang kesehatan
memiliki dampak pada seluruh kebijakan yang terllaitgan kesehatan. Dalam
hal ini, menempatkan analisa kebijakan dalam kantpkrubahan-perubahan
besar yang telah terjadi selama — contohnya — @eckadhkhir mungkin perlu
dilakukan. Situasi krisis membuat kebijakan lehititsintuk diimplementasikan.
Bagaimanapun juga, situasi tersebut tidak bolehurdigan sebagai alasan
menjadi tidak aktif atau membatasi hak kesehatesyarakat.

S3/Q1l0Gambarkan benturan kepentingan atau kurangnya konsstensi yang terkait
dengan implementasi kebijakan.
PENJELASAN: Suatu contoh kemungkinan benturan kepgen muncul selama
analisa HeRWAI terhadap undang-undang tenaga kexjfaenai cuti melahirkan
di Kenya. Pemerintah tidak hanya bertanggung jaatab undang-undang tenaga
kerja yang menghargai hak kesehatan perempuarpi tdtasisi lain juga
pemerintah juga memperkerjakan pegawai. Perbagghités cuti hamil mungkin
memakan biaya bagi pemerintah.

S3/Q11 Apakah  pemerintah  menunjukkan  kemauan  politik  untuk
mengimplementasi kebijakan?
PENJELASAN: Suatu indikasi kemauan politik pemeintadalah, contohnya,
jika pejabat tingkat tinggi yang kompeten bertanggiawab atas implementasi
kebijakan. Contoh lain adalah ketika pernyataan guentah secara konsisten
merujuk kepada suatu masalah dan mengajukan pearegahsecara konsisten.

S3/Q12Sampai sejauh mana pemerintah, negara donor dan ldmaga lainnya seperti
Bank Dunia, IMF, WTO, UNDP, Uni Eropa, WHO, ILO, UN ICEF, UNFP
(A), meningkatkan atau membatasi kapasitas implemeasi pemerintah?
PENJELASAN: Pikirkan pengaruh positif lewat bantuahnis dan keuangan
maupun pengaruh negatif, contoh, dalam bentuk p&sE-pembatasan.
Syarat/prioritas manakah yang relevan yang merupdlegian dari kerjasama
internasional? Sebagai contoh, negara donor biasd®rsedia membiayai
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kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan priarieaeka sendiri. Karenanya,
pemerintah penerima bantuan mungkin distimulir kntmengembangkan
kebijakan kesehatan dengan fokus pada daerah-dpeddsaan, karena fokus
seperti itu lebih mudah memperoleh bantuan. Selgdaoh pembatasan adalah
pada saat pemerintah AS memutuskan di bulan Jag084 untuk tidak lagi
mendanai organisasi apapun yang melakukan, mefabiraemberikan informasi
mengenai aborsi. Aturan pembatasan ini telah mebgikian masalah keuangan
bagi banyak proyek dan program.

Berdasarkan pada Komentar Umum ICESCR 14, ayatd 58 sampai 65

S3/Q13Aktor-aktor internasional lain manakah yang mempengruhi pemerintah?

Apakah prioritas dan kepentingan mereka yang terkai dengan kebijakan
yang sedang dianalisa?

PENJELASAN: Pikirkan mengenai sektor swasta (pdraga transnasional dan
multinasional), mitra dagang, negara-negara te@andiyy Sebagai contoh, dalam
kasus undang-undang tenaga kerja di Kenya, perasgierusahaan yang
beroperasi dalam zona proses ekspor mungkin mekabertekanan pada
pemerintah untuk tidak memperbaiki aturan-aturangesai cuti hamil. Mereka
mungkin mengancam bahwa peningkatan biaya perbageperti itu akan
membuat mereka memindahkan pabrik ke negara laig gdoih murah.

KESIMPULAN:

Bagaimana kapasitas pemerintah dalam implementasidbijakan? Dan apakah
faktor-faktor utama yang mempengaruhi kapasitas impementasi?

Dalam langkah 3 Anda mendeskripsikan apa yang iélinatlau kurang dimiliki
pemerintah dalam implementasi kebijakan. DalamKahg! dan 5 Anda akan
memperhatikan bagaimana kapasitas tersebut dignmam praktiknya dan apakah
pemerintah melakukan upaya-upaya yang memadai amtakaksimalkan kapasitasnya
dan memperoleh dampak positif dari kebijakan tarseb
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LANGKAH 4
Dampak pada hak-hak azazi manusia

Tujuan
Langkah 4 akan melihat dampak hak-hak azazi mardmiakebijakan. Langkah ini
mengkaji apa yang sebenarnya terjadi dan apakahpalankebijakan tersebut
mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak kesgbatampuan. Negara-negara yang
telah meratifikasi perjanjian-perjanjian hak-halaazmanusia yang disebutkan dalam
Langkah 2 harus menaati semua unsur hak-hak keselparempuan (dideskripsikan
dibawah). Namun, tidak semua unsur relevan terhdedggakan yang sedang Anda
analisa. Pertanyaan-pertanyaan dalam Langkah 4 ammiAnda untuk membedakan
unsur yang mana yang relevan dan bagaimana kebijaéedampak bagi aspek-aspek
hak kesehatan perempuan ini. Jika kebijakan mend@mpak negatif terhadap hak
kesehatan perempuan, Negamelanggar kewajiban mereka dibawah perjanjian-
perjanjian tersebut. Jika kebijakan tersebut tidekdampak, penting untuk bertanya:
Apakah Negara melewatkan kesempatan untuk menkaykahak-hak kesehatan
perempuan? Dua pertanyaan utama dalam LangkaHahada
e Apa dampak kebijakan terhadap kesehatan peremplatam hubungannya dengan
hak-hak azazi manusia?
e Apakah kebijakan tersebut memiliki dampak diskriatif?

Aspek-aspek Hak-Hak Azazi Manusia dari Kebijakan

Paragraf ini menjelaskan empat unsur penting daki étas kesehatan yang mungkin
relevan dengan kebijakan yang sedang Anda analigmdapat empat kriteria:
ketersediaan, daya akses, penerimaan dan kualdag, dapat memberikan pemikiran
yang lebih spesifik terhadap dampak kebijakan.eiattersebut juga dijelaskan dibawah.
Konsep yang menonjol dari seluruh pertanyaan yat@ a@dalah non-diskriminasi.
Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2, non-diskrgniadalah prinsip yang sangat
penting dalam hak-hak azazi manusia dan menjadirdaS8DAW. Melalui Langkah 4,
Anda perlu mempertimbangkan apakah dampaknya meyap#m perempuan dan laki-
laki secara berbeda atau memiliki dampak yang bleriberhadap kelompok perempuan
tertentu . Pada akhir Langkah 4, Anda akan dapaentekan apakah dampak tersebut
mengakibatkan diskriminasi dan mengapa demikiadaR&hir langkah ini, Anda juga
akan menentukan apakah dampak dari kebijakan tdreebngarah pada pelanggaran-
pelanggaran hak-hak azazi perempuan. Pelanggaedahakata yang bernuansa kuat
yang mungkin membuat orang ingin menghindari penggaonya dalam kegiatan-
kegiatan lobi mereka yang ditujukan kepada pernshrinlamun demikian, pelanggaran
merupakan konsep yang luas, yang menjelaskan lanvagam cara dimana pemerintah
dan aktor-aktor lain mungkin gagal dalam mewujudkaRk-hak tersebut. Pelanggaran
dapat terjadi melalui tindakan, atau melalui ketmy#ertindak* Contoh pelanggaran
melalui tindakan adalah ketika polisi melecehkarepguan dalam tahanan. Contoh dari

4 Berdasarkan Komentar Umum ICESCR 14, paragraf®&n Panduan Maastricht tentang pelanggaran
Hak-Hak ESC, paragraf 14 dan 15.
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pelanggaran melalui kegagalan bertindak adalak&emlisi menolak untuk menanggapi
perempuan secara serius ketika mereka melaporlkandsan dalam rumah tangga.

Empat Aspek Penting dari Hak Perempuan atas Kesehah adalah:
* perawatan kesehatan yang pantas dan tepat waktu

» faktor faktor penentu kesehatan

e partisipasi

» kekerasan terhadap perempuan

Pertanyaan 1 sampai 6 dibawah ini bertujuan untekjajki aspek-aspek yang mana
dari yang disebutkan diatas yang relevan dengaijakab yang sedang Anda analisa.
Hal ini mengindikasikan di bidang-bidang yang maeaubahan-perubahan terhadap
kebijakan dibutuhkan untuk mencapai dampak yangh lgdwsitif terhadap hak-hak

kesehatan perempuéh. Aspek-aspek yang relevan harus dipertimbangkarkaket

menjawab pertanyaan 7 dan seterusnya.

PERAWATAN KESEHATAN YANG PANTAS DAN TEPAT WAKTU

Perawatan kesehatan yang pantas dan tepat waktgamempada keseluruhan barang,
jasa dan fasilitas, seperti obat-obatan dan metuetede kontrasepsi, para petugas
kesehatan yang bertanggungjawab dan terlatih delogi&n klinik-klinik kesehatan dan
program-program vaksinasi.

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KESEHATAN

Faktor-faktor penentu kesehatan adalah kondisidsogdng memungkinkan untuk hidup
sehat, seperti akses terhadap air bersih, makarapaetumahan yang memadai, kondisi
kerja yang sehat dan aman. Distribusi sumber dsrdedaan gender dan akses terhadap
pendidikan dan informasi yang terkait dengan kesehéermasuk informasi mengenai
kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi) juggatk@n faktor penentu kesehatan.
Faktor penentu tidak selalu berhubungan langsungateperawatan kesehatan. Namun
demikian, analisa mengenai faktor penentu memban&mperjelas dimana letak
hambatan-hambatan untuk menuntut hak-hak kesehatan.

PARTISIPASI

Partisipasi mengacu pada keterlibatan pendudukdaéanbuatan keputusan yang terkait
dengan kesehatan, dalam pengembangan, pelaksasmaavaluasi kebijakan-kebijakan

tersebut (lihat juga Bab 2). Dalam Langkah 2 And&h menjajaki mekanisme-

mekanisme partisipasi formal. Pada Langkah 4, Aakien melihat situasi aktualnya:

apakah kaum perempuan benar-benar terlibat dalanbystan keputusan, dan jika ya,
kelompok perempuan yang mana?

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan, atau kekerasan igegleasler, adalah kekerasan yang
ditujukan terhadap perempuan karena ia seorangmpe@n atau kekerasan yang
menimpa perempuan secara tidak proporsional. Ke&arani mengacu pada tindakan-

% Komentar Umum ICESCR 14, paragraf 11; Rekomeridagim CEDAW 19.
%6 Komentar Umum ICESCR 14, paragraf 4 dan 11.
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tindakan yang menimbulkan kerugian, penderitaaR, firmental atau seksual, ancaman
akan dilakukannya tindakan tersebut, paksaan, p¢aampasan kebebasan yang lain.
Kekerasan tersebut mencakup kekerasan dalam ruaradga dan praktek-praktek
tradisional yang membahayakan kesehatan perempmra@arthk-anak, misalnya batasan
pola makan bagi perempuan yang sedang mengancebig, rhenyukai anak laki-laki
dan sunat atau mutilasi alat kelamin perempuan. it€©ol@EDAW menganggap
kekerasan berbasis gender sebagai suatu bentukrindisdsi. Negara-negara
bertanggungjawab untuk mencegah kekerasan terhzetampuan dan mengusut serta
menghukum tindakan kekerasan karena tindakan tdrsebmengganggu hak-hak
kesehatan mental dan fisik perempuan dan menempdildup perempuan dalam
bahayet.’

Ketersediaan, Daya Akses, Penerimaan dan Kualitas

Untuk menganalisa dampak kebijakan terhadap hak<asghatan, sangatlah bermanfaat
untuk membedakan ketersediaan, daya akses, peaeridsen kualitas barang, jasa dan
fasilitas yang terkait dengan kesehatan. Keempatirutersebut sangat penting untuk
mengkaji pelaksanaan kebijakan yang terkait dekgaehatan. Keempat unsur tersebut
menunjukkan pada tingkat praktis, dimana masalatafah timbul dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut. Ketersediaan, daya akses, ipeaar dan kualitas saling terkait dan
saling melengkapi satu sama lainnya. Tulisan dilbanwamenjelaskan persyaratan bagi
masing-masing unsur tersebut.

SYARAT KETERSEDIAAN:

Fasilitas, barang dan jasa, serta program-prograsehatan publik dan perawatan
keseheaggan yang berjalan harus tersedia dalam jugdaly memadai didalam sebuah
negard.

SYARAT DAYA AKSES

Fasilitas, barang dan pelayanan kesehatan haruat digkses setiap orang tanpa

diskriminasi, didalam yurisdiksi Negara AnggétaKetika melihat daya akses, penting

untuk mempertimbangkan (penghilangan) hambatan-atmb yang dihadapi oleh
kelompok-kelompok perempuan yang rentan dan teguikan. Daya akses mencakup:

e Daya akses fisik: fasilitas dalam jangkauan fisakg aman,

e Daya akses ekonomi (keterjangkauan): dapat dijangé@mua orang, termasuk
kelompok-kelompok yang kurang beruntung,

e Daya akses atas informasi: hak untuk mencari, nraaedlan memberikan informasi
dan gagasan-gagasan mengenai isu-isu kesehatara 8lkses atas informasi
sebaiknya tidak mengurangi hak untuk memiliki degaehatan pribadi diperlakukan
secara rahasfa.

SYARAT PENERIMAAN:

" Rekomendasi Umum CEDAW 19.

%8 Komentar Umum ICESCR 14, paragraf 12.

29 Komentar Umum ICESCR 14, paragraf 12 b.

% Lihat Langkah 1 Pertanyaan 9 untuk melihat daf&ompok-kelompok rentan dan terpinggirkan.
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Semua fasilitas, barang dan jasa kesehatan harugghomenati etika medis dan
kepantasan budaya, yaitu menghargai budaya individuoritas, masyarakat dan
komunitas, peka jender dan persyaratan siklus kehid, serta dirancang untuk
menghargai kerahasiaan dan meningkatkan statubdtasemereka yang dimakstid.
Catatan penting: Penerimaan tidak boleh digunakbagai dalih untuk praktek-praktek
yang tidak benar (misalnya ketika informasi darapahan kesehatan reproduksi tidak
diberikan kepada perrempuan muda ‘untuk melindukghormatan mereka)).
Pembatasan istilah penerimaan yang lain adalatkakgtraktek-praktek tradisional
membahayakan hak-hak kesehatan perempuan (mis#dtg@ hal mutilasi alat kelamin
perempuan). Praktek-praktek tersebut dianggapidisiatif.

SYARAT KUALITAS:

Fasilitas, barang dan jasa kesehatan haruslah wtmEaEtra ilmiah dan medis dan
berkualitas baik. Hal ini memerlukan, antara latgf medis yang terampil, peralatan
rumah sakit dan obat-obatan yang teruji secaralfindian belum kadaluwarsa, air yang
dapat diminum dan aman, dan sanitasi yang meniadai.

PERTANYAAN KUNCI

Apakah perawatan kesehatan yang pantas dan tegat merupakan isu yang relevan?
(halaman 35)

Apakah faktor-faktor penentu kesehatan yang adapa&an isu yang relevan? (halaman
35)

Apakah partisipasi merupakan isu yang relevanafgmah 35)

Apakah kekerasan terhadap perempuan merupakaangurglevan? (halaman 35)
Apakah dampaknya pada ketersediaan pelayanan godaarfasilitas? (halaman 36)
Apakah dampaknya pada daya akses terhadap pelaymarang dan fasilitas? (halaman
36)

Apakah dampaknya pada penerimaan pelayanan, bdaanigsilitas? (halaman 37)
Apakah dampaknya pada kualitas pelayanan, barantadéitas? (halaman 37)

Apakah kebijakan tersebut memiliki dampak diskriasir? (halaman 38)

DIMANA INFORMASI DAPAT DIPEROLEH

Informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaamslid@pat ditemukan dalam:

» Statistik kesehatan, jika mungkin yang sudah dipgdah berdasarkan jenis kelamin,
suku, usia dan atau faktor-faktor relevan yang lain

* Laporan-laporan kesehatan dari pemerintah atavep@niayanan kesehatan dan juga
penelitian-penelitian independen,

» |CDP+5 sebagai patokan bagi kesehatan reproduisi:

e Laporan-laporan kemajuan untuk Millenium Developmen Goals:

Pertanyaan dan penjelasan

31 Komentar Umum ICESCR 14, paragraf 12 c.
%2 Komentar Umum ICESCR 14, paragraf 12 d.
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Apakah perawatan kesehatan yang pantas dan tepat Wa merupakan isu yang

relevan?

S4/Q1

Apakah perawatan kesehatan yang pantas dan tepat W merupakan
isu yang relevan terhadap kebijakan? Jika ya, jeldsan mengapa dan
bagaimana.

PENJELASAN: Suatu kebijakan bisa gagal jika tidala asistem perawatan
kesehatan yang memadai untuk melaksanakannyanpilaak, kebijakan itu
sendiri barangkali memiliki pengaruh pada ketesauliperawataan kesehatan
yang pantas dan tepat waktu. Misalnya, penutupaa poostitusi jalanan di
Belanda memiliki pengaruh yang negatif terhadapesksara pekerja seks
terhadap perawatan kesehatan yang pantas danwegat. Fasilitas khusus
terdapat di zona tersebut dimana perempuan mengréngeriksaan medis,
informasi dan konseling oleh staf khusus. Fasilitasehatan biasa kurang
tepat dalam situasi mereka.

Apakah faktor-faktor penentu kesehatan merupakan isi yang relevan?

S4/Q2
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Apakah faktor-faktor penentu kesehatan yang ada marpakan isu yang
relevan terhadap kebijakan? Jika ya, jelaskan mengaa dan bagaimana.
PENJELASAN: Faktor penentu kesehatan dapat mempamg&ebijakan.
Contohnya, dalam peraturan mengenai cuti hamil rdatahirkan diKenya,
terdapat kekhawatiran mengenai penggunaan baharma kyang sangat
berbahaya bagi perempuan yang sedang hamil atayusendi dalam
beberapa jenis industri. Hal ini menggambarkan inagaa kondisi pekerjaan
dan lingkungan merupakan suatu faktor penentu &ddita melihat peraturan-
peraturan mengenai kehamilan dan persalinan.

Daftar faktor penentu kesehatan:

» Akses terhadap air yang aman dan dapat diminunfaddlitas sanitasi yang
memadai,

* Pasokan makanan yang aman, gizi dan perumahamyamgdai,

» Kondisi pekerjaan dan lingkungan yang sehat,

» Akses terhadap pendidikan (secara umum, untuk rgkaikan akses
terhadap layanan kesehatan),

 Distribusi sumber daya,

* Kebebasan untuk mengontrol kesehatan dan tubulorsesg termasuk
kebebasan atas alat reproduksi dan seksual,

» Keadilan jender; posisi sosial perempuan yang lebiidah menempatkan
mereka pada resiko lebih tinggi dalam menghadamistenan, asupan gizi
yang buruk, kesempatan yang lebih kecil dalam memgkan layanan
kesehatan,

» Faktor penentu lain, terutama yang terkait dengdnij&kan yang dipilih.

BERDASARKAN PADA Komentar Umum ICESCR 14 paragrafrhengenai

faktor penentu; Komentar Umum ICESCR 4 dan 7 meaigparumahan, 12

mengenai pangan dan 15 mengenai air.



Apakah partisipasi merupakan isu yang relevan?

S4/Q3

S4/Q4

Apakah partisipasi merupakan isu yang relevan? Jikaya, jelaskan
mengapa dan bagaimana.

PENJELASAN: Partisipasi atau kurangnya partisipdapat mempengaruhi
pelaksanaan suatu kebijakan. Di Belanda, misalpgaa pekerja seksual
jalanan tidak dilibatkan dalam pengembangan kehijakntuk mengurangi
tingkat keributan di sekitar lokasi prostitusi. Bagai langkah yang diambil
gagal untuk mencapai tujuan tersebut, bahkan bebed&ntaranya, karena
tujuan-tujuan tersebut didasarkan pada asumsi galadp mengenai prostitusi
jalanan.

Siapa yang berpatisipasi atau telah berpartisipasdalam pengembangan
dan pelaksanaan kebijakan?

PENJELASAN: Apakah orang-orang yang terkena damymlrerpartisipasi
dalam pengembangan dan pelaksanaan? Anda mungiim imengetahui
komposisi komite-komite yang turut berpartisipataJam hal jenis kelamin,
usia dan suku. Juga akan relevan untuk mencarigpakiah mereka mewakili
pengguna atau penyedia layanan.

Apakah kekerasan terhadap perempuan merupakan isuang relevan?

S4/Q5

S4/Q6
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Apakah kekerasan terhadap perempuan merupakan sebim faktor
kebijakan? Jika ya, jelaskan mengapa dan bagaimana.
PENJELASAN: Pertanyaan ini terutama relevan jikbijekan yang ada tidak
secara jelas menyebutkan hubungannya dengan kakerdasrhadap
perempuan, walaupun kekerasan merupakan isu ydagane Contohnya,
WPF di Pakistan menemukan bahwa kekerasan merupakian yang relevan
dalam analisa yang mereka lakukan terhadap peraidideterampilan hidup.
Pendidikan keterampilan hidup memberikan bekal pagh perempuan muda
untuk dapat keluar dari situasi yang penuh deng&erasan seperti diatas.
Jika kekerasan merupakan isu yang relevan, apakah gmerintah
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegahand/atau
melarang kekerasan terhadap perempuan?
PENJELASAN:
Daftar langkah-langkah mengenai kekerasan terhpei@gmpuan:
» Layanan perlindungan dan dukungan yang memadakbalgan;
* Perlindungan yang memadai melalui mekanisme hukum;
. Langkah langkah yang efektif:
Mengatasi tingkah laku, adat-istiadat dan prakielgek yang
mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan,
— Menghentikan trafiking dan eksploitasi seksual,
— Prosedur pengaduan dan pemulihan, termasuk kongensa
— Mencegah paksaan yang terkait dengan kesuburamegaoduksi, dan
memastikan bahwa perempuan tidak dipaksa untuk goeadgan
prosedur medis yang tidak aman.



— Memastikan bahwa layanan bagi korban kekerasant ahigleses oleh
perempuan yang hidup di pedesaan;

— Hukuman pidana jika perlu dan pemulihan perdateardaperkara
kekerasan dalam rumah tangga,

— Peraturan perundang-undangan untuk menghentikaggpeaan kata
‘kehormatan’ sebagai pembenaran,

— Berbagai layanan untuk memastikan keselamatan emm&nan korban,

— Program rehabilitasi untuk pelaku kekerasan dalamah tangga,

— Layanan dukungan bagi keluarga yang mengalami &sker seksual
atau hubungan seksual sedarah,

— Langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk mentgkan praktek
sunat perempuan,

— Langkah-langkah lain, yang relevan dengan kebijakeang dipilih.

BERDASARKAN ATAS: Rekomendasi Umum CEDAW 19, paraigR4;
Rekomendasi Umum CEDAW 14.

Apakah dampak kebijakan terhadap ketersediaan layaan, barang dan fasilitas?
S4/Q7 Apakah kebijakan yang ada mempengaruhi ketersediaatayanan, barang
dan fasilitas yang relevan bagi (kelompok khusus) grempuan dan
bagaimana?
PENJELASAN: Ketika menjawab pertanyaan ini dan grgraan-pertanyaan
berikutnya, harap pertimbangkan unsur-unsur yardapat dalam pertanyaan
1-6. Cobalah pikirkan akibat jangka pendek dankanganjang dari kebijakan
ini. Pertimbangkan juga akibat dari kebijakankaik secara langsung maupun
tidak langsung.
Daftar indikator ketersediaan:

Layanan, barang dan fasilitas yang berfungsi,

Kuantitas yang tersedia di berbagai wilayah didaNagara Anggota,
Faktor penentu (air, sanitasi, gedung, personat-obatan, dan lingkungan
kerja),

Ketersediaan layanan dan perawatan kesehatan mantaimemadai,
Ketersediaan perawatan medis darurat untuk kecatadtan bencana,
Anjuran untuk tidak menggunakan alkohol, tembakabat-obatan dan
berbagai zat terlarang lainnya,

Pelaksanaan program imunisasi dan berbagai prodeanmya untuk
mencegah penyakit dan kesehatan yang buruk;

Aspek-aspek lain dari ketersediaan layanan, badamgfasilitas, terutama
yang relevan dengan kebijakan yang dipilih.

BERDASARKAN PADA: Komentar Umum ICESCR 14, paragiaf

Apakah dampaknya pada daya akses terhadap layanabarang dan fasilitas?

S4/Q8 Apakah kebijakan ini berpengaruh pada daya akses fanan, barang dan
fasilitas yang relevan bagi (kelompok-kelompok khuss) perempuan dan
bagaimana?
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Apakah dampak kebijakan daya akses fisik terhadesdiths, barang atau

layanan?

PENJELASAN:

Daftar indikator daya akses fisik:

» Daya akses (keberadaan) layanan di tingkat konmsurfjeaak atau waktu
tempuh untuk mendapatkan layanan),

» Akses yang memadai untuk masuk ke dalam gedungpaagipenyandang
cacat,

e Lingkungan yang aman dan mendukung bagi kaum renfasilitas
kesehatan yang ramah bagi kaum muda,

* Hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengaksiéitagakesehatan,
seperti misalnya biaya layanan perawatan keselyatam tinggi, kebutuhan
untuk mendapatkan ijin dari suami atau orang tigmktadanya fasilitas
transportasi publik yang nyaman dan terjangkau;

e Jam buka layanan;

» Aspek-aspek daya akses fisik lain, yang khususerfait dengan kebijakan
yang dipilih.

BERDASARKAN PADA: Komentar Umum ICESCR 14, paragi&, 21- 25;

CEDAW pasal 12; Rekomendasi Umum CEDAW 24, para@taf

Apakah dampak kebijakan daya akses ekonomi terhtaddpas, barang dan

layanan?

Daftar indikator daya akses ekonomi:

* Layanan bebas biaya, bilamana perlu, untuk kehamieersalinan dan
perawatan pasca persalinan yang aman,

» Alokasi sumber daya (apakah tersedia dana yangpcgkna menjalankan
fasilitas-fasilitas ini?),

» Proporsi pendapatan rumah tangga yang harus dsikakauntuk kesehatan,

» Asuransi kesehatan dan fasilitas layanan keselietgnmereka yang tidak
mampu,

» Aspek-aspek daya akses ekonomi lain, yang khususelggan dengan
kebijakan yang dipilih.

BERDASARKAN PADA: Komentar Umum ICESCR 14 paragd##f dan 19

dan Rekomendasi Umum CEDAW 24, paragraf 27.

Apakah dampak kebijakan daya akses informasi teghéakilitas, barang dan

layanan?

Daftar indikator daya akses informasi:

* Akses informasi mengenai kesehatan, termasuk kesehseksual dan
reproduksi,

« Pelatihan dan kapasitas staf untuk memberikannrds,

» Informasi mengenai manfaat dan potensi efek sangangengobatan;

* Informasi mengenai berbagai alternatif yang teesedi

» Aspek-aspek daya akses informasi lain, yang khysusalevan dengan
kebijakan yang dipilih.



BERDASARKAN PADA: CEDAW pasal 10 dan Rekomendasi Wwm
CEDAW 24, paragraf 20; Komentar Umum ICESCR 14ageaf 12.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghitang hambatan-
hambatan bagi pelaksanaan hak kesehatan perempuan?

PENJELASAN: Lihat bagian pengantar di langkah intuk informasi lebih
lanjut mengenai hambatan.

Apakah dampaknya pada penerimaan layanan, barang dafasilitas?

S4/Q9

Apakah kebijakan ini mempengaruhi penerimaan layana, barang dan

fasilitas bagi perempuan dan bagaimana?

PENJELASAN: Penerimaan memiliki unsur medis, seé@grakah obat-obatan

yang cukup beresiko memiliki efek samping yang begsatut diberikan.

Terdapat pula unsur orientasi pada pengguna: agakahan dan barang yang

tersedia sesuai dengan kebutuhan dan harapan paggyma? Contohnya

adalah kebijakan mengenai kesehatan ibBatigladesh yang berkonsentrasi
pada penyediaan layanan bagi perempuan di pusat-gasehatan. Hal ini
ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan - terutagailbu hamil yang tinggal

di wilayah pedesaan, miskin atau tidak berpendidikayang karena berbagai

alasan sosio-ekonomi lebih memilih untuk memeriksakehamilannya dan

melahirkan di rumah.

Daftar indikator penerimaan:

» Persetujuan dari pihak perempuan (misalnya: tiddd sterilisasi paksa,
tidak ada kewajiban tes kehamilan bagi perempuag yaenjadi prasyarat
pekerjaan);

* Penghormatan terhadap martabat perempuan,

» Penghormatan terhadap kerahasiaan,

* Kepekaan terhadap kebutuhan dan sudut pandang,

* Penghormatan terhadap budaya individu, minoritagsyarakat dan
komunitas;

» Aspek-aspek penerimaan lain, yang khususnya releemgan kebijakan
yang dipilih.

BERDASARKAN PADA: Rekomendasi Umum CEDAW 24, paraghns 12

and 22.

Apakah dampaknya pada kualitas layanan, barang darasilitas?
S4/Q10 Apakah kebijakan ini berdampak pada kualitas layana), barang dan
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fasilitas, dan jika ya, bagaimana?
Daftar indikator kualitas:
- pelatihan bagi staf medis,
- kualitas obat-obatan, peralatan, gedung, air daitesa
- layanan untuk mencegah, mendeteksi dan mengobatalama
kesehatan yang khusus menimpa perempuan,
- lelayanan kesehatan reproduksi yang sah,



- layanan kesehatan mental,
- Aspek-aspek kualitas yang lain, yang khususnyavaeledengan
kebijakan yang dipilih.
BERDASARKAN PADA: Komentar Umum ICESCR 14, paragrb2 (d);
Rekomendasi Umum CEDAW 24, paragraf 29 dan 31.

Apakah kebijakan ini memiliki akibat diskriminatif?

S4/Q11

S4/Q12

S4/Q13
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Apakah dampak dari kebijakan ini — seperti telah danalisa dalam
pertanyaan-pertanyaan sebelumnya — sama-sama dirdsan oleh semua
kelompok, atau apakah beberapa kelompok lebih terkea dampaknya
dibandingkan dengan yang lain?

PENJELASAN: Terutama pikirkan dampaknya pada kelokdgelompok
yang rentan dan terpinggirkan.

(lihat: langkah 1 pertanyaan 9).

Apakah dampak kebijakan ini terhadap stereotip pera jender?
PENJELASAN: Sebuah kebijakan dapat menegaskanosifeneeran jender,
misalnya, ketika bahan-bahan informasi kesehatamyehanenggambarkan
perempuan sebagai pasien yang naif. Kebijakanuga jdapat menentang
stereotyp yang ada, misalnya, jika bahan-bahannvdsi kesehatan yang ada
menggambarkan perempuan sebagai profesional yapgrigetahuan luas dan
laki-laki sebagai perawat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, apakah kefakan ini

memiliki akibat diskriminatif?

- Jika ya, berdasarkan hal apa orang-orang tersidigkriminasi?

- Apakah diskriminasi tersebut bersifat langsuray didak langsung?

PENJELASAN: Lihat Bab 2 untuk mendapatkan informéebih lanjut

mengenai diskriminasi dan khususnya perbedaan aamtizkriminasi yang

bersifat langsung dan tidak langsung.

Sebuah kebijakan melanggar hak atas non-diskrimijka secara langsung

atau tidak langsung dampaknya:

» berpengaruh negatif terhadap beberapa kelompaghi tetak bagi yandain.
Contohnya adalah penutupan zona prostitusi jala@n&elanda, yang lebih
berdampak pada pekerja seksual dibandingkan depdeak lain yang
menyebabkan keributan di wilayah tersebut, misalpga pengedar
narkoba dan para mucikari yang kasar,

» berpengaruh positif terhadap kelompok-kelompok yangmang sudah
diuntungkan (sehingga menambah kesenjangan yaaiy d@ela); contohnya,
fokus pada klinik kesehatan yang kebanyakan digamakteh kaum kelas
menengah dan atas saja;

* berpengaruh sama bagi semua kelompok, tanpa memipangkan
perbedaan yang besar diantara kelompok-kelompaleliat; contohnya:
peraturan tentang cuti yang tidak mencakup cutakelan dan persalinan.

* menegaskan stereotip tertentu, yang mempertahgkkiympok-kelompok



khusus) perempuan dalam posisi inferior.
Suatu kebijakan dianggap tidak diskriminatif jikebkakan tersebut memiliki
akibat yang positif terhadap kelompok-kelompok y&angang beruntung saja,
dengan catatan bahwa hal ini hanya merupakan lankfkasus yang bersifat
sementara dengan tujuan khusus untuk mengurang@njkegian antara
kelompok yang diuntungkan dan yang kurang beruntung

Daftar dasar-dasar diskriminasi:

* jenis kelamin dan jender,

» status perkawinan,

* usia,

* ras dan suku bangsa,

* status kesehatan / cacat,

» orientasi seksual,

* bahasa,

* agama,

» politik atau sudut pandang lain,

» asal-usul negara atau sosial,

» hak milik, kelahiran atau status lain,

» dasar-dasar lain, yang khususnya relevan dengajakai yang dipilih.
BERDASARKAN PADA: CEDAW pasal 1 dan 2CCPR pasal 26; ICESCR
pasal 2.

Kesimpulan

Apakah dampak hak-hak azasi manusia dari kebijakantentang hak-hak kesehatan
perempuan? Bedakan akibat-akibat yang positif, neg# dan netral. Dapatkah kita
berbicara tentang pelanggaran hak-hak kesehatan pempuan? Jelaskan mengapa /
yang mana.

Informasi ini memberikan argumen yang penting meagekebutuhan untuk
mengembangkan strategi-strategi alternatif (LangXalTetapi, sebelum melakukan hal
tersebut, kaitkanlah pelanggaran-pelanggaran yaidgntifikasi dalam Langkah 5
dengan kewajiban-kewajiban Negara. Hal ini akamen&kan akibat-akibat dimana
pihak pemerintah (negara anda atau negara lai@} dapinta bertanggung jawab.
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Langkah 5
Kewajiban Negara

Tujuan

Langkah 5 melihakewajiban Negara yang relevan sehubungan dengan kebijakan yang
dipilih. Dalam Langkah 2 Anda telah melihat komitm&pa saja yang telah dibuat oleh
pemerintah. Dibawah ini Anda akan menemukan kewanjlkewajiban yang dilahirkan
dari komitmen-komitmen ini sehubungan dengan hadelkatan. Anda akan memilih
kewajiban-kewajiban yang paling relevan dengan jakbn yang dipilih dan melihat
perbedaan antara apa yang telah dijanjikan olehepetah (Langkah 2) dan apa yang
benar-benar telah dicapai oleh pemerintah (LangkahPerbedaan ini memberikan
argumen yang kuat untuk memperbaiki kebijakan berse Selain itu, Anda akan
menghubungkan kewajiban pemerintah dengan pelaagggang ditetapkan dalam
Langkah 4. Hal ini membantu menentukan pelanggaary dapat membuat pihak
pemerintah bertanggung jawab.

Aspek Hak-Hak Azasi Manusia dari Kewajiban Negara

Akuntabilitas Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab secara langsung eaadai langkah yang mereka ambil
guna menjamin hak-hak azasi manusia. Sampai silidtumereka juga bertanggung
jawab atas berbagai tindakan yang dilakukan olébraktor lain, seperti — penyedia jasa
swasta, praktisi kesehatan tradisional, organma@mnisasi non-pemerintah atau
perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan bbeaagg yang terkait dengan
kesehatan, jika mereka berdampak negatif terhadlkghék kesehatan. Jika pemerintah
memutuskan untuk melakukan privatisasi atas layatem fasilitas kesehatan, maka
pemerintah bertanggung jawab atas akibat-akibag yditimbulkan dari keputusan
tersebut (seperti biaya yang lebih tinggi bagi geasien) dan atas cara pemerintah dalam
mengatur pekerjaan aktor-aktor lain ini.

Dalam menentukan apakah anda dapat meminta peulagiggvaban pemerintah bila
mereka tidak memenuhi kewajibannya, penting untwdmeriksa apakah pemerintah
tidak bersediaatautidak mampumelaksanakan kewajibannya tersebut. Dalam kasus
ketidakmampuan, maka akan sulit untuk meminta pggangjawaban pemerintah atas
suatu pelanggaran. Contohnya adalah ketika kliegekatan kehabisan persediaan akibat
terjadinya gempa bumi yang besar.

Kewajiban inti (memenuhi standar minimum)

Semua pemerintah harus memenuhi standar minimuentersehubungan dengan hak
atas kesehatafkewajiban inti), bahkan di negara-negara yang memiliki sumber daya
yang terbatas dan/atau mengalami banyak masakahstdindar kebutuhan minimum ini
tidak terpenuhi, maka pemerintah melanggar kewajipa. Sesudah standar kebutuhan
minimum ini berhasil dipenuhi, pemerintah harususemeningkatkan standar ini
(realisasi yang progresif). Kewajiban inti yangipglrelevan untuk hak atas kesehatan
adalah seperti yang disebutkan dalam daftar padaryyaan 4 langkah ini.
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Kewajiban realisasi yang progresif (melangkah ke dean)

Pemerintah harus melakukan segala upaya guna nketkag situasi hak atas kesehatan.
Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yangrdjaja, konkrit dan bersasaran
terhadap perwujudan hak atas kesehatan secara pdewajiban realisasi yang
progresif) serta menghapuskan diskriminasi terhgoleyempuan di bidang pelayanan
kesehatan. Hal ini mencakup dihilangkannya hambadanbatan yang dihadapi oleh
perempuan dalam memperoleh hak-hak kesehatan méfekapatan kemajuan tersebut
tergantung pada situasi khusus Negara dan bertaetlsatu negara ke negara |&idlika
kurangnya sumber daya (keuangan dan teknis) ageapebab utama dari kurangnya
pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, maka pememmeafiliki kewajiban untuk mencari
bantuan internasional. Negara-negara yang lebila katau maju di bidang teknis
memiliki kewjiban untuk membantu negara-negara l@@am melaksanakan hak-hak
azasi manusfd

Tidak mundur (tidak mundur ke belakang)

Pemerintah tidak boleh tetap bersikap pasif daléomas dimana hak-hak kesehatan
mengalami kemunduran, dan mengurangi pelaksanadahdka (mundur). Jika
pemerintah mengambil langkah-langkah yang menyebabBlkmunduran, mereka harus
dapat membuktikan bahwa tidak tersedia pilihan, lansalnya, karena adanya krisis
yang besar. Dalam situasi ini pemerintah juga hdapmat menunjukkan bahwa mereka
telah melindungi hak-hak kelompok-kelompok yangngatentan.

Menghormati, melindungi, memenuhi

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, malingi dan memenuhi hak-hak
kesehatan perempudh. Kewajiban-kewajiban ini saling terkait satu sarf@n.
Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa pemerintah tidak boleh mengambil
tindakan apa pun yang akan membatasi atau mencarfipogsung maupun tidak
langsung) kemampuan perempuan untuk menikmati hag kesehatan. Pemerintah
sebaiknya tidak memperkenalkan kebijakan atau ypewatyang akan menyebabkan
timbulnya kerugian fisik, morbiditas yang tidak lpedan kematian yang dapat dicegah.
Kewajiban untukmelindungi berarti bahwa pemerintah sebaiknya tidak mengijnk
Negara atau aktor-aktor non-negara (termasuk kigwksta, perusahaan transnasional
dan lembaga-lembaga donor serta individu-indivightuk melanggar hak-hak kesehatan
perempuan. Hal ini juga berarti bahwa mekanismegaduman dan pemulihan sebaiknya
juga tersedia bagi perempuan yang dilanggar hakfgaajiban untuk melindungi juga
berarti bahwa Negara harus mencegah tindak keketas@adap perempuan (termasuk
berbagai praktek tradisional yang membahayakan) meanghukum para pelakunyfa.
Kewajiban untukmemenuhi berarti bahwa pihak pemerintah harus mengambgkahn-
langkah yang positif untuk memungkinkan dan membaaityat untuk menjalankan hak-
hak kesehatannya. Langkah-langkah ini mencakupgmebgngan kebijakan kesehatan,
menyediakan fasilitas layanan kesehatan seksualrefaioduksi dan langkah-langkah

%3 |CESCR pasal 2, ayat 1 dan pasal 12 ayat 2; K@néhthum ECESCR 14, paragraph 30 dan 31.
3 Komentar Umum ICESCR 3; Komentar Umum 14, paragPaflan 38.

% Komentar Umum ICESCR 14, paragraf 34-36 dan Koarddinum 16,paragraf 18-21.

% Rekomendasi Umum CEDAW 24, paragraf 15.
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untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anakb8gai langkah khusus perlu diambil
untuk memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan kesehlsam miskin dan kelompok-
kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakapelkaspek kewajiban yang
penting dipenuhi adalah ketentuan mengenai infarmsehingga masyarakat dapat
membuat pilihan yang didasarkan pada indormasi sraigkesehatan mereka, dan
upaya-upaya untuk menghilangkan stereotip dan nowona@a kebiasaan yang
menghalangi kemampuan perempuan untuk menikmatkésghatan mereKa.

Pertanyaan Kunci

Siapa yang bertanggung jawab? (halaman 41)

Dampak apa yang dapat menjadi dasar bagi Anda unerkinta pertanggungjawaban
pemerintah? (halaman 41)

Apakah hambatan utama bagi pemerintah dalam memkewhjibannya? (halaman 43)

Dimana informasi dapat ditemukan

Informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaamslidgapat ditemukan di:

» Jawaban-jawaban di langkah-langkah sebelumnyatatesu Langkah 2 mengenai
komitmen pemerintah dan Langkah 4 mengenai damebilakan.

Siapa yang bertanggung jawab?

S5/Q1 Siapa pelaku utama yang terlibat dalam pelanggaranseperti yang
disebutkan dalam Langkah 4?
PENJELASAN: Jika pelaku utamanya adalah pemerintanap dicatat di
tingkat mana atau pada sektor pemerintah yang rkasalahan itu terjadi.
Harap diingat bahwa tingkatan pemerintahan yanpdaker memiliki peran dan
tanggung jawab yang berbeda. Pemerintah daerah lzhkan pejabat
pemerintah individual bisa menjadi pelaku pelangggioenarnya, misalnya,
dalam kasus korupsi atau penganiayaan seksual.pHdrat Langkah 1,
pertanyaan 3 mengenai daftar aktor.

S5/Q2 Jika terdapat aktor-aktor lain selain pihak pemerintah yang terlibat,
apakah hubungan antara pelaku-pelaku tersebut dengapemerintah?
Apakah pemerintah telah mengambil langkah untuk megatur kegiatan
dari para pelaku pelanggaran ini? Apakah langkah-laagkah ini memadai?
PENJELASAN: Pemerintah pusat memiliki tanggung jawatuk memantau
pelaksanaan layanan, alat dan fasilitas kesehatag tepat serta mengambil
langkah-langkah guna mencegah adanya pelanggasagkah-langkah untuk
mengatur kegiatan aktor-aktor lain mencakup: mesaai kontrol, pedoman
perilaku, ijin, dan lain sebagainya.

BERDASARKAN PADA: Komentar Umum ICESCR 14, paragdd, 47, 48
dan 51.

37 Asher 2004, hal 36.
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S5/Q3 Apakah peran pemerintah negara lain atau aktor-akte internasional
sehubungan dengan pelanggaran?
PENJELASAN: Ketidaksetaraan dalam status keselatsyarakat, terutama
antara negara-negara berkembang dan negara-negaj@ merupakan
kekhawatiran bersama semua negara. Pemerintah ikiekeivajiban untuk
membantu satu sama lain dalam melaksanakan hakkbBak&hatan. Jika
dimungkinkan, mereka juga harus menggunakan caeapmditik atau hukum
untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hakahdknegara-negara lain.
Setiap saat, negara-negara anggota harus mampthanedai untuk tidak
melakukan embargo atau langkah-langkah serupa yemghambat pasokan
obat-obatan atau peralatan kesehatan yang menedaghra lain. Anda dapat
melihat pertanyaan 12-13 di Langkah 3 dan di pafagjhir dari Bab 3.

Daftar pengaruh pemerintah negara lain:

» kondisi yang terkait dengan dana bantuan dari donor

» embargo perdagangan,

» tekanan dari pihak luar untuk menanggapi isu-isteméu, seperti misalnya:
AIDS, kekerasan terhadap perempuan atau penggpeatsida,

» tekanan dari perusahaan transnasional atau mutinas untuk
mempromosikan barang atau jasa, misalnya: obatobatau asuransi
kesehatan tertentu,

* hilangnya tenaga medis yang pindah ke luar nedgau ke wilayah lain di
dalam negeri dari sektor kesehatan publik ke progseogram kesehatan
yang didanai luar negeri,

 cara-cara lain yang dapat mempengaruhi kebijakarepetah nasional dan
pelaksanaannya.

BERDASARKAN PADA: ICESCR pasal 2 (1), Komentar UmuBndan 14,

paragraf 38-41.

Dampak apa yang dapat menjadi dasar bagi Anda untuk meminta
pertanggungjawaban pemerintah?

Catatan Dari titik ini dan seterusnya, Anda akan mengaaakewajiban pemerintah
yang belum dipenuhi sehubungan dengan dampak ysegutkan dalam Langkah 4.
Lampiran IV memberikan suatu lembar kerja untuk raesititasi proses ini. Sebelum
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, silahika akibat utama dari kebijakan
yang Anda tentukan dalam Langkah 4 pada kolom pertekembar Kerja B. Lanjutkan
mengisi kolom-kolom yang tersisa dengan jawabarafsm dari pertanyaan-pertanyaan
berikut ini.

Hal ini akan membantu anda menentukan dampak mamg gapat Anda jadikan dasar
untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

S5/Q4  Yang mana dari kewajiban inti berikut ini yang relevan dengan kebijakan

dan belum dicapai?
PENJELASAN: Jika sebuah pemerintah gagal untuk mggepi situasi
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dimana standar kebutuhan minimum belum dipenuhkanpemerintah gagal
memenuhi kewajiban intinya dan oleh karenanya ngglan ketentuan

perjanjian ICESCR. Silahkan abaikan pertanyaarnikai anda merasa bahwa
kewajiban intinya telah terpenuhi dalam situasi &nd

Kewajiban inti untuk hak atas kesehatan

Untuk memastikan, setidaknya, tingkat pelayananmuim:

» akses terhadap fasilitas kesehatan, barang dan gtsa dasar non-
diskriminasi, terutama bagi kelompok yang terpinkmn atau rentan,

» akses terhadap makanan pokok,

» akses terhadap tempat penampungan, perumahanamisahitasi yang
bersifat dasar,

» obat-obatan yang penting,

« distribusi yang adil dari seluruh fasilitas kesahabarang dan jasa,

 strategi kesehatan publik dan rencana aksi nasional

Kewajiban-kewajiban inti berikut ini merupakan piias yang sebanding:

* layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu (sebelan sesudah
persalinan) dan kesehatan anak,

» imunisasi terhadap penyakit menular yang utama,

» langkah-langkah untuk mencegah, merawat dan mermjopényebaran
penyakit menular dan endemik;

* pendidikan dan akses informasi mengenai masalahkemn,

» pelatihan untuk tenaga kesehatan, termasuk peadidilengenai kesehatan
dan hak-hak azasi manusia.

BERDASARKAN PADA: Komentar Umum ICESCR 14, paragfaf

Apakah kewajiban realisasi yang progresif berlaku?

PENJELASAN: Kewajiban realisasi progresif menghkams pemerintah
untuk melakukan segala upaya untuk meningkatkarkes&hatan perempuan.
Apakah pemerintah Anda dapat mencapai kemajehin besar dalam hal
hak-hak kesehatan perempuan dengan mengubah lebijak atau dengan
mengembangkan kebijakan tambahan? Mungkin bebedgrapak dari
kebijakan ini bersifat netral, tetapi seharusnysabpositif. Sebagai contoh,
sebuah pemerintah yang telah membuat layanan kesethasar tersedia bagi
semua orang, harus berusaha keras demi paket fakasehatan yang lebih
inklusif.

BERDASARKAN PADA: Rekomendasi Umum ICESCR 14, pas@0 dan
31.

Apakah prinsip tidak mundur berlaku?

PENJELASAN: Prinsip tidak mundur berlaku jika (bedqea) akibat kebijakan
mengakibatkan penurunan hak-hak kesehatan peremypagrdapat dihindari.
Pemerintah sebaiknya melakukan segala upaya untrncegah terjadinya
kemunduran tersebut. Pemerintah hanya dapat dimkion atas penurunan
hak-hak kesehatan perempuan tersebut (dan olematey@ prinsip tidak
mundur menjadi tidak berlaku) jika:
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» kemunduran tersebut tidak dapat dihindari,

* pemerintah telah melakukan segala upaya guna mamcégrjadinya
kemunduran tersebut,

* pemerintah telah meminta bantuan pihak internabigou@ma mengatasi
masalah tersebut; dan/atau

* pemerintah telah melindungi kelompok-kelompok yateypinggirkan
terhadap kemunduran tersebut (lihat daftar Landkpértanyaan 3).

Sebagai contoh, keputusan untuk menutup zona fsisilanan di berbagai

kota di Belanda berarti mengakibatkan kemundurag bak kesehatan para

pekerja seksual jalanan, karena mereka kehilaraglitds kesehatan mereka,

perlindungan terhadap tindak kekerasan dan prestgaksa. Penutupan ini

dapat dicegah jika langkah-langkah terhadap pdrakpyang menyebabkan

masalah (mucikari, pengedar narkoba, pelanggan Yas@r) dapat lebih

efektif.

BERDASARKAN PADA: Rekomendasi Umum ICESCR 14, pasd@2.

Akibat dampak yang mana yang disebabkan oleh kegatgn pemerintah
untuk memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melndungi dan
memenuhi hak-hak kesehatan?

PENJELASAN: Penjelasan yang diberikan pada awaliliaimembantu Anda
mempertimbangkan akibat-akibat kebijakan yang meamay Anda catat pada
kolom pertama di Lembar Kerja B (Lampiran 1V) yadgpat diberlakukan
terhadap kewajiban untuk menghormati, melindungu ahemenuhi. Catatlah
hal ini di kolom kedua Lembar Kerja B, jika tepaMemang tidak selalu
dimungkinkan untuk membuat perbedaan yang jelaararkegagalan untuk
menghormati, melindungi atau memenuhi, karena Satona lain saling
berhubungan erat. Sebagai contoh, undang-undabgrpéan di Kenya tidak
memiliki aturan mengenai cuti hamil dan melahirkzagi perempuan yang
bekerja di zona pengolahan ekspor (kegagalan unmtekienuhi). Sebagai
akibatnya, perempuan yang sedang hamil dan bekerz@na ini terancam
kehilangan pekerjaannya (kegagalan untuk melingungi

BERDASARKAN PADA: Rekomendasi Umum ICESCR 14, pas@3-37.

Apakah pemerintah telah cukup berupaya dalam mencegh diskriminasi
dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri atau sebagadampak dari
kebijakan?

PENJELASAN: Berdasarkan atas jawaban Anda padaKaddg pertanyaan
14-16, Anda dapat menyimpulkan apakah pihak pernadrielah efektif dalam
mencegah diskriminasi yang terkait dengan kebijakan, atau apakah
pemerintah harus berusaha lebih keras lagi.

Apakah kebijakan ini mencakup langkah-langkah yang efektif untuk
menjamin adanya pengaruh dan partisipasi perempuan?

PENJELASAN: Seperti halnya non-diskriminasi, haktukn berpartisipasi
adalah salah satu kewajiban hak-hak azasi manasig yenting. Mekanisme
untuk memastikan bahwa individu-individu dan kelakykelompok turut
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berpartisipasi dalam proses pengambilan keputuseny ylapat berdampak
pada perkembangan mereka harus menjadi sebuah kemp@ng integral
dari kebijakan apapun. Silahkan lihat Langkah 2gmgtaan 13 dan 14 dan
Langkah 4 pertanyaan 3 dan 4 untuk menyimpulkakapaihak pemerintah
telah melakukan cukup upaya untuk menjamin padssifyang nyata dari
kelompok-kelompok yang terkena dampak dari kebijaka

BERDASARKAN PADA: Komentar Umum ICESCR 14, paragbdf

Komitmen pemerintah yang mana yang terkait dengan dmpak
kebijakan?

PENJELASAN: Komitmen-komitmen yang disebutkan daldmngkah 2
menjadi dasar dalam menjawab pertanyaan ini. Silahlsi komitmen-
komitmen yang terkait dengan akibat-akibat ini diladn kolom ketiga di
Lembar Kerja B. Cobalah untuk mengisinya setepatgkin, mengacu pada
sebuah pasal dan bukan pada suatu perjanjian sexsaiaruhan.

Anda mungkin tidak dapat menemukan suatu komitmangymencakup
kewajiban atau pelanggaran, terutama jika pemériftelum meratifikasi
CEDAVW, ICESR atau perjanjian-perjanjian pentingitaia. Dalam hal ini,
akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban pefagrinAnda mungkin
perlu menggeser perhatian Anda untuk melobi ratsikkonvensi-konvensi
hak-hak azasi manusia yang relevan.

Apakah hambatan utama pemerintah dalam memenuhi keajiban-kewajibannya?

S5/Q11
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Apakah kekurangan sumber daya (bukannya, misalnya,kurangnya
kemauan politik) merupakan penyebab utama dari lemanya suatu
kebijakan dan pelaksanaannya?

PENJELASAN: Sumber daya mengacu pada keuangan, ptahlatan,
infrastruktur dan lain sebagainya. Di Langkah 3 &ngklihat sumber daya apa
saja yang tersedia. Pemerintah perlu memastikegrdegtiaan sumber daya
yang memadai guna melaksanakan kebijakan ini sevanzadai.

Apakah pemerintah telah berupaya untuk meminta banuan teknis dan
keuangan internasional?

PENJELASAN: Pertanyaan ini hanya akan relevan flkesangnya sumber
daya menjadi hambatan yang utama.

Apakah pemerintah negara atau lembaga (donor) intmasional lain
memberikan bantuan yang diperlukan?

PENJELASAN: Pertanyaan ini hanya relevan jika kgraya sumber daya
merupakan hambatan yang utama. Pemerintah menkiiliajiban untuk
membantu satu sama lain dalam pelaksanaan hakzzsk manusia. Oleh
karena itu, Anda dapat mempertimbangkan untuk mdogse kegiatan lobi
Anda ke pemerintah Negara atau lembaga interndsiaina yang dapat
membantu pemerintah Anda.



S5/Q14 Apakah pemerintah akan menyatakan bahwa hambatan-habatan lain
yang menjadi penyebab lemahnya kebijakan ini atau @laksanaannya?
PENJELASAN: Selain hambatan keuangan, pemerintgatdaengacu pada
faktor-faktor yang membatasi seperti yang telah éAhilat di Langkah 3,
seperti misalnya budaya, agama, sosial, lingkungasgram restrukturisasi,
dan lain sebagainya. Akan bermanfaat bagi upapa Amdajika Anda
mengakui bahwa faktor-faktor ini  mempersulit pemidi dalam
melaksanakan suatu kebijakan dengan sukses. Tp&pgrintah tidak dapat
menggunakannya sebagai alasan semata. Pemerintahgoeing jawab untuk
memastikan bahwameskipun dengan hambatan-hambatan kebijakan-
kebijakannya berkontribusi pada hak kesehatan prram

Kesimpulan

Dampak kebijakan yang mana yang dapat menyebabkan gmerintah dimintai
pertanggungjawabannya?

Catat kesimpulan Langkah ini di kolom terakhir LemlKerja B. Perbandingan diatas
mengenai situasi aktual dengan kewajiban-kewajilpang timbul dari komitmen-
komitmen Negara memberikan dasar argumentasi dan idal ini menunjukkan sejauh
mana pemerintah gagal melaksanakan apa yang Analpkiaa darinya. Perbandingan ini
menunjukkan jika dan mengapa dampak dari kebij#tkiesangat tidak diinginkan, bukan
hanya berdasarkan standar anda, tetapi juga bekdasstandar yang telah disepakati
oleh pemerintah itu sendiri. Langkah ini menanddiimdari pengumpulan dan analisa
data.
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LANGKAH 6
Rekomendasi dan rencana aksi

Tujuan

Langkah 6 membantu menggunakan hasil analisa ykag dilanjutkan dengan aksi.
Langkah 6 berguna untuk mengatur informasi sertaemtekan pilihan. Di langkah-
langkah yang sebelumnya, Anda telah mengumpulkéorniasi mengenai sebuah
kebijakan, dampak dan hubungannya dengan kewakibamjiban pemerintah. Di
Langkah 6, Anda akan membuat ringkasan dan mempessiean informasi ini sehingga
dapat disebarkan dan digunakan sebagai bagiankdgratan lobi guna meyakinkan
pemerintah agar mengubah kebijakannya. Sepertirjydulangkah ini terdiri dari dua
bagian. Pertama, Anda akan menyusun rekomendasitatéutan kepada pemerintah.
Jika memungkinkan, berikan saran bagaimana kelijakadapat lebih ditingkatkan
sehingga kebijakan ini akan memiliki dampak yangiHebaik terhadap hak-hak
kesehatan perempuan. Kedua, Langkah ini berfungtikumengembangkan suatu
rencana aksi untuk memastikan bahwa pemerintah andny tindakan yang Anda
inginkan.

Pertimbangan utama untuk rekomendasi dan rencana a%:

* Kelompok Sasaran. Harap diperhatikan kepada siapdaAakan menyajikan
informasi ini (tingkat/departemen pemerintah/orgasi internasional, pemerintah
Negara lain, donor, sektor swasta, dan lain sebggpdan apa yang merupakan hal
yang paling sensitif bagi aktor-aktor ini (apakalandat, agenda, peran, kekuatan
mereka untuk meyakinkan pihak lain).

» Jenis dan dasar argumentasi. Tergantung dari siapg perlu diyakinkan, akan
sangat strategis bila kita menggunakan lebih baayglkmentasi-argumentasi hukum,
medis atau politik. Tergantung dari kepentingaratdich pemerintah (atau aktor lain),
inisiatif ini dapat dikaitkan dengan Tujuan Pembaran Milenium Millennium
Development Goa)s agendaCairo atau agendaBeijing, atau dokumen-dokumen
politik lain.

* Bahasa. Tergantung pada siapa yang perlu diyakidaarapa hal yang sensitif bagi
mereka, mungkin menggunakan bahasa yang lebih daatif atau lebih fasilitatif
bisa menjadi strategis. Anda atau organisasi laiNefara Anda mungkin paling
mengetahui bahasa seperti apa yang paling sebadifpemerintah atau aktor-aktor
lain.

o Keterlibatan. Jika mungkin, libatkan kelompok-kefmok yang paling terkena
dampaknya dan pembuat kebijakan yang bertangguwvgbjauntuk menemukan
solusi.

* Pengetahuan atas hak-hak azasi manusia. Beberaparip@h atau pembuat
kebijakan tidak menyadari kewajiban mereka sehudmindengan hak-hak azasi
manusia. Hal ini berarti bahwa Anda perlu menjaeaskkepada mereka apa
kewajiban mereka sehubungan dengan hak kesehatmmpean.
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» Berjejaring dengan pihak lain. Jika Anda tidak mléinbanyak pengalaman dalam
hal lobi, Anda sebaiknya meminta saran dari orgemsrganisasi yang lebih
berpengalaman. Anda juga dapat berjejaring denggensasi-organisasi lain untuk
memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi Anda metida dukungan dari
suatu koalisi atau memiliki landasan yang kuat.

Pertanyaan Kunci

Apa rekomendasi atau tuntutan Anda kepada pemerinta dan/atau aktor lain?
(halaman 46)

Apa rencana aksi Anda untuk melobi perbaikan kebij&an tersebut? (halaman 47)
Apa kegiatan pengingkatan kesadaran yang Anda renceakan? (page 48)

Apa yang dibutuhkan oleh organisasi Anda untuk mel&sanakan rencana-rencana
diatas? (halaman 48)
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Dimana informasi dapat ditemukan
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Sebagian besar informasi yang Anda butuhkan untwdnjawab pertanyaan-
pertanyaan diatas berasal dari analisa Anda sendiri

Mungkin akan berguna bila Anda merujuk pada rencatrategis pemerintah dan
rencana aksi organisasi-organisasi lain. Jika ganga melobi atau advokasi Anda
terbatas, pertimbangkan untuk meminta saran-sasanodyanisasi-organisasi yang
lebih berpengalaman.

Situs internet yang berguna:

o0 http://www.etu.org.za/toolbox/docs/organise/webiphimi

Memberikan panduan singkat tentang kegiatan lolusSUnit Pendidikan dan
Pelatihan, Afrika Selatan.
http://www.democracyctr.org/resources/lobbying.html

Memberikan gambaran singkat mengenai dasar-dasgiakan lobi.

Situs internet Pusat Demokrasi.
http://www.asiapacificalliance.org/SITE_Default/Rasces_for_Advocacy Defa
ult.asp

Memiliki daftar sumber daya advokasi yang lengk@ipus internet Aliansi Asia
Pasifik. Fokus utama pada Agenda ICPD.
http://www.phrusa.org/campaigns/aids/uganda/totgightsteps_advocacy.php
Memberikan petunjuk umum mengenai kegiatan advokasingan Advokasi
AIDS Uganda. Fokus utama padiV/AIDS.



PERTANYAAN DAN PENJELASAN

APA REKOMENDASI ATAU TUNTUTAN ANDA KEPADA PEMERINTA  H?

S6/Q1
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Buat ringkasan dari informasi yang dikumpulkan dalam langkah-langkah

sebelumnya.

PENJELASAN: Anda mungkin telah mengumpulkan infosmiabih banyak

dibandingkan dengan apa yang dapat Anda preseatakiépada pemerintah

atau aktor-aktor lain. Agar sukses dalam melobidaAmperlu menentukan
informasi yang mana yang perlu dipresentasikanb@gaimana caranya.

Dibawah ini terdapat beberapa pertimbangan untukyajikan informasi yang

ada:

* Format: Informasi dapat disajikan dalam bentukutest lisan dan/atau
visual. Format yang berbeda mungkin berguna katikkhobi pemerintah
dibandingkan untuk kegiatan advokasi. Dalam Lammpitd Anda akan
menemukan Lembar Fakta yang dapat Anda gunakak umngumpulkan
hasil temuan utama Anda. Tergantung kepada siapa Akan menyajikan
informasi tersebut, Anda mungkin ingin menyorothtein-temuan tertentu.

* Durasi: Cobalah untuk mempresentasikan informassebait sesingkat
mungkin; cantumkan informasi yang diperlukan untumendukung
argumentasi Anda dan - bila diperlukan — contoh data yang untuk
memperjelas informasi tersebut.

Untuk setiap pelanggaran dan akibat yang tidak dikbendaki seperti yang
tertera di dalam langkah 5, cobalah untuk menyusurrekomendasi untuk
mengubah kebijakan yang ada sehingga memiliki dampayang lebih baik
terhadap hak-hak perempuan.

PENJELASAN: Yang akan membantu Anda dalam menyuskomendasi

adalah bila Anda menuliskan dampak yang palingtiakiri suatu kebijakan

yang dimungkinkan (situasi yang ideal) dan kemudmembandingkan hal ini
dengan temuan-temuan utama Anda. Bagaimana dangvek tgrbaik dapat
dicapai?

Daftar rekomendasi:

» Tahap kebijakan: Ingatlah pada tahap mana kebijakdrerada, karena hal
ini akan menentukan jenis solusi/rekomendasi dpada siapa Anda ingin
melakukan pendekatan.

» Realisme: Cobalah bersikap serealistis mungkinamabanyak kasus tidak
ada solusi yang mudah. Hal ini tidak melepaskan goetah dari
kewajiban-kewajibannya. Rekomendasi yang diberikanngkin adalah
untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam giaesyebab dan
kemungkinan solusi dari dampak yang tidak diingmka

» Jenis dan dasar argumen: tergantung pada siapahgang kita yakinkan,
akan lebih strategis untuk menggunakan lebih bamygkmentasi hukum,
medis atau politik.

» Kelompok yang terkena dampaknya: Cobalah untuk mekan solusi
yang cocok bagi kelompok-kelompok yang paling teekelampak dari
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kebijakan ini. Jika memungkinkan, libatkan kelomp@ing paling terkena
dampaknya ini dalam penyusunan rekomendasi.

Di Bangladesh, contohnya, Naripokkho memberikaromendasi kepada
pemerintah: ‘Karena sebagian besar perempuan meaahdi rumah dan
hal ini merupakan budaya yang lebih disukai, madaihl penting kita
memastikan terdapat para perawat yang terlatihudiah dibandingkan
dengan berupaya memotivasi untuk mengunjungi fasikesehatan. Selain
itu, fasilitas Pemerintah memang tidak cukup urgeikhua perempuan yang
sedang mengandung.’

» Kepemilikan: Anda dapat melibatkan para pembuatijdledn yang
bertanggung jawab dalam mencari alternatif. Halakan meningkatkan
rasa kepemilikan mereka atas saran-saran yangldibetan kemungkinan
penerimaannya.

» Keterbatasan: Di dalam langkah 5, pertanyaan 1BRdda menganalisa
hambatan-hambatan utama yang dihadapi oleh peleumituk memenuhi
kewajiban-kewajibannya. Pemerintah mungkin akan gaea pada
keterbatasan-keterbatasan tersebut ketika dikaafsikan dengan temuan-
temuan Anda. Apakah argumentasi atau saran Andak umtengatasi
keterbatasan ini? Harap diingat, bahwa terlepas s#gmua hambatan ini,
pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan balketijakan-
kebijakannya berkontribusi pada hak-hak kesehawmengpuan. Hal ini
mencakup meminta bantuan internasional bila digaru

* Tolok Ukur (benchmarks): Keberadaartolok ukur akan mempermudah
upaya untuk memantau capaian. Untuk setiap rekoasenghng Anda
berikan, cobalah untuk menyusun tolok ukur untukgoé&ur dampak yang
lebih baik dari kebijakan tersebut. Tolok ukur mkan lebih baik bila
didasarkan pada tolok ukur yang telah dirumuska @emerintah (lihat
jawaban Anda untuk pertanyaan 11 step 2) atau talak WHO atau
organisasi internasional dan nasional lainnya. Aaa tidak mampu
menyusun tolok ukur ini sendiri, Anda juga bisa gesulkan kepada
pemerintah untuk menggunakan tolok ukur merekaisemidenyesuaikan
tolok ukur tersebut atau merumuskan tolok ukur baru

Jika perubahan dalam kebijakan bukan solusinya, tidakan apa yang

seharusnya diambil oleh pemerintah?

PENJELASAN: Cobalah pikirkan mengenai, misalnyapgiapusan sebuah

kebijakan, mekanisme pemberian kompensasi bagiréedeelompok yang

terkena dampaknya, peraturan untuk mengontrol kend@ihak yang lain.

Sampai sejauh mana organisasi anda bersedia dan dap membantu
pihak pemerintah atau pelaku lain dalam menyusun da melaksanakan
rekomendasi?

PENJELASAN: Bantuan yang diberikan dapat berupgdréisipasi dalam
panitia yang bertugas untuk menyusun strategi yemg, hingga bertanggung
jawab atas sebagian pelaksanaan dari kebijakan ini.



APAKAH RENCANA AKSI ANDA DALAM MELOBI PERBAIKAN
KEBIJAKAN?

S6/Q5

S6/Q6

S6/Q7

S6/Q8
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Departemen pemerintah, individu atau prosedur yangmana yang paling
membantu dalam mencapai pelaksanaan rekomendasi ddantutan?
PENJELASAN: Untuk memastikan bahwa rekomendasiwrekudasi Anda
dilaksanakan, penting untuk diingat kepada siapdaAnemberikan informasi
tersebut, individu yang mana di tingkat pemerintalyang mana, dan apa
tepatnya peran serta kompetensi mereka. Apakah kememsampu untuk
melaksanakan rekomendasi Anda atau apakah merekabutéhkan
persetujuan dari tingkatan yang lebih tinggi? Afpakaberapa tanggung jawab
pemerintah telah didelegasikan kepada pemerinterad@ Departemen atau
kementerian pemerintah yang mana yang seharusnyia Auju? Apakah
sebaiknya Anda melobi para pembuat kebijakan atagreka yang
melaksanakan kebijakan atau yang mengevaluasgakeiip

Apakah ada lembaga pemerintah lain, lembaga donortau aktor-aktor
lain yang ingin Anda dekati, untuk menunjukkan bagamana bantuan
dana atau tindakan mereka seharusnya/dapat berkontbusi untuk
dampak kebijakan yang lebih baik?

PENJELASAN: Lihat jawaban Anda untuk langkah 3 geyban 13 dan 14
dan langkah 5 pertanyaan 3. Aktor-aktor lain iningkin dapat membantu
memberikan tekanan eksternal kepada pemerintah kepada aktor-aktor
swasta dan mungkin memiliki pengaruh terhadap sitita sendiri. Ketika
menetapkan sasaran lobi Anda kepada aktor-aktoridgi harap diingat apa
tepatnya peran/mandat mereka dan apa yang palisgiEbagi mereka.

Kapan waktu yang paling tepat untuk mempresentasika temuan-temuan
Anda?

PENJELASAN: Pertanyaan ini membutuhkan pengetahysarg mendalam
mengenai agenda pemerintah atau agenda aktordaktoyang ingin Anda
dekati. Apakah ada tenggat waktu lain yang berkadangan perubahan
kebijakan ini? Konferensi, debat di parlemen, kagpn pejabat tingkat tinggi,
dan lain sebagainya, juga dapat menjadi waktu ydaegat untuk
mempresentasikan temuan-temuan Anda.

Pilihan apakah yang tersedia untuk meningkatkan teknan terhadap
pemerintah (jika diperlukan)?

PENJELASAN: Mengkaji pilihan-pilihan Anda — selakegiatan lobi yang
Anda rencanakan — merupakan ide yang bagus untukastd&kan bahwa
pemerintah meningkatkan dampak kebijakan.

Cobalah pikirkan, misalnya, tuntutan hukum demi dm@mgan umum,
pendekatan ke media, mobilisasi masyarakat yankgertar dampak, atau
menginformasikan hal ini kepada masyarakat intéonat Organisasi Anda
juga dapat bergabung dalam satu koalisi atau kksakgrja bersama untuk
melakukan advokasi atas pelaksanaan rekomendasmisalnya Gerakan



Kesehatan Masyarakat.

S6/Q9 Kapan dan bagaimana Anda tahu apakah pemerintah telh mengambil
tindakan yang terkait dengan rekomendasi yang dibekan?

PENJELASAN: Sama seperti pertanyaan 8, hal ini meuofikan informasi
mengei agenda dan prosedur pemerintah. Apakald&gat hadir dalam sesi-
sesi pertemuan dimana rekomendasi ini akan didisko® Berapa lama waktu
yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputuggekah pemerintah
akan mengumumkan perubahan kebijakan? Apakah tdrdapa lain untuk
mengetahui apakah pemerintah telah mengambil tamdaksuai dengan yang
direkomendasikan?

S6/Q10 Kapan dan bagaimana Anda akan memeriksa apakah pehahan yang
terjadi telah meningkatkan kesempatan perempuan unik menikmati hak
kesehatan mereka?

PENJELASAN: Pemeriksaan ini sangat diperlukan, haréahkan jika
pemerintah menerima rekomendasi-rekomendasi yaveyikian, tidak selalu
berarti bahwa hasil yang diharapkan akan dapatapeaic Terdapat
kemungkinan bahwa perubahan yang diusulkan tidakupcu untuk

meningkatkan hak kesehatan perempuan atau tertigpat-faktor lain yang

menghambat kesuksesan implementasi. Dalam haAmda mungkin dapat
mempertimbangkan untuk mengulang kembali semua a&hagian dari
analisa HeRWAI Anda, untuk mengerti mengapa peratagkyang diharapkan
tidak tercapai.

KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN APA  YANG  ANDA
RENCANAKAN?

S6/Q11 Bagaimana masyarakat akan mendapatkan informasi megenai hasil
temuan dan rekomendasi?
PENJELASAN: Informasi di bidang kesehatan merupakapek penting
dalam hak kesehatan. Oleh karena itu, lobi kepastaepntah sebaiknya
disertai dengan kegiatan advokasi, untuk meningkakkesadaran masyarakat
akan hak-hak kesehatan mereka dan pelanggararggatam hak tersebut.
Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan berbagadia, penyelenggaraan
konferensi atau lokakarya, membuat dan membagikégbaran atau video,
dan lain-lain. Menyebarluaskan temuan-temuan dianteganisasi-organisasi
perempuan dan LSM-LSM lain yang berkepentingannddlak-hak kesehatan
perempuan juga bisa menjadi strategi yang berguna.

APA  YANG DIBUTUHKAN OLEH ORGANISASI ANDA UNTUK
MENGIMPLEMENTASIKAN RENCANA DIATAS?

S6/Q12 Berapa banyak waktu dan sumber daya apakah (keuanga dan
keterampilan) yang dibutuhkan oleh organisasi anda untuk
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mengimplementasikan rencana diatas? Apakah hal-hahi dapat tersedia?
PENJELASAN: Membuat kerangka waktu dan anggaram akembantu
penyusunan rencana aksi yang realistis dan dapguree jika Anda perlu
meminta bantuan dari pihak luar.

Kesimpulan

Anda kini telah menyelesaikan analisa Anda, senteana aksi dan rekomendasi Anda.
Jika semuanya berjalan lancar, Anda kini telah rikinargumentasi yang kuat mengenai
dampak suatu kebijakan tentang hak kesehatan pessmgan apa yang dapat Anda
harapkan dari pemerintah Anda untuk meningkatkampak ini. Anda juga melihat
keterlibatan dari aktor-aktor lain di tingkat nasabdan internasional. Rencana aksi Anda
seharusnya membantu terciptanya kegiatan lobi yafektif guna meyakinkan
pemerintah Anda dan aktor-aktor lain untuk menitigka implementasi hak-hak
kesehatan perempuan.
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6 Komentar Penutup

Penyusun buku ini berharap bahwa HeRWAI terbuktighea sebagai alat untuk
menganalisa kebijakan dan melobi dampak yang lehik dari kebijakan tentang hak-
hak kesehatan perempuan. Kami sangat menghargakamsasukan Anda mengenai
HeRWAI, terutama sehubungan dengan hal-hal beiniut

* Apakah Anda pernah atau berencana menggunakan HERWa ya, untuk apa?
Apakah Anda menggunakan / akan menggunakan instrimnesecara keseluruhan,
sebagian atau hanya Panduan Diskusinya saja?

* Apakah temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasauhnda?

» Apakah Anda menggunakan analisa HeRWAI untuk skatopanye lobi/advokasi?
Jika ya, apa hasilnya?

» Apakah saran-saran Anda untuk memperbaiki HeRWAI?

« Dapatkan Anda menyarankan organisasi-organisasi jajaring-jejaring lain yang
mungkin tertarik dengan HeRWAI?

Mohon kirimkan komentar Anda ke . Berdasarkan tanggapan-tanggapan
ini, HOM bertujuan untuk semakin memperbaiki HeRWKbami juga berharap untuk
melakukan studi perbandingan mengenai cara-cara L&\pat mempengaruhi
implementasi hak-hak kesehatan perempuan.
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Lampiran | Daftar Singkatan

AIDS
CAT
CEDAW
against

CEDAW/Komite

CERD
CESCR
CRC
FIDA-Kenya
HeRWAI
HIV

HOM

GATS
ICPD
ICCPR
ICESCR
ILO

IMF
IWRAW-AP
LSM
PRSP

Si Mujer
PBB
UNDP
UNFP(A)
UNHCHR
UNICEF
WGNRR
WHO
WPF
WTO
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Acquired Immune Deficiency Syndrome

Convention against Torture

Convention on the Elimination of All Fornef Discrimination

Women

Committee on the Elimination of Digaination against Women
Convention on the Elimination of Racial @imination
Committee on Economic, Social and Culturgh®
Convention on the Rights of the Child

Federation of Women'’s Lawyers Kenya

Health Rights of Women Assessment Instmime

human immunodeficiency virus

Humanistisch Overleg Mensenrechten

(Singkatan dalam bahasa Belanda untuk Komite Husn@mitang

Hak-Hak Azazi Manusia)

General Agreement on Trade in Services

International Conference on Population Begtelopment
International Covenant on Civil and PdditiRights
International Covenant on Economic, Scama Cultural Rights
International Labour Organization

International Monetary Fund

International Women’s Rights Action Whte Asia Pacific
Lembaga Swadaya Masyarakat

Poverty Reduction Strategy Paper

Servicios Integrales para la Mujer

Perserikatan Bangsa-bangsa

United Nations Development Programme

United Nations Population Fund

United Nations High Commissioner for HunRights

United Nations Children’s Fund

Women'’s Global Network on Reproductive Rggh

World Health Organization

World Population Foundation

World Trade Organization



Lampiran Il Daftar Istilah

Pengantar

Datftar istilah ini dimaksudkan untuk membantu Amg@mahami istilah-istilah sulit yang
mungkin Anda temukan dalam HeRWAI. Kami telah mémiefinisi-definisi yang
menurut kami dapat menjelaskan istilah-istilah dbtd sejelas-jelasnya dalam konteks
HeRWAI. Daftar ini memuat sebagian dari istilahladt yang dimaksud.

Accession yaitu ketika sebuah negara menjadi pihak suatjamen setelah perjanjian
tersebut dinegosiasikan dan ditandatangani olefaraagegara lain (umumnya ketika
perjanjian tersebut telah berlakuAccession memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan ratifikasi. Persyarata terjadingecessiondan prosedur yang digunakan
tergantung pada ketentuan-ketentuan perjanjiashiat® Lihat juga Ratifikasi.

Advokasi: Sebuah proses yang bertujuan untuk mempengamputksan mengenai
kebijakan dan undang-undang di tingkat nasional olernasional; aksi-aksi yang
dirancang untuk menarik perhatian masyarakat padaat isu dan untuk mengarahkan
para pembuat kebijakan kepada sebuah pemecdahsavokasi memerlukan adanya
mekanisme eksplisit untuk partisipasi organisaganisasi masyarakat sipil.

Ketersediaan, Penerimaan, Daya Akses dan Kualitagyanan, barang dan fasilitas
kesehatan

Syarat ketersediaan:Fasilitas, barang dan jasa, maupun program kesebpataik dan
perawatan kesehatan harus tersedia dalam jumlah memadai di dalam negara pihak
perjanjian

Syarat daya aksesFasilitas, barang dan jasa kesehatan harus dapates oleh setiap
orang tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi neggihak perjanjiai® Pada saat
memperhatikan daya akses, penting sekali untuk regmpangkan penghapusan
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok-ks&mperempuan yang rentan dan
terpinggirkan. Daya akses meliputi:

» Daya akses fisik: fasilitas yang berada di dalangkauan fisik yang aman bagi
semua bagian dari populasi, terutama kelompok-ketdmnentan dan terpinggirkan..

» Daya akses ekonomi (keterjangkauan): terjangkau $&gua, termasuk kelompok-
kelompok yang kurang beruntung secata sosial. $ebmmtoh, keluarga miskin
seharusnya tidak terbebani secara tidak propoisideagan biaya kesehatan
dibandingkan dengan keluarga kaya.

38

%9 Women, Law and Development International, 1997, 168
40 |CESCR komentar umum 14, paragraf 12
“1 |CESCR komentar umum 14, paragraf 12
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» Daya akses informasi: hak untuk mencari, meneriarardenyebarkan informasi dan
ide-ide yang terkait dengan isu-isu kesehatan. &gas informasi seharusnya tidak
mengganggu hak atas kerahasiaan data kesehatadiprib

Syarat penerimaan Semua fasilitas, barang dan jasa kesehatan hrmghormati etika
kedokteran dan pantas secara budaya, yang beranghurmati budaya perorangan,
minoritas, masyarakat dan komunitas, peka terhgarajer dan persyaratan siklus hidup,
maupun dirancang untuk menghormati kerahasiaanngamngkatkan status kesehatan
orang-orang yang bersangkutan. Fasilitas, barangjada tersebut harus pantas secara
budaya, mempertimbangkan tindakan pencegahan péngekktik penyembuhan dan
obat-obatan tradisionAf.

Catatan penting: Penerimaan tidak boleh digunakbagai alasan untuk praktik-praktik
pengecualian (contoh ketika layanan dan informasekatan reproduksi tidak diberikan
kepada remaja putri '"demi menjaga kehormatan mgrelRatasan lain terhadap istilah
penerimaan adalah pada saat praktik-praktik trani#didapat mengancam hak kesehatan
perempuan (contoh dalam hal mutilasi alat kelam@énempuan). Praktik seperti ini
dianggap diskriminatif.

Syarat kualitas: Fasilitas, barang dan jasa kesehatan harus sesteaia ilmiah maupun
medis dan berkualitas baik. Hal ini memerlukanaemntain, tenaga medis terlatih, obat-
obatan yang tidak kadaluwarsa dan peralatan rualdahyang diijinkan secara medis, air
bersih yang dapat diminum, dan sanitasi yang meinfada

Beijing Platform for Action: Dokumen konsensus yang diadopsi pada Fourth World
Conference on Women di Beijing, yang mengkaji daenegaskan kembali hak-hak
azazi perempuan dalam semua aspek kehidupan; aitargéni oleh para perwakilan
yang hadir di Konferensi tersebut dan mengikat reeg®ral, tetapi tidak secara hukum.
Dokumen ini diikuti dengan dokumen Beijing Plusdm&kemajuannya ditinjau setelah 10
tahun, pada saat sesi ke-49 dari Commission oSttdtas of Women (20055

Tolak ukur (benchmark): Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang ditetapadiri,
yang harus dicapai pada waktu tertentu di masa ateng. Tolak ukur nasional dan
internasional merupakan kerangka untuk mengukurakean dalam pelaksanaan hak
atas kesehatan dan biasanya digunakan untuk mefeikiifitas kebijakari®

Cairo Program of Action: Dokumen hasil Konferensi Internasional tentangubasi
dan Pembangunan, diadopsi oleh PBB pada bulanrS8eete1994 di Kairo, Mesir.

Hak-hak Sipil dan Politik: Hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang klasik.hElak-
warga negara atas kemerdekaan dan kesetaraan. gPexgpnya, warga negara
seharusnya dapat melaksanakan hak-hak mereka gangguan dari pemerintah. Hak-
hak sipil dan politik meliputi hak atas kehidupdmk atas persidangan yang adil,

42 |CESCR komentar umum 14, paragraf 12

43 |CESCR komentar umum 14, paragraf 12

4 http://lwww.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html
“ Asher, 2004, hal. 89
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kebebasan memilih agama, berpikir dan berekspmesmberikan suara dalam pemilu,
mengambil bagian dalam kehidupan politik dan mesgslinformasf®

Komite: Badan pengawasan perjanjian yang dibentuk betdaseberbagai konvensi
untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian. Komite-teomierdiri dari abhli-ahli
independen. Mereka memeriksa laporan-laporan @égana-negara mengenai penerapan
perjanjian dan menangani kasus-kasus yang melibgbedanggaran hak. Lihat pula
CEDAW, Komite HAM, dan ICESCR.

Istilah ‘komite HAM’ dimaksudkan untuk mengacu sec&husus pada badan pengawas
perjanjianinternational Covenant on Civil and Political Rig{t CCPR).

Konvensi: Lihat Perjanjian

Dokumen konsensus Dokumen yang diadopsi melalui deklarasi. Meskipiiohak
mengikat secara hukum, dokumen-dokumen ini peritergna pemerintah-pemerintah
merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatkarana dokumen tersebut dibuat
berdasarkan kesepakatan politik. Oleh karena ibkumhen-dokumen ini juga disebut
dokumen politik. Salah satu dokumen konsensus pafigg tua dan paling berpengaruh
adalah Deklarasi Universal HAM. Contoh terkenahtgia adalah Beijing Platform for
Action dan Millennium Development Goals.

Convention on the Elimination of All Forms of Discimination against Women
CEDAW diadopsi tahun 1979 dan diberlakukan tahu8119CEDAW merupakan
dokumen internasional pertama yang mengikat séudaam yang melarang diskriminasi
terhadap perempuan dan mewajibkan pemerintah-petaleruntuk mengambil langkah-
langkah afirmatif untuk memajukan kesetaraan pewem} Saat ini, 180 negara
menjadi negara pihak perjanjian CEDAW. Tahun 13@%uah protokol opsional (lihat:
Protokol Opsional) untuk CEDAW diadopsi, yang kemand berlaku tahun 2000.
Protokol ini menetapkan dua buah prosedur baruuadebprosedur bagi keluhan
individual kepada Komite dan sebuah prosedur péfikeh yang dapat dijadikan
landasan bagi Komite untuk memulai sebuah pen¥ealdi atas suatu situasi
mengkhawatirkan di negara tertentu.

CEDAW (Komite): Badan perjanjian Convention on the EliminationAdf Forms of
Discrimination against Women. Komite ini terdiri rda23 ahli independen yang
mengawasi pelaksanaan Konvensi tersebut oleh neggexa pihak perjanjian. Para ahli
tersebut dipilih berdasarkan pengetahuan mereka b&eagai topik relevan. Mereka
dinominasikan oleh pemerintah negara-negara petanghkn, tetapi bekerja secara
independen dari pemerintah-pemerintah tersebut.

Kewajiban inti: Kewajiban-kewajiban yang memastikan substansi rmbhimum dari
setiap hak. Lihat bab 5, langkah 5, pertanyaantdkudiaftar kewajiban inti tentang hak
kesehatan.

4% Kooijmans, 2000, hal. 255
47 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index
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Traktat : Lihat Konvensi. Lihat pula International Covenamt Economic, Social and
Cultural Rights (ICESCR) dan International Covenant Civil and Political Rights
(ICCPR).

De facta ‘Pada kenyataannya’ atau ‘faktanya’. Cara untidnyatakan sebuah situasi
yang ada pada kenyataannya, baik dengan otoritasrhataupun tidaf® Lihat pula: de
jure.

De jure: ‘Berdasarkan hukum’ atau ‘berdasarkan HdkCara untuk menyatakan
bagaimana sebuah situasi atau sesuatu itu, atamsala, berdasarkan hukum. Dalam
praktik, situasi yang aktual tidak selalu sesuaigd® hukum. Contoh, menurut hukum
negara tertentu, setiap orang dapat memperolels glseg setara terhadap perawatan
kesehatan, tetapi pada praktiknya (de facto), kégkna kebiasaan-kebiasaan setempat,
perempuan memerlukan ijin dari suami atau ayah kaeuatuk pergi ke dokter. Lihat
pula: de facto.

Deklarasi (dokumen) Dokumen yang berisi standar-standar yang telsépdikati tetapi
tidak mengikat secara hukum. Konferensi-konferedPBB, seperti Konferensi PBB
tentang HAM tahun 1993 di Wina dan Konferensi Dumiéuk Perempuan tahun 1995 di
Beijing, biasanya menghasilkan dua perangkat dasitayang ditulis oleh perwakilan-
perwakilan pemerintah dan yang ditulis oleh LSM-LSMajelis Umum PBB sering
mengeluarkan deklarasi yang berpengaruh tetapk tigngikat secara hukutfi.

Deklarasi (pernyataan) Kadangkala sebuah negara ingin membuat sebualygtean
umum mengenai sebuah perjanjian. Misalnya, cararae@rsebut menafsirkan sebuah
definisi/kata yang tercantum dalam perjanjian tenseHal ini dilakukan melalui sebuah
deklarasi. Dalam kasus dimana sebuah perjanjiaarare adanya persyaratan, beberapa
negara (secara salah) menggunakan deklarasi detgaan membatasi isi dari
ketentuan-ketentuan tertentu atau ruang lingkueg@annya’

Faktor penentu kesehatan Kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk hidup aeh
seperti akses terhadap air bersih, makanan dampban yang memadai, dan kondisi
kerja yang aman dan sehat. Distribusi sumber desrdedaan gender dan akses terhadap
pendidikan dan informasi yang berhubungan dengasehetan (termasuk informasi
tentang kesehatan seksual dan reproduksi) jugapalesin faktor penentu kesehatan.
Faktor penentu tidak harus terkait secara langsi@ngan perawatan kesehatan. Namun,
analisa terhadap hal-hal ini membantu menjelas&tak [penghalang bagi perolehan hak
atas kesehatan.

“8 http://lwww.hyperdictionary.com/search.aspx?defaesfacto

9 http://lwww.hyperdictionary.com/search.aspx?defatesjure

%0 Shirman, D., Economic and Social Justice, a huriggnts perspective, a human rights glossary:
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/

tblb/Section3/hrglossary.html

*! Informasi tentang ratifikasi, persyaratan dan degdi terhadap perjanjian-perjanjian tertentu dapat
diperoleh di website UNHCHR: http://www.ohchr.onggish/bodies/index.htm

87



Diskriminasi: Diskriminasi berarti ‘pembedaan, pengecualiaru gtambatasan apapun
yang diciptakan berdasarkan jenis kelamin, yang iflemdampak atau tujuan
mengganggu atau meniadakan pengakuan, perolehan paiaksanaan hak oleh
perempuan, tanpa memandang status perkawinan metekadasar kesetaraan laki-laki
dan perempuan, hak azazi manusia dan kebebasaanienthl di bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, sipil atau di bidang lgnii?

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak-hak yang memberikan jaminan sosial dan
ekonomi bagi manusia. Hak-hak ini menuntut kebijakpemerintah yang akiif.
Contohnya adalah hak atas makanan, pendidikan, atertipggal dan perawatan
kesehatan serta hak untuk melestarikan dan mengekéraidentitas budaya senditi.

GATS: General Agreement on Trade in Services, dikemkemgdengan tujuan
menciptakan sebuah sistem peraturan perdagangandsional yang kredibel dan dapat
diandalkan; memastikan perlakuan yang adil bagi usenpeserta (prinsip non
diskriminasi); merangsang kegiatan ekonomi melakatan-ikatan kebijakan yang
terjamin; dan mendorong perdagangan dan pembangorealui liberalisasi yang
progresif. Dianggap kontroversial karena pembatassmbatasannya terhadap kebebasan
rakyat dan pemerintah-pemerintahnya untuk membilidtp-pilihan yang demokratis
tentang cara penyediaan layanan-layanan dan dawygrak mungkin ditimbulkannya
terhadap kualitas dan ketersediaan layanan-laygaramesensial di seluruh dunifa.

Jender. Sementara ‘jenis kelamin’ mengacu pada perbeldedngis antara laki-laki dan
perempuan, jender menggambarkan peran-peran, lkadtamatanggung jawab-tanggung
jawab yang oleh masyarakat dan komunitas diangesyes bagi laki-laki dan perempuan
sebagai hasil konstruksi sosial. Kita dilahirkabaggi laki-laki dan perempuan, tetapi
menjadi anak perempuan, anak laki-laki, peremp@avada atau laki-laki dewasa adalah
sesuatu yang kita pelajari dari keluarga dan makgaikita. Perilaku hasil belajar inilah
yang membentuk identitas jender dan menentukamyeaan jender; hal ini tidak serta-
merta sama di seluruh dunia, atau bahkan dalarmegtra atau daerah sekalip@in.

Rekomendasi Umum/Komentar Umum Dokumen yang menjelaskan bagaimana
sebuah perjanjian tertentu seharusnya diinterpkatasdan diterapkan. Dokumen ini
ditulis oleh Komite-komite yang mengawasi pelaksanperjanjian-perjanjian hak azazi
manusia. Rekomendasi umum yang sangat relevan deterteks HeRWAI adalah
Rekomendasi Umum 24 CEDAW mengenai perempuan dsshkéan serta Komentar
Umum 14 ICESCR tentang hak atas kesehatan dengadasttertinggi yang dapat
diperoleh.

Pemerintah: Kata pemerintah dalam HeRWAI digunakan dalam raakang luas.
Pemerintah mencakup kekuatan untuk menyusun ungasigng dan mengamobil

2 CEDAW pasal 1

*3 Kooijmans, 2000, hal. 255

> http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsgatm dan
http://www.peopleandplanet.org/tradejustice/gats/

* http://www.unicef.org/gender/index_bigpicture.html
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kebijakan, serta lembaga-lembaga pemerintah yarigriggung jawab atas pelaksanaan
kebijakan. Pemerintah juga mencakup tingkatan-ategk yang berbeda: pemerintah
lokal, daerah dan nasional. Sementara pemerintkhl ldan daerah dapat memiliki
tanggung jawab cukup besar dalam menyusun dan saglakan kebijakan, pemerintah
nasional (pusat) memiliki tanggung jawab akhir knteemastikan bahwa hak-hak azazi
manusia dihormati.

Organisasi akar rumput: Organisasi-organisasi yang dibentuk oleh komsnitkal
dan/atau melibatkan komunitas tersebut.

Kesehatan Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan syeng baik secara utuh dan
bukanlah hanya berupa tidak adanya penyakit atéemiedhan. Hal ini tidak hanya
terbatas pada perawatan kesehatan, tetapi jugpundhktor-faktor sosio-ekonomi dan
meluas hingga ke faktor-faktor penentu kesehatarg ymendasar, seperti distribusi
sumber daya, jender, makanan, perumahan, aksead#grhair bersih yang dapat
diminum, kondisi kerja yang aman dan sehat semgklingan yang sehzt.Lihat pula
hak atas kesehatan serta perawatan kesehatan primesekunder dan tersier

Hak-hak azazi manusia Hak-hak yang dimiliki semua orang, karena kesanssdbagal
manusia, untuk menjalani hidup yang bebas dan btaba. Hak-hak dan kebebasan ini
tidak memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ulas, lmngsa, bahasa, jender,
seksualitas atau kemampuan. Hak dan kebebasarerisifat universal dan tak dapat
dibagi. Hak asasi manusia dapat diberlakukan setiladifikasikan sebagai Konvensi,
Traktat, atau Perjanjian, atau pada saat hak-ma&let diakui sebagai Hukum Kebiasaan
Internasionaf’

Pendekatan hak asasi manusid.ihat pendekatan berbasis hak.

Indikator : sebuah indikator adalah sebuah variabel atauankyang menyampaikan
informasi yang dapat bersifat kualitatif atau kutatif tetapi senantiasa terukur. Indikator
yang terkait dengan kesehatan perempuan adalatalngas angka kematian ibu,
perempuan penderita penyakit epidemik (baik yanguiae maupun tidak), harapan
hidup perempuan, rasio jumlah laki-laki dan pereamptingkat gizi perempuan di semua
kelompok usia, insiden kekerasan terhadap peremptiagkat buta huruf pada
perempuan, dil. Data mengenai indikator-indikatorseharusnya tersedia dalam bentuk
terpilah untuk semua kelompok usia dan sub kelongoskal-budaya dan sub-kelompok
ekonomi lainny&®

Hak yang tak dapat dibagt Hak azazi manusia yang tidak dapat dibagi merapak
asumsi dasar sistem hak-hak azazi manusia, yamgnerkali dirumuskan tahun 1948
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dedami menyatakan bahwa seluruh

*% Diadaptasi dari ICESCR rekomendasi umum 14, pafagdan 20
" Human Development Report 2000 Glossary:
http://www.undp.org/hdr2000/english/presskit/glaygadf

8 WHO, 25 pertanyaan tentang Hak Azazi Manusia deseKatan,
http://www.who.int/hhr/activities/publications/enflex.html
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hak azazi manusia (sipil dan politik serta hak-lekknomi, sosial dan budaya) saling
terkait dan tak dapat dipisah-pisah. Demi memastikarwujudnya hak-hak azazi
manusia, pelaksanaannya haruslah menyeluruh. Tnadakgkin mewujudkan hak-hak
sipil dan politik sepenuhnya apabila hak-hak ekonsosial dan budaya diabaikan.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR atau CCPR)

Diadopsi tahun 1966 dan diberlakukan tahun 197&PR mendeklarasikan bahwa
semua orang memiliki jangkauan hak-hak sipil dattipoyang luas. ICCPR hingga
baru-baru ini (Oktober 2005) telah diratifikasi lol#54 negara. Lihat juga Hak-hak Sipil
dan Politik>

International Covenant on Economic, Social and Culiral Rights (ICESCR):

Diadopsi tahun 1966 dan diberlakukan tahun 197&SICR mendeklarasikan bahwa
semua orang memiliki jangkauan hak-hak ekonomiakdan budaya yang luas. Sampai
Oktober 2005 perjanjian ini telah ditandatangam diatifikasi oleh 151 negara. Sebuah
kelompok yang terdiri dari 18 orang ahli independememonitor pelaksanaan

International Covenant on Economic, Social and @altRights ini. Lihat juga Hak-hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pendekatan siklus hidup Kesehatan adalah kepedulian seumur hidup baikidagaki
maupun perempuan, mulai dari bayi sampai usia taBjubanyak budaya, diskriminasi
terhadap perempuan dan anak perempuan yang diseje bayi dapat menentukan
perjalanan hidup mereka. Oleh karenanya, kebij&kkaehatan perlu disesuaikan dengan
tantaréglgan-tantangan yang berbeda yang dihadapy gata masa yang berbeda dalam
hidup.

Pembatasan Suatu negara mungkin hendak membatasi hak-htdateryang termasuk
dalam ICESCR karena berbagai alasan; misalnyatestang kesehatan masyarakat
seperti menyebarnya sebuah penyakit menular. Add@apit suatu negara melakukannya
hanya boleh jika pembatasan tersebut utamanya did&kn untuk melindungi hak-hak
individu, yang ditentukan oleh hukum nasional yasesuai dengan sifat hak yang
dilindungi oleh ICESCR dan jika pembatasan itu nié&miujuan-tujuan yang sah
(contoh, tidak menggunakan pembatasan tersebuk unanaikkan anggaran militer).
Selain itu itu, pembatasan harus ditujukan padajékteraan masyarakat secara umum
(contoh, bukan hanya pada golongan elit) dan hamysorsional; harus dipilih alternatif
yang paling tidak membata%i.

Melobi: Melobi adalah upaya untuk mempengaruhi badarslegi atau penyusunan
kebijakan. Lobi dapat dilakukan oleh satu orandpuaé kelompok, sebuah organisasi
atau sebuah perkumpulan yang secara aktif berusdgbl mempengaruhi sebuah badan
pemerintah sehingga sudut pandang pelobi menjex#irtain dalam badan legislatif atau
penyusunan kebijakan.

%9 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

80 http://www.un.org/Depts/Treaty/final/ts2/newfilpatt_boo/iv_boo/iv_3.html
®1 http://www.unfpa.org/rh/lifecycle.htm

%2 Lihat ICESCR pasal 4 dan paragraf 28 dan 29 daridntar umum 14.
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Millenium Development Goals Delapan Tujuan Pembangunan Milenium — mulai dari
mengurangi kemiskinan hingga setengahnya sampaigmeetikan penyebaran
HIV/AIDS dan menyediakan pendidikan dasar secar&eusal, semua harus dicapai
sebelum 2015 — membentuk cetak biru yang disepaletti semua negara di dunia dan
seluruh lembaga pembangunan utama di dunia. Dakkiafasi Milenium PBB tersebut
negara-negara anggota PBB juga menekankan ni&i-seperti kebebasan, kesetaraan
dan solidarita&®

Prosedur pengawasan dan pelaporan:Perjanjian-perjanjian memiliki prosedur
pengawasan dan pelaporan untuk memeriksa pelaksg®amnjian di setiap negara.
Pelaporan itu seperti ‘inspeksi diri sendiri’; pem&h-pemerintah melaporkan
kepatuhan mereka sendiri terhadap kewajiban metaksa hak-hak azazi manusia.
Dalam kasus-kasus lain, sebuah badan pengawaslido&M) membuat laporan tentang
perilaku pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisasi-organisasi yang dibentuk oleh
orang-orang di luar pemerintahan. Dalam konteks\WAR hal ini terutama mengacu
pada: organisasi-organisasi perempuan (bekerjak uml-hak perempuan), organisasi
kesehatan (bekerja di bidang kesehatan tetapi tidaks dari sudut pandang hak-hak
azazi manusia) dan organisasi hak-hak azazi maffbeierja di bidang hak-hak azazi
manusia tetapi tidak harus terfokus pada hak-hetnpguan), yang secara bersama-sama
disebut organisasi perempuan dan LSM. Mereka ddmmabperasi dalam skala
internasional, nasional, regional atau lokal atasad perbedaan mandat, agenda dan
prioritas. Organisasi perempuan dan LSM memainka&marp substansial dalam
mempengaruhi kebijakan PBB, misalnya, dengan cerauis laporan bayangan.

Tidak mundur: Pemerintah tidak diperkenankan untuk tinggal didalam situasi
dimana hak kesehatan kian memburuk ataupun menbémdakan yang mengurangi
pelaksanaan hak (tidak mundur). Bila pemerintahgasbil langkah-langkah mundur,
pemerintah harus membuktikan bahwa mereka tidakagpitihan lain, misalnya, karena
krisis parah. Dalam situasi demikian pemerintatajbgrus menunjukkan bahwa mereka
telah melindungi hak-hak dari kelompok-kelompokgygaling rentar§?

Protokol opsional Sebuah perjanjian terpisah yang diasosiasikargaterperjanjian
induk, dimana negara penandatangan perjanjian iddpkt memilih untuk menjalankan
kewajiban-kewajiban tambah&n. Protokol opsional ICESCR memberi hak bagi
individu-individu untuk menyampaikan keluhan kepalamite ICESCR. Protokol
opsional CEDAW juga menciptakan kemungkinan baginke CEDAW untuk mengkaji
keluhan individu (‘komunikasi’) dan, diatas itu, mengkinkan Komite untuk memulai
sebuah prosedur penyelidikan.

83 http://www.ohchr.org/english/issues/millenium-diyenent/resources.htm
6427 ICESCR Komentar Umum 14, ayat 32
8 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocokatis. htm
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Partisipasi: Proses dimana para pemangku kepentingan (pe@maathu organisasi)
mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap penemuaantas, pengambilan kebijakan,
alokasi sumber daya dan akses terhadap barangytmah publik®

Kebijakan: Suatu alur tindakan yang bertujuan, yang dilakuidah seorang aktor atau
sekumpulan aktor dalam menangani sebuah masalakedaatu yang menjadi perhatian.
Ruang lingkup kebijakan bisa cukup beragam. Istkabijakan dapat mengacu pada
sebuah strategi kesehatan nasional berjangka viakalhun serta dapat pula mengacu
pada keputusan-keputusan dengan lingkup yang Belitpit seperti pengurangan dana
bagi bangsal bersalin di kabupaten tertentu. A&idornya bisa berupa pemerintah
daerah atau pusat, organisasi, perusahaan ataamgao’’

Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP)Salah satu syarat yang mungkin perlu
dipenuhi suatu negara untuk menerima bantuan daghppusan hutang adalah dengan
membuat PRSP. PRSP mendeskripsikan kebijakan-kahijalan program-program
makro ekonomi, struktural dan sosial yang hendaamhi oleh sebuah negara dalam
beberapa tahun untuk mendorong pertumbuhan yasglaramengurangi kemiskingh.

Perawatan kesehatan primer, sekunder dan tersier Perawatan kesehatan primer
disediakan dengan biaya yang relatif rendah olehga kesehatan profesional dan/atau
dokter umum yang bekerja di dalam suatu komunitas rdenangani penyakit-penyakit
yang sifatnya umum dan relatif ringan. Perawatasekatan sekunder disediakan dengan
biaya yang relatif lebih tinggi oleh tenaga spesiptofesional di pusat-pusat kesehatan,
biasanya rumah sakit, dan secara khusus menangayalkit-penyakit umum ringan atau
serius yang tak dapat ditangani di tingkat komwsnitRerawatan kesehatan tersier
disediakan di sedikit pusat kesehatan, biasanyangami sejumlah kecil penyakit ringan
atau penyakit serius yang memerlukan tenaga sigepraffesional, dokter dan peralatan
khusus, dan seringkali relatif mahal. Bentuk-bentpdrawatan kesehatan primer,
sekunder dan tersier seringkali saling tumpanghiden saling berinterak8].

Realisasi Progresif Pemerintah-pemerintah harus melakukan apapun dapat mereka
lakukan untuk memperbaiki situasi yang terkait @gentpak kesehatan. Mereka harus
mengambil langkah-langkah terencana, kongkret daarah menuju terwujudnya hak
atas kesehatan sepenuhnya (kewajiban realisasiegifjgdan menghapus diskriminasi
terhadap perempuan dalam bidang perawatan kesehH&uepatan kemajuannya
bergantung pada situasi tertentu di suatu negararsgkin berbeda antara satu negara
dengan yang laif’

% World Bank di http://Inweb18.worldbank.org/ESSD/egt.nsf/66ByDocName/
ParticipationatProjectProgramPolicyLevel

®7 James Anderson dalam Howlet and Ramesh, 19955 hal.

®8 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/prsp.htm

%9 |CESCR komentar umum 14, paragraf 19

"0 |CESCR pasal 2 dan pasal 12; ICESCR Komentar Uthtiparagraf 30 dan 31

92



Ratifikasi/diratifikasi: Ratifikasi sebuah perjanjian internasional merapajanji resmi
sebuah negara untuk menegakkannya dan mematuhiam@wrma hukum yang
disebutkan dalam perjanjian tersebut.

Hak Reproduksi: Hak yang memungkinkan semua perempuan, tanpa riskasi atas
dasar jenis kelamin, kelas, suku bangsa, ras, agana, cacat, seksualitas atau status
perkawinan, untuk memutuskan apakah mereka akanilikieanak atau tidak. Ini
mencakup hak atas akses terhadap aborsi yang aandegal. Hak ini adalah hak azazi
manusia’

Pengecualian Dalam kasus dimana Negara keberatan dengan satlbaberapa pasal
dalam perjanjian hak azazi manusia, biasanya diguamgengecualian. Pengecualian
adalah sebuah pernyataan tertulis yang mempersedahtuan yang ada (contoh:
isinya), membatasi wilayah penerapannya (contothaktiberlaku di daerah-daerah
tertentu) atau menolak seluruh ketentuan (conteterituan tersebut tidak berkekuatan
hukum di Negara yang terkait). Pengecualian hargréaku jika pengecualian tersebut
cocok dengan obyek dan tujuan perjanjian, jika gmgign tersebut tidak melarang
pengecualian dan jika Negara Anggota lainnya tidekeratan dengan pengecualian
tersebut.

Menghormati/melindungi/memenuhi  Negara anggota  berkewajiban  untuk
menghormati, melindungi dan memenufak-hak azazi manusia. Kewajiban untuk
menghormati mengharuskan negara anggota untuk nmelaghcampur tangan terhadap
penggunaan hak. Kewajiban untuk melindungi mengikam negara anggota untuk
mencegah penyalahgunaan hak oleh pihak ketiga. jKmmauntuk memenuhi (dalam
arti memfasilitasi) mengharuskan Negara anggotakuterlibat secara proaktif dalam
kegiatan-kegiatan yang menguatkan akses terhacdeapeategunaan sumber-sumber daya
dan alat untuk memastikan terwujudnya hak. Memer(daiam arti menyediakan)
mewajibkan Negara untuk mengambil tindakan yangertiijgan untuk memastikan
bahwa setiap orang dalam yurisdiksinya dapat meostgderhak dasarnya kapanpun
mereka tak mampu mewujudkan hak-hak ini sendirelkaralasan-alasan yang berada
diluar kendali merek&

Pendekatan berbasis hak sebuah pendekatan berbasis hak asasi manusisardkda
pada pemikiran bahwa setiap manusia memiliki hakaziazmanusia. Negara
bertanggungjawab atas terwujudnya hak-hak ini. iHalberarti bahwa warga negara
dapat miminta negara bertanggungjawab atas kewajlaa untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi hak azazi manusia. Dasapdadekatan hak azazi manusia
adalah bahwa pelanggaran HAM perlu ditangani, bamkaskipun sedikit jumlah orang
yang terlibat atau tidak diketahui secara pastndaa kata lain, setiap pelanggaran HAM
berdiri sendiri-sendiri dan seharusnya dipandamgisePenurunan jumlah pelanggaran

" http://www.undp.org/hdr2000/english/presskit/glaygadf
2 http://www.wgnrr.org/home.php?page=1&type=menu
'3 http://shr.aaas.org/pubs/rt_health/rt_health _migpaia
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HAM jenis tertentu merupakan sebuah perkembangaitifpdetapi tidak membenarkan
pelanggaran jenis lain yang masih terjadi.

Hak atas kesehatanHak atas kesehatan meliputi ketersediaan, dag@sakenerimaan
dan kualitas layanan kesehatan dan faktor-faktoemte kesehatan. Kesehatan adalah
hak mendasar yang mempengaruhi semua aspek kehidOQpeh karena itu hak ini
terkait erat dengan hak-hak azazi manusia yang fanang yang sakit tidak dapat
sepenuhnya menggunakan hak pendidikan atau pasisipnereka, sedangkan
kekurangan makanan dan perumahan, misalnya, meniidap sehat menjadi sulit
dicapai. Oleh karenanya, penting untuk melihat ket sebagai satu kesatuan. Lihat
pula kesehatan dan perawatan kesehatan primendsskdan tersier.

Laporan bayangan Laporan yang dibuat oleh satu LSM atau lebih yarapganalisa
status pelaksanaan kewajiban/komitmen hak-hak ameiusia di tingkat nasional.
Dalam laporan ini, LSM menyediakan informasi yanglengkapi laporan pemerintah
dan oleh karenanya membantu komite-komite yang eveagi perjanjian-perjanjian
untuk menangani masalah-masalah yang ditiadakabaittian atau dilaporkan secara
salah oleh pemerintdfiLaporan bayangan juga disebut sebagai laporamatie

Pelapor Khusus Seorang pejabat yang ditunjuk untuk mengumpuikBormasi tentang
sebuah subyek, biasanya dalam periode terbatas.

Pelopor Khusus untuk Kesehatan Bulan April 2002, komisi HAM menunjuk Paul
Hunt sebagai Pelapor Khusus. Tugasnya adalah mendkam dan bertukar informasi
mengenai hak atas kesehatan, membahas kemungkdaagibidang kerjasama dengan
semua aktor yang relevan, termasuk pemerintah nblaadan PBB yang relevan, badan-
badan khusus, LSM dan lembaga keuangan interndsioakaporkan status dari hak atas
kesehatan dan membuat rekomendasi tentang tindekikan yang tepat yang
mendorong dan melindungi hak atas keseh&tan.

Kewajiban Negara: Kewajiban negara pihak perjanjian mendeskripsikzanyang harus
dilakukan oleh sebuah negara, dan yang tidak bdilekukan, demi menjamin bahwa
penduduk negara tersebut dapat menggunakan hakdjeting dalam Konvensi tersebut.
Lihat Menghormati, melindungi, memenuhi

Negara Pihak Perjanjian. Negara-negara yang telah meratifikasi sebuahtafiak
konvensi atau perjanjian dan terikat secara hukumuku mematuhi ketentuan-
ketentuannya® Lihat pula Kewajiban Negara.

Perjanjian: Sebuah kontrak atau instrument tertulis lainngagymengikat dua negara
atau lebih di bawah hukum internasional; diperganallalam arti yang sama dengan
Konvensi atau Traktat. Semua negara yang telahkaepatuk terikat oleh sebuah

™ http://swf.u2u.org/women2000. txt

"> http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/9882995¢2¢86fc1256
cec005a18d7?0Opendocument

® Human Development Report 2000 Glossary On HumahtRignd Development
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perjanjian melalui ratifikasi atauaccession memiliki kewajiban hukum untuk
melaksanakan hak-hak dan prinsip-prinsip terselbdapingkat nasiondl. Lihat pula
Ratifikasi danaccession

TRIPS: Perjanjian WTO tentang Aspek-aspek PerdagangarHd&-hak atas Kekayaan

Intelektual, yang mewajibkan 44 negara anggotanytkumelindungi hak-hak atas

kekayaan intelektual pada produk-produk yang dip@asadan proses-proses produksi.
Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan rpatenaksudkan untuk memberi

kompensasi terhadap biaya-biaya yang telah ditaaaroleh produsen dalam penelitian
dan pengembangd®.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Diadopsi oleh Majelis Umum pada
tanggal 10 Desember 1948. Dokumen utama PBB yamgtaygkan standar-standar dan
norma-norma hak-hak asasi manusia. Semua negargotandelah setuju untuk
menjunjung tinggi UDHR. Meskipun deklarasi ini amgh dimaksudkan untuk tidak
mengikat, seiring perjalanan waktu berbagai ketentdi dalamnya menjadi sangat
dihormati oleh Negara-negara sehingga deklarassekarang dapat dikatakan sebagai
Hukum Kebiasaan Internation3l.

Pelanggaran HAM: Pelanggaran terhadap komitmen dalam perjanjiarsebet
(konvensi/kovenan) atau sebuah aksi/omisi yands sgauai dengan perjanjian

" http://untreaty.un.org/English/guide.asp#treaties
8 http://www.wemos.nl/en-GB/Content.aspx?type=Thekids1548

9 http://www.un.org/Overview/rights.html
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Lampiran |ll Rencana Kerja untuk Analisa HeRWAI

Formulir di bawah ini bertujuan untuk membantu Amderencanakan analisa HeRWAL.
Persiapan yang baik akan menghemat banyak wakta Awdtinya. Oleh karenanya

kami merekomendasikan agar Anda:

a. Membacakeseluruhan Bab 5 tanpa menjawab pertanyaan-gadanya dulu (untuk

saat ini). Tandai pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan infornmeasbahan

untuk dapat Anda jawal@oret pertanyaan-pertanyaan yang tak berlaku dalamssitua

Anda. Bila perlutambahkan pertanyaan-pertanyaan lain.

b. Atas dasar ini, buatlah semacanventaris yang berisikan informasi yang Anda

perlu kumpulkan dan sumber-sumber yang paling befaaa untuk memperoleh
informasi tersebut (Lihat kotak-kotak yang berjud@imana informasi dapat

ditemukan’ dan Lampiran V Sumber-sumber dan Surblagm’). Anda juga mungkin

perlu mendekati pejabat-pejabat pemerintah dan menearai beberapa orang lain
yang memiliki informasi yang relevan. Anda mungkigin membuat sebuah daftar
pertanyaan pilihan yang akan Anda bawa saat mewak@npara pejabat atau

informan lain tersebut.

c. Isi formulir rencanakerja dengan mempertimbangkan orang-orang yang mana yang
berada dalam posisi terbaik untuk menjawab sekusnpyertanyaan tertentu.

Pertimbangkan untuk melibatkan orang-orang daramisgsi-organisasi lain bila

Anda membutuhkan keahlian tambahan di bidang-bitenentu.
Pengumpulan data berlangsung dalam langkah 1 sampai 4 di Bab 5ghkaim 4

(dampak kebijakan) dan langkah 6 (rekomendasi @dacana aksi) akan memperoleh
manfaat dari diskusi kelompok yang melibatkan orarepg baik dari dalam maupun

luar organisasi Anda.

Rencana Kerja untuk Analisa HeRWAI

tugas tujuan kegiatan utama dufasi tanggal | tanggal | siapa yang
mulai selesai glilibatkan
Pengamatan Memilih kebijakan dan diskusi kelompok 1 sampai 4
cepat (Bab 4) menentukan relevansi jam
analisa HeRWAI dalam
situasi Anda
Persiapan Memutuskan * Memilih pertanyaan | 2 hari
organisasi/orang yang yang relevan
perlu didekati untuk * Menyiapkan daftar
informasi yang mana wawancara
Langkah 1 Mendeskripsikan isu-isuMenjawab pertanyae | 2 sampai 8
yang relevan dengan yang dipilir minggu
kebijakan
Langkah 2 Pengumpulan data: Menjawal pertanyaan
komitmen pemerintah  lyang dipilir

8 perkiraan kotor; investasi waktu yang sebenarisa$nngat beragam, tergantung konteks tertentu.
81 Bisa meliputi orang-orang dari organisasi Andad#&rorganisasi lain, pemerintah dan/atau kelompok
yang terkena dampak kebijakan.
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Langkah 3

Pengumpulan data:
kapasitas implementasi

Langkah 4 Pengumpulan data: * Menjawab
dampak kebijakan pertanyaan yang
dipilih
* Diskusi kelompok
Langkah 5 Analisa kewajiban negafslenjawab pertanyag | 1/2 - 3 hari
dan pelanggaran yang lyang dipilir
dilakukan negara
Langkah 6 Mengidentifikasi » Analisa 1-5hari
rekomendasi dan s Diskusi kelompok
memutuskan rencana aksi Menulis laporan dan
(untuk melobi) rencana aksi
Lobi Melobi pelaksanaan * Lobi Tergantung
rekomendasi » Peningkatan pada
kesadaran rencana aksi
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Lampiran IV Lembar Fakta

Lembar fakta berikut ini dimaksudkan untuk membafihlda membuat suatu tinjauan
umum atas temuan-temuan Anda. Lembar fakta A metbfamda merangkum temuan-
temuan Anda dalam langkah 1 — 3, yang mungkin dapaguna untuk langkah 6.
Lembar fakta B merangkum temuan-temuan dalam ldngkdan akan membantu Anda
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam largkah

Lembar fakta A: Kebijakan
Langkah 1
Fokus analisa

Kebijakan dalam kata kunci:
Aktor:

Kelompok yang terkena dampak:
HAM yang terkena dampak:

Langkah 2 Komitmen yang relevan di bawah perjanjian interoaai:
Komitmen-komitmen
yang paling relevan
yang telah dibuat peryndang-undangan/kebijakan nasional yang relevan:
pemerintah berkaita

dengan kebijaka

Anda

Langkah 3 Sumber daya keuangan:

Kapasitas pemerintah

untuk melaksanakanSumber daya manusia:
kebijakan tersebut

Keterbatasan:
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Lembar fakta B: Dampak dan akuntabilitas pemerintah

Dampak utama dari
kebijakan tersebut
terhadap hak kesehat:

Kewajiban pemerintah
berikut ini dikaitkan
adengan dampak-

Pemerintah membuat
komitmen berikut ini
yang berkaitan dengar

Untuk dampak yang
mana pemerintah dap
1diminta pertanggung-

perempuan adalah: | dampak tersebut: dampak yang negatif | jawabannya?

« buat daftar dampak | ¢ lihat jawaban Anda | atau kurang: * lihat langkah 5
yang ditemukan untuk langkah 5, g4- - lihat langkah 5 gq10 Kesimpulan
dalam kesimpulan g9.
langkah 4 » sebutkan apabila

* tandai dengan +, - or  sesuai: kewajiban
0 apakah Anda inti, tidak mundur
menganggap hal ini (non-retrogression)
positif, negatif atau realisasi progresif,
netral bagi hak-hak menghormati/melind
perempuan ungi/ memenubhi,

non diskriminasi,
partisipasi
* jelaskan mengapa

A A A A

B B B B

C C C C

D (dll.) D (dIl.) D (dll.) D (dIl.)
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Lampiran V Sumber-Sumber dan Sumber Daya

Sumber daya mengenai lobi dan advokasi

Panduan singkat mengenai lobi. Website Unit Pekaiddan Pelatihan, Afrika Selatan.
http://www.etu.org.za/toolbox/docs/organise/webipbbml

Tinjauan singkat mengenai dasar-dasar melobi. WeeBgmocracy Center.
http://www.democracyctr.org/resources/lobbying.html

Panduan melobi yang dapatdbwnload Website Independent Sector.
http://www.independentsector.org/programs/gr/lohbgg.html

Daftar yang bagus untuk sumber daya advokasi. \WeBsia-Pacific Alliance. Fokus
utama pada Agenda ICPD.
http://www.asiapacificalliance.org/SITE_Default/Rasces_for_Advocacy_ Default.asp
Daftar yang bagus untuk sumber daya umum mengerakasi. Organisasi fokus pada
HIV/AIDS.
http://www.aidsmap.com/en/docs/32364953-087A-45EER-E773BE45593D.asp

Tips umum tentang advokasi. Website jaringan AdsbR4DS Uganda.
http://www.phrusa.org/campaigns/aids/uganda/totgightsteps_advocacy.php

Indikator kesehatan, sumber-sumber data

Perbedaan gender PAHO di bidang kesehatan dan pgonen di 48 negara di benua
Amerika, terfokus pada kesehatan reproduksi perampuakses terhadap berbagai
layanan kesehatan kunci dan penyebab-penyebab ktanatian.
http://www.paho.org/english/DPM/GPP/GH/GenderBraehodf

PAHO Country Health Profiles. http://www.paho.ortgésh/sha/profiles.htm

UNDP Human Development Reports 1990-2005.
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/

UNFPA Population and Reproductive Health Country ofils.
http://www.unfpa.org/profile

UNFPA State of the World Report 2005.
http://www.unfpa.org/swp/2005/english/ch1/index.htm

UN Statistics Division. http://unstats.un.org/urdsefault.htm
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WHO Health indicators per country. http://www.wht/countries/en/ (juga tersedia
dalam bahasa Spanyol dan Prancis)

WHO World Statistical Information System. http://ws8.who.int/whosis/menu.cfm

WORLD BANK GenderStats; gender statistics and iatdics
http://devdata.worldbank.org/genderstats/home.asp

Perjanjian Internasional

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms Dfscrimination against Women.
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index

CEDAW the Optional Protocol.
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocolfietm

CEDAW General Recommendations. (lihat terutama Reralasi 25 tentang kesehatan
dan 19 tentang kekerasan terhadap perempuan)
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recomm.htm

ICESCR International Covenant on Economic, Sociald aCultural Rights.
http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm httpG/86.242.93/treaties/cescr.php

ICESCR General Comments. (lihat terutama Komentartehtang kesehatan dan 16
tentang kesetaraan hak bagi perempuan dan laki-laki
http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comménts.

CERD International Convention on the Elimination &Il Forms of Racial
Discrimination.

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm

CRC Convention on the Rights of the Child.
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm

CMC. Convention on the Protection of the Right&\tbiMigrant Workers
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm

UDHR Universal Declaration of Human Rights. httwuAv.unhchr.ch/udhr/

Perjanjian dan Organisasi Regional

Afrika:
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African Charter on Human and Peoples’ Rights (1981)
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm

Protocol to the African Charter on Human and Pesdghéghts on the Rights of
Women in Africa. http://www.achpr.org/english/_anfvomen_en.html

African Union. http://www.africa-union.org/home/Véelme.htm

African Commission on Human Rights.
http://www.achpr.org/english/_info/index_women_emh

Eropa:

European Convention on Human Rights (1950). httui.hri.org/docs/ECHR50.html
European Social Charter (1961). http://www1.umn/ledonanrts/euro/z31escch.html
Council of Europe. http://www.coe.int/t/e/Human_Rlig/

European Court of Human Rights. http://www.echr.icdechr

EU and Gender Equality.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/geneguality/index_en.html

EU and Health. http://europa.eu.int/comm/healthgverview/overview_en.htm
OSCE. http://www.osce.org/odihr/13371.html
Amerika:

American Convention on Human Rights (1969).
http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-3@h

Additional Protocol to the American Convention omurkn Rights in the Area of
Economic, Social and Cultural Rights (1988).
http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-58h

Inter-American Convention on the Prevention, Pumisht and Eradication of Violence
against Women, ‘Convention of Belem do Para’ (1994)
http://www.oas.org/cim/English/Convention%20Violeft20Against%20Women.htm

Organisation of American States — OAS.
http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=iitgpvw.oas.org/key_issues/eng

Inter-American Commission. http://www.cidh.org/lmmeng.htm
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Inter-American Court. http://www.corteidh.or.cr/ex_ing.html
Dokumen Konsensus

Beijing plus 5 dan Beijing Platform for Action.
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijinghsm

Declaration of Alma Ata (1978). http://www.phmovemherg/charter/almaata.htmi

Declaration of Commitment on HIV/AIDS, ‘Global CissGlobal Action’ (2001).
http://www.un.org/ga/aids/coverage/FinalDeclaraddnAID S.html

Declaration on the Elimination of Violence agai#émen (1993).
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(SymbdIRES.48.104.En?Opendocume
nt

Declaration on the Right to Development (ViennalBetion and Programme of Action)
(1993). http://www.hri.ca/vien-na+5/vdpa.shtml

Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/72.htm

ICPD Programme of Action (Cairo Programme of Acfidteport of the International
Conference on Population and Development (1994).
http://www.iisd.ca/linkages/Cairo/program/p0000fht

Maastricht Guidelines on Violations of Economiccband Cultural Rights, Maastricht,
January 199ttp://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtglires_.html

Millennium Declaration (MDGs) (2000). http://www xdglopmentgoals.org

People’s Charter for Health. http://www.phmovemermg/pdf/charter/phm-pch-
english.pdf

Principles for the Protection of Persons with Ménliaess and the Improvement of
Mental Health Care (1991). http://www.unhchr.ch/linenu3/b/68.htm

Sumber daya tentang perjanjian
ABA-CEELI. The Cedaw Assessment Tool: An Assessmé&obl Based on the
Convention to Eliminate All Forms of Discriminati@against Women.

http://www.rightsconsortium.org/resources/assesst@&mDAWtool.pdf

Office of the United Nations High Commisioner foutdan Rights.
www.ohchr.org/english/law/index.htm
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Human Rights Library of the University of Minnesota
wwwl.umn.edu/humanrts/treaties.htm

Treaty Body Database on the Implementation of CEDAW Other UN Human Rights
Conventions. www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

Women’s Human Rights Net menyediakan informasiaegthak asasi perempuan di
seluruh dunia. Juga tersedia dalam bahasa PraatiSghnyol. www.whrnet.org

Dokumen menarik lainnya

OHCHR, Draft Guidelines: a Human Rights ApproachPtaverty Reduction Strategies,
2002, CESCR. http://www.unhchr.ch/development/ptyfieal.html

WHO: 25 Questions and Answers on Health and Humeght® WHO Health and
Human Rights Publication Series, Issue No.1, 2002.
http://www.who.int/hhr/activities/publications/en

Special Rapporteur on Violence against Women: ailtBractices in the Family That
Are Violent towards Women, Report of the Specigbpateur, January 2002.
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/428Tfhe543562¢c1256ba7004€963c?
Opendocument
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Lampiran VIl Panduan Diskusi HeRWAI

Panduan Diskusi HeERWAI

Mengapa menggunakan panduan diskusi HeRWAI?

Panduan diskusi HeRWAI adalah rangkuman dari HeRigits of Women Assessment
Instrument (HeERWAI). Panduan ini berguna untuk ragkan analisa cepat berbasis
HAM terhadap dampak dari sebuah kebijakan terhabdak-hak kesehatan perempuan
Anda dapat menggunakan panduan diskusi ini, miaalegbagai dasar untuk sesi curah
pendapat atau seminar sehari. Bila Anda ingin nudlak analisis yang lebih seksama,
kami sarankan Anda menggunakan instrumen HeRWAIgylngkap. Instrumen
HeRWAI yang lengkap tersedia di website HOM (wwwrhnol).

Tujuan

Tujuan dari penilaian dampak HeRWAI adalah untukngmasilkan argumentasi-
argumentasi yang komprehensif untuielobi kebijakan-kebijakan yang meningkatkan
pelaksanaan hak-hak kesehatan perempuan

Hasil

Analisis HeRWAI membantu Anda untuk:

- membuat hubungan langsung antara kebijakan tetrdglan isu-isu HAM yang relevan;

- memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenaissiterkini;

- membuat penilaian dampak HAM dari kebijakan teuwtesaat ini atau di masa
mendatang;

- menyimpulkan apa yang sebaiknya dilakukan perta@ridan apa yang akan dilakukan
oleh organisasi Anda untuk menekan pemerintah umtelekukan tindakan.

Mengapa pendekatan Mengapa fokus pada Apa yang dimaksud
HAM? perempuan saja? dengan ’kebijakan’?
Pendekatan HAM Meskipun advokasi untuk | Dalam HeRWAI, kebijakan
didasarkan pada pemikiran| kesetaraan kesempatan bagiitafsirkan dalam makna
bahwa setiap manusia perempuan telah dilakukan yang luas: mengacu pada
memiliki hak azazi. Negara| selama bertahun-tahun, | segala jenis tindakan
bertanggung jawab atas | diskriminasi yang luas pemerintah mulai dari

terwujudnya HAM ini. Ini | terhadap perempuan masihundang-undang atau
berarti bahwa warganegara terus terjadi. Peran-peran | strategi kesehatan nasional
dapat meminta gender membuat lima tahunan, sampai
pertanggungjawaban Negar@erempuan lebih rentan | keputusan-keputusan
atas kewajibannya untuk | terhadap kondisi-kondisi | dengan lingkup terbatas
menghormati, melindungi | tertentu yang seperti pengurangan dana
dan memenuhi HAM. mempengaruhi kesehatan, untuk bangsal bersalin di
misalnya kekerasan rumah daerah tertentu.

tangga dan mutilasi alat

105



kelamin perempuan. Selain
itu, perempuan memiliki
kebutuhan kesehatan yang
khusus, misalnya, karena
susunan genetis mereka

Menyiapkan diskusi:

Persiapan diskusi yang baik adalah penting. Setelamilih sebuah kebijakan yang
mungkin membawa dampak pada hak kesehatan peremjaransarankan Anda agar
mencari informasi mengenai isu-isu berikut ini delvemulai:

Apakah negara Anda sudah meratifikasi CEDAW dan SCE? (Anda akan

menggunakan informasi ini pada langkah 2.)

Isi dokumen kebijakan tersebut. (Anda akan mendggamanformasi ini pada langkah
1.)

Apakah status dari kebijakan yang dipilih tersebipakah sedang disusun, telah
dilaksanakan, sedang direvisi? Apakah Anda (masilapat mempengaruhi

pengambilan keputusan tentang kebijakan tersebat®la( akan menggunakan
informasi ini pada langkah 1 dan menentukan jekss seperti apa yang diperlukan
pada langkah 6)

Undang-undang nasional yang mana yang terkait lsmpgsdengan kebijakan

tersebut? (Anda akan menggunakan informasi ini pagkah 2.)

Bagaimana anggaran pemerintah (perkiraan kasag t@media bagi pelaksanaan
dari kebijakan yang dipilih? (Anda akan menggunakéormasi ini pada langkah 3.)

Instrumen HeRWAI yang lengkap dapat berfungsi seb@gkumen latar belakang. Anda
dapat memperoleh lebih banyak informasi mengeratkata yanglicetak miringdalam
instrument HeRWAI yang lengkap.

Health Rights of Women Assessment Instrument

HeRWAI menyediakan sebuah kerangka untuk menghwamgesehatan dan hak-hak
azazi manusia dan untuk menganalisa hubungan am@bgakan nasional dan
internasional. Tujuan dari analisis ini adalah éntnemahami dampak dari sebuah
kebijakan, serta penyebab dan solusi dari kemuagkimasalah-masalah bagi hak
kesehatan perempuan.

HeRWAI, langkah demi langkah

- gambar -
1 — Kebijakan> 2 — Komitmen Pemerintat» 3 — Kapasitas untuk Melaksanakan 4
— Dampak Kebijakar> 5 — Kewajiban Negar® 6 — Rekomendasi dan Rencana Aksi

LANGKAH 1 bertujuan untuk mendeskripsikan kebijak&elompok perempuan yang
terkena dampaknya, dan hak-hak yang terkait.
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LANGKAH 2 bertujuan untuk mencari tahun perjanjia@danjian, kesepakatan-
kesepakatan, kebijakan-kebijakan dan hukum nasidaal internasional mana yang
relevan di negara tersebut dan kebijakan yang gedianalisa.

LANGKAH 3 bertujuan untuk mendeskripsikan sumbeyalgang dimiliki pemerintah
untuk melaksanakan kebijakan dan faktor-faktor ag@ga yang membatasi atau
memperluas kapasitas untuk melaksanakan.

LANGKAH 4 bertujuan untuk mendeskripsikan akibatkait (jangka pendek dan jangka
panjang) kebijakan pada hak-hak kesehatan perempuan

LANGKAH 5 bertujuan untuk menetapkan kewajiban maggang terkait sehubungan
dengan dampak kebijakan.

LANGKAH 6 bertujuan untuk mengembangkan rekomendalsbmendasi dan strategi-
strategi untuk meningkatkan perolehan hak-hak keaelperempuan.

Langkah 1 Mengidentifikasi kebijakan

Tujuan

Pada langkah ini, tentukan fokus analisa Anda. Addpat melakukannya dengan
mendeskripsikan masalah dan kebijakan yang teladaAmtuskan untuk Anda analisa,
kelompok perempuan yang terkena dampak dan hakyhak terlibat. Anda akan
menggunakan informasi ini untuk menyebutkan apagyakan dimasukkan ke dalam
analisa tersebut.
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Pertanyaan Kunci Yang Harus Dipertimbangkank&dvenjawab

(Masalah dankebijakan(terkait) mana yang akan Kebijakandigunakan disini dalam arti luas; dapat dalam
dianalisa? bentuk UU, strategi kesehataionak keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya, dIl.

« Untuk menentukan aksi yang akan dilakulelargutnya,
penting untuk mempertimbangkan status kigrijakan
yang dipilih. Apakah masih sedang disusuidah
dilaksanakan atau sedang direvisi? Apaada (masih)
dapat mempengaruhi proses pengambilantksgu dari
kebijakan tersebut? Apakah Anda perlu raergl
tindakan segera ataukah Anda masih pukiuanuntuk
melakukan analisa (informasi ini akan digken pada
langkah 6)?

« Dalam beberapa situasi, sama sekali talkebgakan yang
digunakan untuk menangani masalah tertémtda
mungkin memutuskan untuk menggunakan HeRWA
untuk menganalis dampak dari tidak ad&eymjakan.

Ini berarti bahwa Anda akan harus mengadapeberapa
pertanyaan yang ada, misalnya dengan nbamgumenjadi
‘tiadanya kebijakan’ dalam pertanyaan-geyaan yang
menyebutkan 'kebijakan tersebut’.

« Lihat Bab 2 HeRWAI untuk penjelasan tent&efijakan
dan proses kebijakan dalam pemerintahan.

Aktor-aktormana yang terlibat dalam menyusun ¢ Pertimbangkamungkinan aktor berikut (antara lain):

dan/atau melaksanakan kebijakan tersebut? -efgah (nasional, daerah, lokal; contoh: kementrig
departemen, daerah atau lembaga petaeseperti RS
pemerintah

— Sektor swasta, seperti klinik, indufdrimasi
— Lembaga swadaya masyarakat
— Asosiasi tenaga kesehatan
— Institusi pelatihan
— Institusi penelitian
— Aktor-aktor internasional, seperti:
« Pemerintah negara tetangga atau négjara
* Perusahaan multinasional atau tramsnals
* LSM internasional
* Lembaga donor
« Lembaga keuangan internasional

Kelompokmana yangerkena dampakari » Coba bedakan dampaknya pada berbagankelo
kebijakan tersebut? perempuan dan pertimtzngkabila kelompok rentan
atau terpinggirkan tertentu lebih terkpeagaruhnya
dibandingkan dengan kelompok yang lain.
« Lihat daftar kelompok rentan dan terpinggirkamgkah 1,
pertanyaan 9 HeRWAI

Hak azazi manusia mana yategkenadampaknya < Selairhak atas kesehatahak-hak lain mungkin terkena
dampaknya, seperti hak atas makanan, takn@artabat
manusia, hak atas pendidikan, dll.
« Lihat daftar hak-hak yang terkena dampaknya,kahd.,
pertanyaan 11 HeRWAI

Kesimpulan: Sebagai rangkuman, apa fokus darisisadinda?.
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Langkah 2 Mempelajari Komitmen Pemerintah
Tujuan

Tujuan darimenganalisa komitmen pemerintatialah untuk mengetahui standar-standar
yang Anda dapat pakai untuk meminta pertanggundjawgpemerintah atas dampak
negatif apapun — atau kurangnya dampak positif # skebuah kebijakan. Carilah
komitmen-komitmen yang paling spesifik, karena lal akan mempermudah Anda
dalam merumuskan tuntutan Anda terhadap pemerirBdha. negara Anda belum
meratifikasi perjanjian-perjanjian HAM yang releyakan lebih sulit untuk mengajukan
tuntutan seperti ini. Ini mungkin berarti bahwa Angkerlu mengalihkan fokus lobi Anda
dari kebijakan tertentu menjadi lobi untuk mer&tBi perjanjian-perjanjian yang
relevan.
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Pertanyaan Kunci Yang Harus Dipertimbangkank&dvenjawab

Dokumen perjanjiamlankonsensusana « Perjanjianmana yang telah diratifikasi negara Anda?

yang relevan? Apakah negara Anda telah matrgrrsyaratan atau
pembatasan? Pertimbangkan perjanjiannaséonal
(antara lain, Convention on the Eliminataf
Discrimination against Women — CEDAW ahd t
International Covenant on Economic, Soarad Cultural
Rights — ICESCR) dan perjanjian-perjanjiegional.

* Anda dapat menemukan sebagian besar infbtertang
perjanjian-perjanjian dan ratifikasinyanbsite berikut:
www.ohchr.org/english/law/index.htfNHCHR),
www.umn.edu/humanrts/treaties.htm (Humaghis
Library of the University of Minnesota)

 Pertimbangkadokumerkonsensuserikut: Millennium
Development Goals — MDGs, Beijing Platfdion Action,
International Conference on Population Begelopment
— ICPD.

» Pertimbangkan pula perjanjian bilaterabataultilateral
lain yang mungkin mempengaruhi kebijakensebut.
Contoh: kesepakatan perdagangan bebas yang
memperbolehkan perusahaan internasiomsine
dengan industri lokal, kesepakatan deMyarid Trade
Organization (WTO), Bank Dunia atau lermddgnor
lainnya.

* Di langkah 2, pertanyaan 1 — 4 HeRWAI Ardan
menemukan daftperjanjian dandokumerkonsensus

Apa yang dinyatakan dalam Perundang-undangan  kakpdUD atau UU lain apapun yang relevan
Nasional mengenai Hak Kesehatan Perempuan? methg® sesuatu tentang isu-isu yang terkait denggn
kebijakan tersebut? Seperti hak atas letaehnon
diskriminasi terhadap perempuan, hak sdkéak
reproduksi, hak atas pengambilan keputyaag
didasarkan pada informasi, hak penyandang cadat, ha
orang-orang dengan penyakit mental, hak atas keseta
jender, hak atas perlakuan tanpa diskriminasi,atak air,
makanan dan perumahan.
e Apakah hukum setempat, hukum kebiasaan atau hukumn
adat mempengaruhi hak-hak kesehatan perempuan?
« Anda akan menemukan daftar perundang-uradang
nasional di langkah 2, pertanyaan 5 HeRWAI

Apakah pemerintah memililstrategi » Apakah strategi kesehatan nasional berperspgktifier?
kesehatamasionaldankebijakankebijakan » Apakah strategi itu menyebutkan isu-isu yangvah
lain yang relevan? dengan kebijakannya?

» Anda akan menemukan daftar kebijakan-kebijaken la
yang relevan di langkah 2, pertanyaan 12

Kesimpulan: Komitmen-komitmen yang paling relevamy mana yang telah dibuat oleh pemerintah terkait
dengan kebijakan Anda?
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Langkah 3 Mendeskripsikan kapasitas untuk melaksankan kebijakan

Tujuan

Langkah 3 melihat kapasitas pemerintah untuk maledsan kebijakan yang dipilih.
Sumber daya pemerintah berfluktuasi, sehingga Aethaiknya mempertimbangkan juga
faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkapasitas pelaksanaan
pemerintah. Diskusikan pula sumber daya manusia dan sumher kieuangan. Faktor-
faktor lain yang mempengaruhi kapasitas pelaksata@nasuk faktor budaya, agama
dan sosial. Terakhir, lihat pengaruh lembaga daaor hubungan internasional lainnya.
Informasi ini memberikan konteks untuk memahami pakkebijakan di langkah 4.
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Pertanyaan Kunci

Yang Harus Dipertimbangkank&dtlenjawab

Sumbedaya keuangamana yang tersedia untuk ¢« Bagaimana anggaran untuk pelaksanaan kebijakan

pelaksanaan kebijakan?

yang dipilih?

» Apakah anggaran tersebut berkurang ataarbeah?

» Dapatkah Anda membandingkan antara anggarak
kebijakan tersebut dengan anggaran ustuisu lain, atau
untuk isu yang sama di negara lain? Pelibgan ini bisa
menunjukkan apa saja prioritas pemerintah.

Sumberdayamanusiamana yang tersedia untuk
pelaksanaan kebijakan?

 Staf mana yang dildratlalam pelaksanaan kebijakan;
apakah mereka kedatigan baik, peka gender,

termotivasi?

» Bagaimana keseimbangan jumlah dan posiki st
perempuan dan laki-laki?

» Bagaimana staf terdistribusi secara ge@ftaf

» Bagaimana keseimbangan jumlah dan posési keelakang
suku bangsa, agama dan budaya yang berbeda
beda diantara staf?

» Anda akan menemukan daftar tentang distristaf
di Langkah 3, pertanyaan 6 HeRWAI.

Faktor-faktor apa yang membatasi atau
meningkatkan kapasitas pelaksanaan?

 Faktkief budaya, agama, sosial, lingkungdan
lain-laimanyang mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan? Contoh: norma budaya yang nusiekan
kehidupan perempuan; banjir, kekeringamlsencana
lingkungan lain; dll.

» Apakahaktor internasionakeperti IMF, Bank Dunia,
WTO dan donor multilateral atau bilatdeshnya
mempengaruhi kebijakan tersebut? Misaldgaor-donor
tertentu mungkin menyumbang uang dengarasypahwa
sebagian besar uang itu digunakan untukeidentu.

Faktor-faktor positif atau negatif lajrmisalnya, proses
reformasi, restrukturisasi. Rencana Sgid®engentasan
Kemiskinan atau krisis dalam Negara yang
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, bemtur
kepentingan atau kurangnya konsistensirant
kebijakan/program, kurangnya kemauan politik, dI

» Anda akan menemukan daftar tentang faltkief
sosial, budaya, lingkungan dan lain-lditadgkah 3,
pertanyaan 8 HeRWAI.

Kesimpulan:

Bagaimana kapasitas pemerintah untuk melaksanaajakan tersebut?

Langkah 4 Dampak terhadap hak kesehatan perempuan

Tujuan
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Langkah 4 memperhatikan dampak hak-hak azazi manediadap kebijakan. Langkah

ini menilai apa yang sesungguhnya terjadi dan dpaleanpak dari kebijakan tersebut
mengakibatkan pelanggaran hak kesehatan peremplegara yang telah meratifikasi

perjanjian hak-hak azazi manusia yang disebutkdamdjkah 2 harus mematuhi semua
unsur hak kesehatan perempuan di bawah ini. Natidak semua unsur relevan untuk
kebijakan yang Anda analisa. Pertanyaan-pertanyhalangkah 4 membantu Anda

membedakan unsur-unsur mana yang relevan dan bagairkebijakan tersebut

berdampak pada aspek-aspek yang relevan dari lsek&an perempuan. Bila kebijakan
tersebut memiliki dampak negatif terhadap hak katseh perempuan, Negara telah
melanggar kewajiban mereka di bawah perjanjian tersebuta Bk ada dampaknya,

penting untuk menanyakan: apakah Negara kehilakgaampatan untuk meningkatkan
hak kesehatan perempuan? Dua pertanyaan utaméapg#lah 4 adalah:

» Apa dampak kebijakan terhadap kesehatan peremgakm hal hak azazi manusia?

» Apakah kebijakan memiliki dampak diskriminatif?

Pertanyaan Kunci

memadaimerupakan isu yang relevan?

Apakahfaktor penentikkesehatamimerupakan isu
yang relevan?

Apakahpartisipasimerupakan isu yang relevan?

Apakahperawatan kesehatan yang tepat waktu dafPerawatan kesehatan yang tepat waktu dan memadai

Yang Harus Dipertimbangkark&d¥lenjawab

mengacu padadkeheh barang, jasa dan fasilitas,
seperti obat-obatan, metode kontrasepsi, pekesghlatan
yang terlatih dan terhormat, klinik kesehatan derg@am
vaksinasi.

Faktor penentwadalah kondisi yang memungkinkan untu
hidup sehat, seperti:
—Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang cukup;

—Pasokan makanan, gizi dan perumahan yang memadai;

—Kondisi kerja dan lingkungan yang sehat;

—Akses terhadap pendidikan dan informasi (secaralum
untuk meningkatkan akses terhadap peEw
kesehatan).

arfisipasipenduduk dalam semua pengambilan keputu
yang terkait dengan kesehatan, baik dkabmasyarakat,
nasional dan internasional adalah unsur yang pgatni
hak atas kesehatan. Individu-individu maupun kelokap
kelompok sebaiknya dilibatkan dalam menetapkan
prioritas, mengambil keputusan, dan merencanakan,
melaksanakan serta mengevaluasi strategi untukapeanc
kesehatan yang lebih baik. Mereka juga harus miamili
kesempatan untuk mengajukan keluhan tentang dampa
negatif dari UU dan kebijakan.

« Apakah kelompok yang paling terkena dampak
kebijakan berpartisipasi dalam penyusuteam
pelaksanaan kebijakan tersebut?

» Mekanisme tanggapan keluhan seperti apa yang ada

(seperti ombudsmen, asosiasi hak pasien, prosetiurdan,

dil)?

<

ban
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Apakahkekerasan terhadap perempuan » Komite CEDAW menganggap kekerasan berbasis gender
merupakarisu yang relevan? sebagai sebuah bentuk diskriminasi. Negarailike
kewajiban untuk mencegah kekerasan tepghpdeempuan
dan menyelidiki serta menghukum tindakerakan
(Rekomendasi Umum 19, paragraf 1, 6 dgn 20
» Apakah kekerasan terhadap perempuan merupakaatselp
faktor dalam kebijakan/permasalahan
¢ Apakah pemerintah mengambil tindakan yaegnadai
untuk mencegah dan/atau melarang keketasaadap
perempuan?

Apa dampak kebijakan terhadegtersediaan « Syarat ketersediaarkKesehatan publik dan fasilitas, bararg
dan jasa serta program kesehatan publik yang kgsifun
dengan baik harus tersedia dalam jumlah yang mdrdada
sebuah Negara.

Apa dampak dari kebijakan terhadap Syarat daya akse&asilitas, barang dan jasa kesehatan
daya akses jasa, barang dan fasilitas? hap# dekses oleh semua orang tanpa diskriminag
di dalam wilayah hukum negara tersebut.
« Daya akses mencakup:
— Daya akses fisik
— Daya akses ekonomi
— Daya akses informasi

Apa dampak dari kebijakan terhadap Syarat penerimaarSeluruh fasilitas, barang dan jasa

penerimaan dari jasa, barang dan fasilitas? kesehatan harus menghormati etika kedokteran daagpa
secara budaya, yaitu menghormati budagiaitu,
minoritas, masyarakat dan komunitas, ielkeadap jender
dan usia, dan dirancang untuk menghargai kerahadaa
memperbaiki status kesehatan orang yang bersamgkutal

Apa dampak dari kebijakan terhadap Syerat kualitasfasilitas, barang dan jasa kesehatan harys
kualitasdari jasa, barang dan fasilitas? sesuai sdogieh dan kedokteran dan berkualitas baik
Ini memerlukan, antara lain, personel meding
berkemampuan baik, obat-obatan yang tidalaluarsa
dan peralatan rumah sakit yang disetujui dan tidak
kadaluwarsa, air bersih yang dapat diminum, daiasan
yang memadai.

Apakah kebijakan memilikilampalkdiskriminatif? < Apakah dampak dari kebijakan — sebagaimana déanal
dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumny@asattan
secara merata oleh semua kelompok, atrag&n
kelompok lebih terkena dampaknya?

e Sebuah kebijakan melanggar hak non diskiasiibila

dampak langsung maupun tak langsungnya:

—mempengaruhi sebagian kelompok secara negatif tetap
kelompok lain tidak,

—mempengaruhi beberapa kelompok yang sebelumnya
telah diuntungkan secara pos{gthingga memperlebar
kesenjangan yang ada),

—mempengaruhi semua kelompok secara merata, tanpg
memperhitungkan perbedaan yang sigmifikantara
kelompok-kelompok tersebut, dan/atau

—menegaskan stereotipe yang mempertahankan semug
atau kelompok perempuan tertentu dalesisi lebih
rendah.

« Kebijakan tidak dianggap diskriminatif biteemiliki
dampak positif bagi kelompok yang kuraegumtung saja,
dengan syarat ini hanya langkah khususetara yang
bertujuan mengurangi kesenjangan antdoarkmk yang
beruntung dan kurang beruntung




Kesimpulan:

Apakah dampak HAM dari kebijakan tersebut terhalak-hak kesehatan perempuan?
Bedakan antara dampak yang positif, negatif, darain®apatkah kita berbicara tentang
pelanggaran hak kesehatan perempuan? (Jelaskaapaehgpa saja)
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Langkah 5 Kewajiban Negara

Tujuan

Langkah 5 meninjau kewajiban Negara dalam kaitantgagan kebijakan-kebijakan
yang dipilih. Pada langkah 2 Anda telah mempel&amitmen-komitmen apa yang telah
dibuat oleh pemerintah. Berikut ini Anda akan meglikewajiban-kewajiban yang timbul
akibat komitmen-komitmen tersebut sehubungan dergdahak kesehatan. Pilihlah
kewajiban-kewajiban yang paling relevan denganjakln yang dipilih dan pelajarilah
perbedaan-perbedaannya dengan apa yang dijanjleAnpemerintah (langkah 2) dan
apa yang sesungguhnya telah dicapai oleh pemeri(itedykah 4). Perbedaan itu
merupakan argumentasi yang kuat untuk memperba&ikijdkan tersebut. Selain itu,
hubungkanlah kewajiban-kewajiban pemerintah tetsellengan pelanggaran-
pelanggaran yang terdapat pada langkah 4. Halkem anembantu Anda menentukan
pelanggaran mana yang dapat dimintakan pertangguapannya dari pemerintah.

Pertanyaan Kunci Yang Harus Dipertimbangkan  Ketika
Menjawab
Siapa yang bertanggungjawab? - Siapa aktor utama yang bertanggung jawab atas

pelanggaranyang disebutkan dalam langkah 47?

Pemerintah atau aktor nasional lainnya?

- Apakah pemerintah atau aktor internasional laanny

memiliki pengaruh terhadap pelanggaran tersebut?

- Apakah aktor-aktor tersebut berhubungan dengem pa
pelaku yang tersebut dalam langkah 1?

Apakah pemerintah memenutéwajiban Kewajiban inti merupakan kewajiban-kewajiban dasar
intinya sehubungan dengan hak kesehatan yang perlu dipenuhi
terkait dengan kebijakan tersebut? oleh semua pemerintah, dalam kondisi apapun.

Pemerintah berkewajiban untuk :
« memastikan, setidaknya, tingkat terrendah yang
diperlukan untuk
A. Akses terhadap fasilitas, barang dan jasa
kesehatan tanpa diskriminasi, terutama bagi
kelompok yang rentan atau terpinggirkan;
Akses terhadap makanan pokok;
Akses terhadap tempat tinggal, perumahan, a
dan sanitasi;
Obat-obat yang penting;
Distribusi semua jasa layanan, barang dan
fasilitas kesehatan yang adil;
F. Strategi kesehatan masyarakat dan rencana Kerja
nasional;
« Kewajiban-kewajiban inti berikut ini memiliki
prioritas sebanding
G. Layanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibd
dan (sebelum dan sesudah bersalin) dan
kesehatan anak
H. Imunisasi terhadap penyakit-penyakit menular
utama;
I.  Tindakan pencegahan, pengobatan dan

Ow

mo
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pengawasan penyakit-penyakit epidemik dan
endemik;
J. Pendidikan dan akses informasi kesehatan;
K. Pelatihan bagi tenaga kesehatan, termasuk
pendidikan tentang kesehatan dan hak azazi
manusia.

Apakah pemerintah memenuhi kewajibannya Pemerintah dianggap gagahenghormati hak-hak
untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kesehatan perempuan jika kebijakan itu sen

diri

hak-hak kesehatan yang terkait dengan memiliki dampak yang mengurangi kesempatan

kebijakan? perempuan untuk menikmati kesehatan yang bag
- Pemerintah dianggap gagahelindungi hak-hak
kesehatan perempuan jika kebijakan itu membiat

atau tidak menghalangi pihak lain  untuk

membahayakan kesehatan perempuan.
- Kewajiban untuknemenuhberarti pemerintah hary

S.

kan

S

melakukan upaya positif yang membantu dan

memungkinkan orang untuk memperoleh |

ak

kesehatan mereka. Tindakan-tindakan ini mencakup
pengembangan kebijakan kesehatan yiang

memastikan bahwa setiap orang memiliki akses

sama terhadap faktor-faktor penentu kesehatan,

memberikan layanan kesehatan reproduksi
seksual melalui sistem kesehatan masyarakat
tindakan-tindakan  untuk  menurunkan ting
kematian bayi dan ibu.

dan
dan
at

- Merupakan hal yang baik jika Anda membuat
hubungannya dengan komitmen-komitmen yang

telah Anda identifikasi dalam langkah 2.

Apakahkewajiban realisasi progresiferlaku? -Kewajiban realisasi progresif menuntut agar

pemerintah  melakukan segala upaya un

tuk

meningkatkan hak-hak kesehatan perempuan. Hal ini

berarti jika pemerintah dapat mencapai lebih ban

yak

dengan cara memperbaiki kebijakannya, maka

pemerintah berkewajiban untuk melakukannya.

Apakahkewajiban untuk tidak mundierlaku? « Kewajiban tidak mundur Pemerintah tidak boleh

pasif jika kondisi kesehatan memburuk Pemerin

tah

juga tidak boleh melakukan tindakan yahg

mengurangi hak kesehatan. Jika suatu pemeri

ntah

melakukan tindakan mundur, pemerintah harus dapat

membuktikan bahwa pemerintah tidak memil

iki

pilihan lain, contohnya karena krisis yang pargah.

Pemetintah juga harus menunjukkan bah

wa

pemerintah telah melindungi hak-hak kelompok yang

paling rentan.
« Kewajiban tidak mundunanya berlaku jika:

- penurunan tidak dapat dihindari

- pemerintah belum mencoba melakukan semua
upaya untuk mencegah penurunan tersebut

- pemerintah belum meminta bantuan internasion
untuk menangani masalah ini, dan / atau

- pemerintah belum melindungi kelompok-kelomp
yang rentan terhadap penurunan kondisi.

Apakah kurangnya sumber dayanerupakan « Jika ya:
hambatan besar? - Apakah pemerintah telah menggunakan semua
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sumber daya yang dimiliki secara maksimum?

- Apakah pemerintah telah mencoba memperolah
bantuan teknis dan finansial internasional?

- Apakah negara (donor) lain atau lembaga
internasional telah menawarkan bantuan yang
diperlukan?

- Jawablah dengan menggunakan temuan Anda f
langkah 3sebagai dasarnya.

Untuk pelanggaran apa Anda dapat meminéa Buat daftar dampak negatif atau kurangnya dam
pertanggungjawaban pemerintah Anda? yang terdapat dalam langkah 4.

« Dari pertanyan-pertanyaan di atas, kewajiban te

yang mana yang dapat Anda hubungkan der

dampak-dampak ini?

ada
pak

ka
gan

e Dapatkah anda menghubungkan dampak-dampak

tersebut dengan komitmen-komitmen pemerin
yang dibahas pada langkah 2?
e Tolong diingat: Dalam menentukan apak
pemerintah memenuhi kewajibannya, penting ur

tah

ah
tuk

dibedakan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan

pemerintah untuk mematuhi kewajiba
kewajibannya. Hanya karena ketidakmauanlah nj

n_
aka

pemerintah dapat dituntut bertanggungjawab atas

suatu pelanggaran.

Kesimpulan:
Untuk pelanggaran yang mana Anda dapat memintamggtingjawaban pemerintah?
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Langkah 6 Kesimpulan dan langkah ke depan

Tujuan

Dengan berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulanadi &ntukanlah apa yang akan
menjadi langkah berikutnya: tindakan selanjutnypese kampanye melobi, advokasi,
pelatihan dan / atau studi mendalam terhadap kebijgang telah dibuat oleh organisasi
anda. Langkah 6 membantu Anda untuk MENGGUNAKAN HASNALISA UNTUK
MELAKUKAN TINDAKAN. Langkah ini berfungsi untuk meyusun informasi dan dan

menentukan pilihan.

Sebelum menentukan langkah ke depan kami meminta Aimtuk melakukan latihan

berikut ini:

- Pertimbangkan kesimpulan-kesimpulan di atas séem@uruhan
- Setelah itu, apa kesimpulan Anda secara keseluPuhan

Apakah kebijakan tersebut memiliki dampak negatévbadap hak kesehatan

perempuan?
A 4 A 4 A 4
YA MUNGKIN TIDAK
A 4 A 4 A 4
Apakah Anda ingin melakukan langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya
tidak dibutuhkan
A 4
Jika ya, kami sarankan Anda melihat pertanyaan-
pertanyaan kunci dibawabh ini
Pertanyaan Kunci Yang Harus Dipertimbangkan Ketika Menjawab

Apakah yang akan Anda lakukan dengan Apakah Anda mengumpulkan cukup bany

informasi yang dihasilkan dari diskusi-diskusi
di langkah-langkah sebelumnya?

ak

informasi untuk melakukan tindakan selanjutnyay ata
apakah Anda perlu melakukan analisa / studi yang
lebih mendalam tentang kebijakan tersebut? Jika

Anda perlu melakukan analisa / studi yang le
mendalam, kami sarankan agar Anda mel
instrumen HeRWAI yang lengkap

Apa yang akan menjadiekomendasi atau -
tuntutanAnda kepada pemerintah?

Coba rumuskan sebuah rekomendasntuk setiap

bih
hat

pelanggaran dan dampak Kkebijakan yang tidak

diinginkan.

Jika perubahan kebijakan bukan solusinyadakan
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?
Sampai sejauh mana organisasi Anda akan d
membantu pemerintah dalam pengembangan
pelaksanaan lebih lanjut dari rekomenda
rekomendasi itu?
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Apa yang akan menjadiencana aksi Anda -
untuk melobpeningkatan kebijakan?

Contoh-contoh tindakan selanjutnya bisa: surat

ksi

mendesak yang ditujukan kepada menteri yang
bertanggung jawab, pertemuan dengan pembuat
kebijakan atau anggota parlemen yang bertanggung

jawab, pertemuan dengan media, dll.

Pertimbangkan siapa yang ingin Anda dekati:
departemen nasional yang mana, orang atau prosedur
mana yang akan sangat membantu dalam mencapai

pelaksanaan rekomendasi dan tuntutan?

tau

lembaga pemerintah atau lembaga dana atau gktor-
aktor lain mana yang berpengaruh terhadap kebijakan

yang perlu Anda dekati?

Kapankah waktu yang paling tepat un
meyampaikan hasil temuan?

Pendekatan: apakah suatu pendekatan didas

uk

arkan

pada dialog atau apakah konfrontasi akan lebih
berhasil? Prosedur administrasi, peradilan, keluhan

atau prosedur lain manakah yang dapat ditempuh

P

Apa yang dibutuhkan organisasi Anda untuk
melaksanakan rencana-rencana diatas?

Berapa banyak waktu dan sumber daya yang mana

(keuangan dan keterampilan) yang dibutuh

Kan

organisasi Anda untuk mengimplementasikan reng¢ana

aksi? Dapatkah ini semua disediakan?

Dapatkah Anda melibatkan pihak lain dalam
melaksanakan rencana-rencana Anda

Berhubungan dengan organisasi-organisasi lain dapat

membuat upaya-upaya lobi Anda lebih kuat.
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PENUTUP

Kami menyampaikan ucapdarima kasih atas penggunaan panduan diskusi ini. Para
penulis sungguh berharap agar panduan diskusi HelRNVAerbukti menjadi alat yang
bermanfaat dalam menganalisa dan mempengaruhi #akepgakan terhadap hak-hak
kesehatan perempuan. Kami akan sangat menghargein balik dari Anda mengenai
panduan diskusi HeRWAI ini dan kami akan bersyylka Anda berbagai pengalaman
dengan kami tentang alat ini. Silahkan kirim komaetomentar Anda ke
atau 2l Komentar-komentar ini akan sangat
bermanfaat untuk perbaikan instrumen ini di masayyakan datang. Jika Anda berminat
untuk mempelajari latar belakang dan sejarah dokummé atau jika Anda ingin
menerima HeRWAI yang lengkap Anda dapat menghubungi atau

Utrecht, Belanda
November 2005
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TENTANG HOM

The Humanist Committee on Human Rig®©M) / Komisi Kemanusiaan mengenai
Hak-Hak Azazi Manusia bekerja untuk meningkatkak-thak azazi manusia, untuk
semua umat manusia, di seluruh dunia. HOM bertujuraink berkontribusi terhadap
implementasi hak-hak azazi manusia yang efektidercara:
- mengembangkan instrumen-instrumen untuk mengukektifas dan dampak
dari kebijakan-kebijakan mengenai hak-hak asasusian
- upaya-upaya peningkatan kapasitas di dalam orgasusganisasi hak-hak azazi
manusia di seluruh penjuru dunia;
- mempengaruhi kebijakan hak-hak azazi manusia diri8iel dan Eropa
- melaksanakan tugas-tugas (seperti evaluasi) untrkingkatkan hak-hak azazi
manusia
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